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ABSTRAK

Kesesatan hakim dalam menggali fakta-fakta hukum seperti
yang terjadi pada perkara Sengkon dan Karta, telah
menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang
tidak bersalah, hal mana merupakan Hlatar belakang dan
Tilosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Pada
prinsipnya, KUHAP “melarang” untuk menjatuhkan putusan
“yang melebihi” putusan yang dimintakan peninjauan kembali,
dan hanya “memperkenankan” = putusan yang menerapkan
ketentuan pidana “yang Hlebih ringan”. Asas yang dianut
KUHAP i1tu sejalan dengan tujuan lembaga peninjauan kembali,
yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana dalam
membela kepentingannya, untuk terlepas dari ketidak-benaran
penegakan hukum. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah
“melegalkan” jaksa penuntut umum untuk “merampas” hak
terpidana 1itu, yakni dikabulkannya permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh “jaksa penuntut umum” dan pula
terhadap “putusan bebas”, lebih lagt dijatuhkannya putusan
yang ‘“tidak diperbolehkan”, sehingga peluang dan sarana
upaya hukum yang diberikan undang-undang dan ‘“hanya” kepada
terpidana i1tu, berbalik “menjadi bumerang” dan “merugikan”
terpidana sendiri. Demikian juga dalam memutus perkara
peninjauan kembali, Mahkamah Agung “hanya” berdasarkan
dokumen perkara yang berupa permintaan peninjauan kembali,
berkas perkara semula, serta berita acara pemeriksaan dan
berita acara pendapat hakim pengadilan negeri, ‘“tanpa”
terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara langsung
terhadap saksi sebagai novum, hal mana “penilaian” atas
pembuktian “petunjuk’® yang bersumber dari alat bukti
keterangan saksi sebagail novum tersebut “bukan” sebagaimana
ditentukan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Karenanya,
terhadap putusan Mahkamah Agung vyang dianggap sebagai
penemuan hukum dan dijadikan sebagai yurisprudensi itu,
mesti direnungkan kembali dengan pengkajian secara mendalam.
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ABSTRACT

Msjudge in law facts upholding of the courtroom verdict
such as Sengkon and Karta | aw, had arisen a wong verdict to
i nnocent persons,that caused a philosophical ratio of a
lawful review team As a principle, KUHAP (Court of |awful
Judi ci al Procedure)is “agai nst” “overrul e” of pl ea
bargaining (Law Review) and it only “admts” a verdict
whi ch applies for “light penalty”.The basic right which is
adhered in KUHAP nust be in accordance with the |awf ul
review team that ains to give opportunity to the convicts
to defend their favour, to be free from the unjustice of
the | aw uphol di ng.On the other hand,the Suprene Court has
| egal i zed General Prosecutors to “seize” the convicted
rights,allows the plea of law review wich is issued by
general prosecutors and also for “unguilty verdict”, and
pass the verdict to the “unprecise nmonent” of the law, so
the opportunities and facilities of the convicts for the
personal |aw enforcenent which denotes to defend under the
byl aw and toward the convicts “al one”, but reverse toward
the “disarmty” and “the loss of the convict rights”. And
also in passing the verdict in the law review or plea
bargaining, the Supreme Court in passing the verdict is
“only” based on crimnal case docunents, previous case

files, investigation inposing agenda and civil courtroom
j udgenent  record,”w thout” cross-examnation in ahead of
eyewi t nesses as novum but the true “assessnent” is based

on “the guide” of W tness statenment which testify the
approved evidence case as a novum “not” stipulated by
KUHAP Chapter 188 verses (2), and (3).Thus, toward the
Suprenme Court Verdiction which is prejudice as |aw finding
and as crimmnal jurisprudence should be re-discussed
deepl y.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tuj uan Hukum acara pidana adal ah untuk nencari dan
menenukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana
guna menbukt i kan dan menenukan or ang yang dapat
di persal ahkan atas peristiwa pidana tersebut,! deni
tercapainya suatu Kketertiban, ketenteraman, kedanai an
keadil an, dan kesejahteraan masyarakat.? Meskipun hakim
di batasi oleh surat dakwaan jaksa, tetapi ia tidak boleh
puas dengan kebenaran formal dalam batas surat dakwaan
tersebut.® Kebenaran materiil itu harus didapatkan mel al ui
al at bukti dan barang bukti yang ada, baik yang diajukan
ol eh penuntut umum naupun yang di aj ukan ol eh terdakwa

atau penasehat hukum untuk rmenperkuat keyaki nan hakim

!Departenen Kehaki man R, Pedoman Pel aksanaan Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Penerbit Depkeh R, 1982), hal. 1.

2Andi  Hanzah, Hukum Acara Pidana |ndonesia, Ed. Revisi, Cet.
Ketiga, (Jakarta: Sinar Gafika, 2004), hal. 8-9.

3l bi d.
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sehi ngga haki m sanpai kepada putusan yang seyogi anya akan
adi| dan tepat.

Kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang
harus nendapat penghargaan sepenuhnya, tidak nengurangi
pentingnya tujuan hukum acara pidana dinmaksud, karena
kebenaranl ah yang harus nenjadi dasar dari suatu putusan
haki m pidana.* R Wrjono Prodjodikoro nmengenukakan, ol eh
karena sangat nenungki nkan suatu perkara adalah perkara
bi ki nan pamong praja atau kepolisian,® maka haki m harus
selalu teliti dan waspada dal am nel akukan peradi | an pi dana.
Hal ini berarti, neskipun seorang terdakwa nengakui terus
terang kesal ahannya, belum tentu ia harus di hukum karena
pengakuan terdakwa itu harus berdasar pula atas kebenaran.

Kesesatan hakim yaitu kesesatan yang dilakukan ol eh

haki m dal am nenggali fakta-fakta hukum sehingga hakim

‘R Wrjono Prodjodi koro, Hukum Acara Pidana Di |ndonesia, cet.
Kesebel as, (Bandung: Surmur Bandung, 1983), hal. 44.

R. Wrjono Prodjodikoro nengenukakan suatu kasus sebagai contoh
sebagai berikut: “Pada tahun 1928, Ketua Pengadil an Negeri di Bonthain
Sul awesi  Sel atan nmenbebaskan seorang terdakwa, yang mengakui terus
terang tel ah nel akukan suatu penbunuhan berencana (noord). Penbebasan
i ni di dasarkan atas kenyataan, bahwa pada peneri ksaan si dang pengadil an
ket er angan- ket erangan terdakwa yang di sanpai kan tentang cara penbunuhan
tersebut tidak sesuai dengan macam macam keadaan, antara |ain keadaan
rumah di tenpat Kkejadian perkara. Meskipun Putusan tersebut telah
menggenpar kan dunia panong praja dan kepolisian, akan tetapi tidak
beraki bat apa-apa terhadap Ketua Pengadilan Negeri tersebut, oleh
karena putusan tersebut berlandaskan al asan yang tepat.”, R Wrjono
Pr odj odi kor o, | bi d.
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menj at uhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah,
yang dalam praktek peradilan di seluruh dunia pernah
terjadi, adalah nmerupakan |atar belakang dan fil osofi
di adakannya |enbaga peninjauan kenbali. Kesesatan hakim
yang paling serius adalah dalam hal hakim nenjatuhkan
hukumun mati, dan sesudah terpidana di eksekusi nuncul bukti
baru yang sesungguhnya, vyaitu pelakunya bukan terpidana
tersebut, tetapi orang lain. Terpidana tersebut telah
menanggung penderitaan hukuman pidana, yang bukan karena
kesal ahannya, dan nenanggung aki bat dari perbuatan pidana
yang dil akukan oleh orang lain. Hal ini neruntuhkan
filosofi tentang keadilan, yang sebenarnya harus ditegakkan
ol eh haki m dal am pel aksanaan proses peradil| an pi dana. ®
Herziening (Peninjauan Kenbali) telah tanpil perdana
dal am kehi dupan hukum kita, yaitu dal am Perkara Sengkon dan
Karta, yang cukup nenarik perhatian khalayak ranmai, dan
nmelihat hal ini sebagali kesesatan peradilan, yang sebab-

sebabnya kurang diteliti | ebi h  mendal am ’ Ber dasar kan

®Ranel an, Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pi dana Pengadilan HAM
(Jakarta: Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad
I ndonesi a, 2007), hal. 117.

"H. Cemar Seno Adji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkenbangan
Del ik, Cet. Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), hal. 53.
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adanya kejanggal an dan ketidakadilan yang telah diderita
oleh Sengkon dan Karta,® kuasa hukum kedua terpidana
nmengaj ukan Peni nj auan Kenbali ke Mahkanah Agung, dan kasus
i ni terangkat ke tengah pernukaan masyarakat | uas.

Kesi npulan tertulis Jaksa Agung tertanggal 22 Januari
1980 nengusul kan agar Sengkon dan Karta di bebaskan
Mahkamah Agung, yang nendasarkan putusannya antara |ain
kepada Per aturan Mahkamah Agung Rl No. 1 tahun 1980 Tentang
Peni nj auan Kenbali Putusan Yang Tel ah Menperol eh Kekuat an
Hukum Tetap, dal am putusannya nembebaskan kedua terhukum °
Dengan nenbat al kan putusan terhadap Sengkon dan Karta yang
telah nenpunyai kekuatan hukum tetap serta nenbebaskan
Sengkon dan Karta dari segala tuduhan, maka Peraturan

Mahkamah ~Agung Rl No. 1 tahun 1980 dalam Herziening

®Bahwa semul a ol eh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan No.
2/ KTS/ Bks/ 1977, tertanggal 20 Oktober 1977 Sengkon dan Karta dipidana
masi ng-nmasing 12 tahun dan 7 tahun, karena dakwaan penbunuhan.
Sel anjutnya Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. Reg.
38/ 1978/ Pi d/ PTB tetap nem dana kedua terpi dana sama seperti yang tel ah
di j atuhkan ol eh pengadilan negeri tersebut. Ternyata kenudian, orang
lain yaitu Gunen bin Kuru, Siih bin Siin dan Warnita bin Jaam di pi dana
ol eh pengadil an negeri Bekasi dengan perbuatan yang sanmm, yaitu Putusan
No. 6/1980/Pid/PN. Bks., tertanggal 15 Oktober 1980, selanjutnya ElIi
bin H Senam Nyamang bin Naing, M Cholid bin H Nur, dan Tobing bin
H Paih diputus dan dipidana oleh pengadilan negeri Bekasi dengan
Putusan No. 7/1980/Pid/PN. Bks., tertanggal 13 Novenber 1980.

®Mahkamah Agung RI, Dal am Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas

Nama terpidana Sengkon dan Karta. (24 Januari 1981). Putusan Mahkamah
Agung Nonor: tidak diketahui.
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t er sebut telah rmenberikan jasanya.!® Adanya |enbaga
peni nj auan kenbali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 1 tahun 1980 tersebut, yang kehadirannya nengal am
kontroversi di kalangan para ahli hukum waktu itu, karena
ti dak mencerm nkan asas-asas yang digariskan oleh UUD 1945
dan Undang Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok- Pokok
Kekuasaan Kehaki man, nanmun tetap di pandang sebagai sol usi
yang dapat menmenuhi rasa keadil an nmasyar akat. !

Dengan berl| akunya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
yang nenanpung | enbaga peninjauan kenbali, dan sekaligus
mencabut Peraturan Mhkamah Agung R No. 1 tahun 1980
Tentang Peninjauan Kenbali Putusan Yang Telah Menperoleh
Kekuat an Hukum Tet ap, nmaka kasus dem kasus yang di m ntakan
peni njauan kenbali dan diselesaikan oleh Mhkamah Agung
tel ah nenperlihatkan suatu benang nerah dalam kaitannya
dengan kepentingan para pencari keadi | an. Di sanpi ng
terpi dana yang berhak nengaj ukan pernohonan peninjauan

kenbal i, ' tercuat adanya keinginan pihak lain selain

4 Cemar Seno Adji, Op. cit. hal 62.
Y pid., hal. 53.

2| ndonesi a A, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1 angka 12.
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terpi dana untuk el akukan hal yang sama, yakni Jaksa
Penuntut Umum korban/ kel uarganya dan pihak ketiga yang
ber kepenti ngan, yang nerasa putusan pengadilan terhadap
t erdakwa adal ah keliru.

Kei ngi nan untuk nengaj ukan peninjauan kenbali ol eh
pi hak |ain selain terpidana, masih neninbul kan pertanyaan
nmengenai dasar hukum apa yang akan digunakannya, karena
secara tegas KUHAP nenyat akan, bahwa hak untuk nengaj ukan
upaya hukum tersebut hanya di beri kan kepada terpidana atau
ahli warisnya.® Menurut Luhut MP. Pangaribuan, upaya
hukum kasasi dem kepentingan hukum di beri kan KUHAP kepada
Jaksa Agung, senentara peninjauan kenbali adalah hak
terdakwa atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan
dengan konsepnya apabila wupaya hukum Jluar biasa itu
di j al ankan = secara terbalik, m sal nya  penunt ut umum
mengaj ukan peni njauan kenbali.!* Apabila, dilihat dari
sudut pengaturan hukum acara pidana yang ada, terutama

KUHAP tidak nenberikan kesenpatan nengajukan peninjauan

Blbid., ps. 1 angka 12 jo. Ps. 263 ay. (1).

YLuhut M P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana;, Surat-surat Resni
di Pengadilan deh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik,
Menori  Bandi ng, Kasasi, Peninjauan, Kenbali, Cet. Ke-4, (Jakarta:
DO anbat an, 2006), hal. 86.
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kenbal i bagi Jaksa Penuntut Unum korban/ kel uarganya, dan
pi hak ketiga secara eksplisit. Namun, Pasal 263 ayat (3)
KUHAP ber bunyi :
Atas dasar yang sama sebagai mana tersebut pada ayat
(2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah
menperol eh  kekuatan hukum tetap dapat di aj ukan
perm ntaan Peninjauan kenbali apabila dalam putusan
itu suatu perbuatan yang di dakwakan tel ah dinyatakan
terbukti akan tetapi tidak diikuti ol eh suatu
pem danaan. *°
Ket entuan Pasal 263 ayat (3) tersebut, ”seol ah-olah
bukan” di peruntukkan bagi terdakwa yang tidak dijatuh
penm danaan ol eh putusan pengadilan, tetapi ”seakan-akan”
untuk Jaksa Penunut Unum yang dakwaannya di nyat akan
terbukti, tetapi tidak diikuti dengan pem danaan. Bunyi
ket entuan itu seol ah-ol ah nmenberi hak kepada jaksa penunt ut
umum unt uk nengaj ukan perm ntaan peni njauan kenbal i, karena
sudah barang tentu terpidana yang tidak dijatuhi pem danaan
ti dak akan gegabah nem nta peninjauan kenbali. Hal inipun

semakin rancu, karena Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehaki man ber bunyi :

BI'ndonesia A, Op. Cit., ps. 263 ay. (3).
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Terhadap putusan pengadilan yang telah nenperoleh

kekuat an hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan

dapat nengaj ukan Peninjauan Kenbali kepada Mahkamah

Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang

di t ent ukan dal am undang- Undang. *°
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu
juga nengatur tentang peninjauan kenbali, baik dalam
perkara pidana maupun perdata. Hal mana yang dimaksud
dengan pi hak-pi hak dal am perkara perdata adal ah Penggugat
dan Tergugat, sedangkan dal am perkara pidana adal ah Jaksa
Penunt ut Umum dan ter pi dana yang sebel um put usan pengadil an
nmenper ol eh kekuat an hukum tetap adal ah terdakwa. Ketentuan
Pasal 23 ayat (1) ini sekonyong-konyong telah nenberi hak
yang sama bai k bagi terpidana, nmaupun bagi penuntut unmum
unt uk dapat nengaj ukan peni nj auan kenbali .

Pada prakteknya, Makamah  Agung telah nel akukan
pergeseran pem kiran terhadap upaya hukum peninjauan
kembal i dengan cara menperl uas eksistensi '’ ketentuan Pasal

263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan yang pada dasarnya limtatif

hanya nenperbol ehkan upaya hukum peninjauan kenbal

8] ndonesi a B, Undang-undang Tentang Tentang Kekuasaan Kehaki man,
UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 23.

"4, Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengaj ukan Upaya Hukum

Peni nj auan Kenbali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cet.
Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 108.
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di | akukan oleh terpidana atau ahli warisnya, diperluas
dengan di kabul kannya pernohonan Jaksa Penuntut Urum dan
korban untuk nelakukan upaya hukum peninjauan kenbali,
yakni dal am perkara atas nama terdakwa Muichtar pakpahan,
kasus The Gandhi Menorial School, dan sebagai nya. Dengan
kata | ain, Mahkamah Agung tel ah " nel egal kan” Jaksa Penunt ut
Urum dan korban untuk " neranpas” hak nengaj ukan peninjauan
kenbal i dari tangan terpidana atau ahli warisnya.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP nenyatakan bahwa perm ntaan

peni nj auan kenbal i dil akukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang neni nmbul kan
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah di ket ahui
pada waktu sidang nasi h berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan |epas dari segal a
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut unum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ket entuan pi dana yang | ebih ringan;
b. apabila dal am pel bagai putusan terdapat pernyataan

bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan vyang
di nyatakan telah terbukti itu, ternyata telah

bert entangan satu dengan yang | ain;
c. apabila putusan itu dengan jelas nenperlihatkan
suat u kekhi | af an haki m at au kekel i ruan yang nyat a. 8

Ber dasar kan ketentuan ini, terhadap putusan kasasi Mahkanmah

Agung Nonor : 1185K/ Pi d/ 2006 at as nama t er pi dana

8 ndonesia A, p. Cit., ps. 263 ay. (2).
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POLLYCARPUS, Jaksa Penuntut Unum nengaj ukan pernohonan
peni nj auan kenbali kepada Mhkamah Agung. Adapun al asan
per nohonan penijauan kenbali itu, salah satunya adal ah
bahwa ”berdasarkan hasil penyidi kan terhadap perkara atas
nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah
di t enukan keadaan baru (novum) berupa keterangan saksi”.'®
Kedudukan Jaksa  Penunt ut Umum  sebagai penohon
peni nj auan kenbal i dal am perkara pidana atas nanma terpidana
POLLYCARPUS tersebut tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (3)
KUHAP. Apabila ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ”dapat
di anggap” sebagai ketentuan yang nenberi hak kepada Jaksa
Penuntut Unmum unt uk nel akukan peni nj auan kenbal i, maka hak
tersebut hanya ”apabila dalam putusan itu suatu perbuatan
yang di dakwakan tel ah di nyatakan terbukti akan tetapi tidak

diikuti oleh suatu penidanaan.?°

Sedangkan, putusan yang
di m nt akan peni njauan kenbali 1tu bukanlah suatu putusan
yang seperti itu, nelainkan suatu putusan bebas, yakn

put usan yang nenbebaskan terpidana dari dakwaan penbunuhan

19<ej aksaan Negeri Jakarta Pusat, Perihal: Pernmphonan Peninjauan
Kenbal i Putusan Mahkamah Agung yang telah menpunyai kekuatan hukum
tetap Nonor: 1185 K/ Pid/ 2006 tanggal 3 Cktober 2006 atas nana terpidana
Pol | ycar pus Budi hari Priyanto, (26 Juli 2007), hal. 19-29.

2| ndonesia A, Loc. Git., ps. 263 ay. (3).
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berencana. Disanping itu, "ayat (3)” Pasal 263 KUHAP itu
"seharusnya” adal ah untuk upaya hukum luar biasa berupa
"kasasi dem kepentingan hukun? yang nmerupakan hak Jaksa
Agung, karena upaya hukum luar biasa berupa ”peninjauan
kenmbali” itu adalah hak terpidana atau ahli warisnya.
Artinya, ketentuan "ayat (3)” Pasal 263 itu nestinya berada
dal am ket ent uan KUHAP  pada Bagi an Kesat u t ent ang
Peneri ksaan Tingkat Kasasi Dem Kepentingan Hukum tidak
berada di ketentuan yang nengatur tentang peninjauan
kenbal i, seperti yang ada saat ini.?

Ket er angan saksi nerupakan sal ah satu alat bukti yang
nmenegang peranan paling penting dalam perkara pidana.
Hanpir senua penbuktian perkara pidana selalu bersandar
kepada peneri ksaan saksi, atau sekurang-kurangnya di sanpi ng
penbukti an dengan al at bukti lain masih selalu diperlukan

22 Sesuai

penbukti an dengan alat bukti keterangan saksi.
dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi

yang Dberi si penj el asan tentang apa Yyang didengarnya,

21 yhut M P. Pangaribuan, “Materi Binbingan Skripsi dalam Kritik
Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHAP’, (Disanpaikan Pada Binbingan
Skripsi, Jakarta, tanggal 5 Juni 2008).

22M  Yahya Harahap, Penbahasan Permasal ahan Dan Penerapan KUHAP:
Peneri ksaan Si dang Pengadil an, Bandi ng, Kasasi, dan Peni njauan Kenbali,
BEd. 2 Cet. 6, (Jakarta: Sinar Gafika, 2005), hal. 288.
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di I'i hat nya, atau dialamnya sendiri mengenai suat u
peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti
apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang
pengadi | an. Yahya Harahap nenegaskan, bahwa ket erangan yang
di nyat akan diluar sidang pengadilan (outside the court)
bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk

menbukt i kan kesal ahan terdakwa. %®

D sanping itu, penting
pula hakim nem nta keterangan terdakwa nengenai saksi,
begitu pula penuntut umum dan penasi hat hukum ber kesenpat an
bert anya kepada saksi atau terdakwa nel alui ketua sidang,
sebagai mana maksud Pasal 164 KUHAP. 24

Keadaan baru (novum, yang nerupakan alasan Jaksa
Penuntut Unum dal am pengaj uan peninjauan kenbali perkara
atas nama terpidana POLLYCARPUS tersebut, nenmuncul kan
per masal ahan. Hal itu dikarenakan keadaan baru (novun)
berupa keterangan saksi, yang kenudian nenjadi al asan
pengaj uan peninjauan kenbali tersebut, ditenukan pada
penyi di kan terhadap perkara lain atau perkara atas nam

tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Sering terjadi

seorang saksi nenberi kan keterangan yang berbeda antara di

23] bi d.

24Andi  Hanzah, Qp. Cit. hal. 239.
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sidang pengadilan dengan di pemeri ksaan  pendahul uan
(penyi di kan) . ?®> Bagai manakah novum berupa ”"Berita Acara
Peneri ksaan (BAP) penyidikan perkara lain atau perkara
terpi sah” dari ket erangan saksi itu, apabila setelah
putusan peninjauan kenbali dieksekusi, kenudian ditarik
ol eh saksi yang bersangkutan di sidang pengadilan dalam
perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohai ni
Aini? Oeh karena itu, terhadap saksi yang telam nenberi kan
ket erangan pada tahap penyi di kan tersebut, perlu dilakukan
kenmbal i peneri ksaan dal am sidang peninjauan kenbali, guna
mencari dan nendapat kan kebenaran materiil nya. Nanun, hal
Itu neni mbul kan permasal ahan baru, khususnya dalam ha
penerapan hukum acara pidana pada peneriksaan saksi di
si dang peni nj auan kenbal i .

Mahkamah ~ Agung dal am putusan peninjauan kenbal i
per kar a at as nana t er pi dana POLLYCARPUS t er sebut
nmenyat akan, bahwa al asan keadaan baru (novum  dapat
di benarkan (diterima), karena ket erangan saksi tersebut
merupakan alat bukti yang sah dan nenjadi bahan dal am

menbent uk alat bukti petunjuk yang “telah dibentuk oleh

5] bi d.
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judex factie”, yang nenunjukkan bahwa benar telah terjad

ti ndak pi dana sebagai nmana di naksud dal am dakwaan kesatu dan
penbuat nya adalah terpidana.?® Novum berupa keterangan
saksi dalam perkara itu tidak pernah diperiksa oleh
Mahkamah Agung, tetapi nenutus perkara tersebut berdasarkan
peneri ksaan saksi yang telah dilakukan ol eh judex Factie, 2’
yai tu Pengadi | an Negeri Jakarta Pusat.

Per masal ahan nuncul , di sebabkan Mahkamah Agung adal ah
Judex Yurist,?® sehingga ketika sidang peninjauan kenbal i
para hakim agung hanya neneri ksa dokunen perkara. Ketua
Mahkamah Agung Bagir Manan nengenukakan, ol eh karena
Mahkamah Agung tidak neneri ksa para pihak, baik itu saksi,

t erdakwa at aupun pi hak-pi hak yang berperkara | ai nnya, maka

*Mahkamah Agung RI, Dal am Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas
Nama terpidana Pollycarpus Budi hari Priyanto, Putusan Mhkamah Agung
No. 109 PK/ Pid/ 2007, hal. 42.

2’Judex Factie adalah Hakim yang neneriksa tentang duduknya
perkara, yang secara khusus di maksudkan untuk haki m ti ngkat pertanma dan
haki m bandi ng, sebagai |awan dari haki m kasasi yang hanya neneriksa
tentang tepat atau tidaknya pengetrapan (penerapan) hukumya, vyaitu
Mahkamah Agung., lzaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, Intisari Hukum
Acara Perdata, Cet. 2, (Jakarta: Chalia Indonesia, 1985), hal. 57.

2yuri st adalah ahli hukum, John M Echols dan Hassan Shadily,
Kanmus Inggris — Indonsia, Cet. XXI, (Jakarta: P.T. Ganedia, 1995),
hal . 338. d eh karena Mahkamah Agung adal ah Pengadi | an Negara Terti nggi
dari sermua |ingkungan Peradilan (ps. 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung), dan apabila pengertian Yurist tersebut dihubungkan
dengan pengertian Judex yaitu hakim atau yang tidak |ain adalah juga
ahli hukum naka pengertian Judex Yurist adalah hakim yang |ebih ahli
(hukum) atau luar biasa, yang dalam hal ini adalah haki m agung yang
berada di Mahkanmah Agung.
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tiap haki m agung di Mhkamah Agung hanya neneri ksa berkas
per kara, yang dil akukan secara bergilir dan diakhiri dengan
nmusyawar ah. Dal am nusyawar ah yang penuh dengan perdebatan
i tu, masing-masing haki m nmengenukakan argunen berdasarkan
berkas perkara yang ada,®® tanpa neneriksa saksi, terdakwa
dan pi hak-pi hak yang ber perkara | ai nnya.

Menurut Pasal 264 ayat (1) jo. ayat (5 KUHAP
perm ntaan peninjauan kenbali diajukan kepada panitera
Pengadi | an Negeri yang nenutus perkara itu dalam tingkat
pertama, dan Ketua Pengadil an Negeri neneruskan perni ntaan

0

itu kepada Mahkamah Agung.®° Selanjutnya, Pasal 265 ayat

(1) KUHAP ber bunyi :

Ket ua pengadi | an set el ah meneri na perm nt aan
peni nj auan kenbali sebagai mana di maksud dal am Pasa
263 ayat (1) nmenunjuk hakim yang tidak neneriksa
perkara semul a yang di mi ntakan peni njauan kenbali itu
untuk rmeneriksa apakah perm ntaan peninjauan kenbal
tersebut nenenuhi al asan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 263 ayat (2).3

2Bagi r Manan, “Sidang Pembacaan Putusan PK Kenungki nan Dil akukan
Ter buka, ” <http://ww. Hukunonl i ne. conp, di akses pada tanggal 27
Pebruari 2008 pukul. 23.30 WB.

% ndonesia A, p. Cit., ps. 264.

% pid., ps. 265.
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Sebel um neneruskan perm ntaan peninjauan kenbali ke
Mahkamah Agung, Pasal 265 ayat (1) tersebut nenugaskan
kepada Pengadilan Negeri untuk nenbuka persidangan yang
"meneri ksa” al asan yang nenjadi dasar perm ntaan peninjauan
kenbali itu, dan ”hakim hanya berwenang nenilai secara
formal belaka dan tidak berwenang nenilai alasan yang
di aj ukan  dari segi materil”.32  Cemar Seno  Adji
mengenukakan, bahwa  pernohonan herziening (peninjauan
Kenmbal i ) tidak ada kemungki nan untuk nengadakan verwi j zi ng
kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, karena
Mahkamah  Agung itu justru _harus nengadili sendi ri
(rechtdoen ten principale) perkara yang bersangkutan, hal
mana Mahkamah Agung disini berfungsi sebagai peradilan
dal am tingkat pertama dan terakhir.3® Hal ini berarti,
dal am sidang peninjauan kenbali, di sanping neneriksa
dokunmen atau berkas perkara, Mahkamah Agung juga harus
meneri ksa saksi, terdakwa dan pi hak-pihak yang berperkara
| ai nnya.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 265 KUHAP dan

menghubungkannya dengan pendapat OCemar Seno Adji, nmaka

32M Yahya Harahap, Op. cit., hal. 626.

3H. Cemar Seno Adji, Op. cit. hal. 38.
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dapat disinmpul kan bahwa apa yang telah dilakukan ol eh
Mahkarmah Agung dal am peneri ksaan Novum berupa saksi perkara
pi dana peninjauan kenbali atas nama terpi dana POLLYCARPUS
tersebut, tidak sejalan dengan KUHAP. Pada praktiknya
Mahkamah Agung selaku Judex Jurist tidak neneriksa para
pi hak, baik itu saksi, terdakwa ataupun pihak-pihak yang
ber per kar a | ai nnya. Hal I ni menmuncul kan ber baga

per masal ahan, antara |ain: Si apakah  yang  berwenang
nmel akukan peneri ksaan terhadap novum berupa keterangan
saksi, ahli, atau pihak-pihak vyang berperkara | ainnya,

Bagai manakah dengan kebenaran materiil dari keadaan baru
(novum) berupa keterangan saksi, keterangan ahli atau
ket erangan dari pi hak-pi hak ~yang berperkara |ainnya?
Bagai manakah kekuatan alat bukti novum berupa keterangan
saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak-pihak yang
ber perkara |ai nnya, yang bersunber dari penyidi kan perkara
| ai n? Permasal ahan ini muncul di sebabkan karena bai k KUHAP

maupun  peraturan perundang-undangan yang ada, ti dak
mengatur secara tegas tentang hukum acara peneriksaan
si dang peninjauan kenbali, khususnya nengenai peneriksaan
saksi, ahli, atau pihak-pi hak yang berperkara | ai nnya dal am

si dang peni nj auan kenbal i .
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Dengan berbagai pernasal ahan yang ada, tentu saja
semaki n menunj ukkan bahwa penelitian yang konprehensif dan
mendal am tentang peneri ksaan peni njauan kenbal i dan
hubungannya dengan alat bukti keterangan saksi sebaga
novum nenjadi sangat penting dan relevan untuk diangkat.
Dal am hal ini penulis akan nelakukan penelitian dengan
studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007
Dal am Perkara Pernohonan Peninjauan Kenbali atas nama
terpi dana Pollycarpus Budi hari Priyanto. Penulis nenmlih
meneliti kasus ini, selain karena sangat penting dan
rel evan untuk diangkat sebagainmana yang penulis telah
kemukakan diatas, juga disebabkan kasus ini menari k
perhatian publik atau masyarakat |uas, karena korban adal ah
alm Minir salah seorang aktifis hak asasi manusia (HAM
yang cukup terkenal. Disanping itu, penelitian dengan tenma
peneri ksaan  perm ntaan  peninjauan kenbal i, khususnya
mengenai peneri ksaan saksi sebagai novum sulit ditenukan
atau belum ada, sehingga penulis berharap penelitian ini

akan | ebi h bermanfaat karena nmemli ki nilai kebaruan.

B. PERMASALAHAN
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Berdasarkan |atar belakang yang telah dikenukakan
di atas, nmka penulis merumuskan beberapa pernmasal ahan yang
akan nenj adi fokus penbahasan dal am penelitian ini, yaitu:
1. Bagai manakah kedudukan saksi sebagai al at bukti yang sah
menur ut KUHAP?
2. Bagai manakah kekuatan penbuktian novum berupa ket erangan
saksi nmenurut KUHAP?
3. Bagai manakah penmeri ksan dan kekuat an penbukti an
ket er angan saksi berupa novum dal am perkara pidana atas

nama terpi dana Pol | ycarpus Budi hari Priyanto?

C. TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara unmum bertujuan untuk nengetahui
peneri ksaan saksi yang secara konprehensif dan aktual, yang
nmerupakan salah satu alat bukti yang nenmegang peranan
penting dalam peneri ksaan perkara pidana. Kenudi an,
penelitian ini akan dilakukan pada peneriksaan peninjauan
kenbal i dan hubungannya  dengan kekuat an penbukti an
ket erangan saksi berupa novum guna Kkeseragaman atau
si nkroni sasi, bai k dalamteori maupun dal am prakt ek.

2. Tujuan Khusus
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D sanping tujuan penelitian secara unmum tersebut,
secara khusus yang ingin dicapai penelitian ini adal ah:

1. Untuk nenget ahui secara | ebi h mendal am  nengenai
kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam peneriksaan
peni nj auan kenbal i menurut KUHAP.

2. Untuk nengetahui secara |ebih nendal am nengenai kekuat an
penbukti an novum berupa ket erangan saksi nenurut KUHAP

3. Untuk nengganbar kan praktek peneriksaan dan kekuatan
penbuktian keterangan saksi berupa novum khususnya
dal am perkara pidana perm ntaan peninjauan kenbali atas

nama terpidana Pol | ycar pus Budi hari Priyanto.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL
"Kerangka konsep nerupakan pengganbaran hubungan

antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.”3*

Konsep
khusus yang akan diteliti dan nenjadi variable utama dal am
penelitian ini adalah konsepsi peneriksaan dan kekuatan
penbukti an ket erangan saksi berupa novum dal am hubungannya

dengan perm ntaan peninjauan kenbali. Pengujian konsepsi

hukum t er sebut, akan nenberi pemahanan tentang i nterpretasi

345ri  Manudji, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas |ndonesia, 2005),
hal . 18.
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peneri ksaan dan kekuatan penbukti an keterangan saksi berupa
novum dal am si dang peni njauan kenbali. Menurut Sri Manudji,
definisi dirunuskan dari yang sederhana (konkrit) sanpai
dengan kat a- kata yang nenggunakan peril aku atau gejal a yang
dapat diamati. Untuk mnenmbuat suatu definisi operasiona
tentang suatu konsep dapat di gunakan peraturan perundang-
undangan, pendapat ahli, kanmus, ensiklopedi, dan buku
pegangan. >°> Beberapa defeni si oper asi onal yang akan
di gunakan dal am penelitian ini, adal ah:
1. Peninjauan Kembali atau Herziening

Her zi ening adal ah aspek hukum pidana dari |enbaga
peni nj auan kenbali, yang sifatnya nerupakan upaya hukum
| uar biasa, disanping upaya hukum biasa | ainnya seperti
verzet, banding dan kasasi.>* Menurut Kamus Hukum ol eh
J.C. T Sinorangkir, herziening adalah peninjauan kenbali
terhadap putusan pengadilan yang tel ah nenpunyai kekuatan
hukum tetap.®” Berarti, herziening adal ah suatu upaya hukum

| uar biasa berupa pernohonan peninjauan kenbali terhadap

%I pid., hal. 19.
%4, Cemar Seno Adji, Op. cit. hal. 50.

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta:
Penerbit Dj anbatan, 1989), hal. 143.
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putusan pengadilan yang telah nenperoleh kekuatan hukum
tetap, atau suatu tahap proses yang telah nel anpaui upaya
hukum bi asa.
2. Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa herziening atau peninjauan kenbali ti dak
menpunyai naksud unt uk nerugi kan terpidana, nel ai nkan hanya
mengunt ungkan ter pi dana. Karenanya, peninjauan kenbal i
hanya bol eh di aj ukan ol eh terpidana, dan/ atau tidak dapat

di aj ukan ol eh penuntut umum * Hal ini selaras dengan Pasa

1 angka 12 KUHAP, bahwa ”...hak terpidana untuk nengaj ukan
per rohonan peni njauan kenbali...”, dan dipertegas |agi oleh
Pasal 263 ayat (1) bahwa ”"...terpidana atau ahli warisnya

dapat  nmengaj ukan permintaan  peninjauan kenbali...”. 3

Ber dasarkan ketentuan KUHAP tersebut Jaksa Penuntut Unmum
tidak berhak nengajukan perm ntaan peninjauan kenbali,
karena upaya hukum peninjauan kenbali bertujuan untuk
nmel i ndungi t er pi dana. Sedangkan unt uk mel i ndung

kepenti ngan unmum undang-undang telah nenberi kesenpatan
kepada Jaksa Agung yakni pada upaya kasasi dem kepentingan

hukum yang nerupakan nerupakan sisi lain dari upaya hukum

%84, Cemar Seno Adji, Op. cit. hal. 51.

| ndonesia A, Loc. cit., ps. 1 angka 12 jo. ps. 263 ay. (1)

22

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



| uar biasa peninjauan kenbali. O eh karenanya, sis
kepenti ngan terpidana dan kepentingan unum tel ah di penuhi
ol eh undang-undang secara beri nbang.

Luhut M P. Pangari buan nenegaskan, bahwa upaya hukum
kasasi dem kepentingan hukum di beri kan KUHAP kepada Jaksa
Agung, senentara peninjauan kenbali adal ah hak terdakwa
atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan
konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan
secara terbalik, m sal nya penunt ut umum  mengaj ukan
peni nj auan kenbal i . *° Pasal 263 ayat (3) KUHAP ber bunyi :

At as dasar yang sanma sebagai mana tersebut pada ayat

(2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah

menperol eh  kekuatan hukum tetap dapat di aj ukan

perm ntaan Peninjauan kenbali apabila dalam putusan

Itu suatu perbuatan yang di dakwakan tel ah dinyatakan

terbukti akan tetapi tidak diikuti ol eh suatu

pem danaan. **
Meski pun ketentuan Pasal 263 ayat (3) tersebut ”seolah-
ol ah” menberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk dapat

nmengaj ukan peni njauan kenbali, karena sudah barang tentu

terpi dana yang tidak dijatuhi pem danaan tidak akan gegabah

“OLyhut M P. Pangaribuan, Surat-surat Resm di Pengadilan O eh
Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Menori Banding, Kasasi,
Peni nj auan, Kenbali, Loc. Cit., hal. 86.

‘I ndonesia A, p. cit., ps. 263 ayat (3).
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mem nta peninjauan kenbali. Namun, hal dem kian dapat
di bant ah dengan pendapat Andi Hanzah dan Irfan Dahl an, yang
menyat akan bahwa adapun maksud penbuat undang-undang
menbuat ayat (3) Pasal 263 tersebut, tidak lain juga
mer upakan hak terpi dana yang dapat di gunakan “hanya” untuk
mer ehabi litasi nama terpidana itu sendiri.* D sanping itu
runusan seperti ketentuan "ayat (3)” Pasal 263 itu nestinya
adal ah untuk upaya hukum Kasasi Dem Kepentingan Hukum
bukan untuk peninjauan kenbali.* Dengan denikian, maka
dapat di si mpul kan bahwa penohon peninjauan kenbali adal ah
“hanya” terpidana atau ahli warisnya.
3. Keadaan baru (Novum)
Menurut Cermar Seno Adji, Novum adal ah:
Apabi | a terdapat suatu keadaan, sehingga neninbul kan
per sangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu
di ket ahui pada waktu sidang masi h berl angsung, putusan
yang akan dijatuhkan akan nmengandung penbebasan
terpi dana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum
atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak
dapat di pi dana, pernyataan tidak diterimnya tuntutan

j aksa untuk nenyerahkan perkara ke sidang Pengadil an
atau penetrapan ketentuan pi dana yang | ebih ringan.*

42| bi d.

“Luhut M P. Pangaribuan, “Mteri Binbingan Skripsi dalam Kritik
Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHAP", Loc. Cit.

4H, Cemar Seno Adji, Loc. cit. hal. 51.
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Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP nenyat akan bahwa:
Apabi l a terdapat keadaan baru yang neni nbul kan dugaan
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada
waktu sidang masi h berlangsung, hasilnya akan berupa
put usan bebas atau putusan |epas dari segala tuntutan
hukum at au tuntutan penuntut unum tidak dapat diterina
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana
yang | ebi h ringan. *°

Ber dasar kan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dan

pendapat Qenmar Seno Adji tersebut, maka dapat disinpul kan

bahwa Novum adal ah ”al asan/ peristiwa yang baru di kenukakan

kemudi an at au baru nuncul kenudi an. " %®

E. METODE PENELITIAN

Met ode diartikan sebagai “jalan  nenuju”, namun
dem ki an nenurut kebi asaan netode diarti kan sebagai suatu
tipe pemkiran yang dipergunakan dalam penelitian dan
peni | aian. Suatu teknik yang umum bagi il nu pengetahuan
serta cara tertentu untuk nelaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum nerupakan suatu kegiatan ilmah yang

I ndonesia A, p. cit., ps. 263 ayat (2).
4] zaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, Qp. Cit., hal. 65.

4’Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet. 3,
(Jakarta: U -Press, 1986), hal.5.
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di dasar kan pada met ode, sistemati ka  dan pem Ki ran

tertentu, %8

yang bertujuan untuk nenpelajari satu hal atau
beber apa gej al a hukum tertentu dengan j al an
menganal i sisnya. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian
I ni dapat di gol ongkan kepada penelitian normati f
deskriptif-analitis, yang mana dal am penelitian ini penulis
akan nemaparkan hukum acara pidana tentang peneriksaan
novum sebagai saksi dalam sidang peninjauan kenbal i
Penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap pemaparan
secara deskriptif, nanmun juga dilanjutkan dengan tahap
interpretasi dan analisis data yang dihasil kan penelitian.
Dal am penelitian ini, penulis akan mengunpul kan bahan
pustaka yang nerupakan data dasar berupa data sekunder,
yaitu data yang tel ah dal am keadaan siap pakai, bentuk dan
isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh
tanpa terikat waktu dan tenpat,? yang diperoleh dari

bahan- bahan kepust akaan ber upa per undang- undangan,

peraturan dan putusan Mahkamah Agung, buku, majalah dan

“®| bid., hal. 43.

“°Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Nornmatif
Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1-9, (Jakarta: Penerbit PT Raja G afindo
Persada, 2006), hal. 37.
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artikel yang relevan.®

Apabi l a diperlukan, penulis juga
akan mel akukan wawancara dengan nar asumnber at au
informan.® Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk
penelitian normatif taraf sinkronisasi peraturan perundang-

undangan secara horizontal, vyaitu analisa perundang-

undangan yang sederaj at dan nengatur hal yang sama. °2

F. SITIMATIKA PENULISAN

Secara sistematis, penulisan skripsi ini akan dibagi
menjadi 5 (linma) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa
sub bab yang lebih kecil. Bab |, yakni Pendahuluan, akan
mengur ai kan secara garis besar nengenai |atar bel akang dan
permasal ahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan
penelitian, kerangka konseptual, netode penelitian, serta
sistemati ka  penul i san. Bab I nmengenai Al at Bukt i
Ket erangan Saksi, Kekuatan Penbuktian dan Peneriksaan

Saksi, yang berisi tinjauan secara umum tentang al at bukti

I pbid hal., 13.

Slpada penelitian kepustakaan, alat pengunpul data yang di gunakan
adal ah studi dokumen, namun dem ki an jika data sekunder yang di dapat kan
dari studi dokunmen dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan
wawancar a kepada narasunber atau informan untuk menanbah infornasi atas
penelitiannya. Sri Mamudji, dkk., Op. cit., hal. 22.

21 bid., hal. 10.
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yang diatur dalam KUHAP, khususnya alat bukti keterangan
saksi yang nencakup pengertian saksi dan keterangan saksi,
syarat sahnya keterangan saksi, pengecualian saksi, nacam
macam saksi, kekuatan penbuktian keterangan saksi, dan cara
meni |l ai kebenaran keterangan saksi, yang terutama akan
menberi kan titik tekan pada peneriksaan saksi di sidang
pengadi | an.

Bab 111 adalah Peneriksaan Perm ntaan Peninjauan
Kenmbal i . Penulis akan nenguraian secara umum tentang upaya

hukum vyang diatur dalam KUHAP, khususnya upaya hukum

peni njauan kenbali yang neliputi pengertian peninjauan
kenmbal i, hak mnmengajukan perm ntaan peninjauan kenbali,
al asan peninjauan kenbali, dan tata cara pern ntaan
peni njauan kenbali, serta akan neniti kberatkan pada nasal ah
peneri ksaan peni nj auan kembal i , bai k dal am si dang
peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali di Pengadil an
Negeri , maupun  di Mahkamah  Agung. Bab |V tentang

Peneri ksaan dan Kekuatan Penbuktian Keterangan Saksi
Sebagai Novum Dal am Per kara Ter pi dana Pol | ycar pus Budi hari
Priyanto, akan menbahas posisi kasus dan nenganali sanya,

yang akan nengganbarkan bagai mrana Mhkamah Agung dal am
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meneri ksa saksi sebagai novum atau keadaan baru di sidang

per m nt aan peni nj auan kenbal i .

Sebagai penutup adalah Bab V yang nenuat tentang

kesi npul an dan sar an-sar an.

BAB 11
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI,

KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMERIKSAAN SAKSI

A_. ALAT BUKTI DALAM KUHAP

Pada dasarnya, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nonor

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah nenentukan

secara limtatif macam nmacam al at bukti yang sah, yaitu:

a.

e.

Ket erangan saksi ;

Ket er angan ahl i ;

. Surat;

. Pet unj uk;

Ket er angan t er dakwa.

Al at bukti yang sah adalah alat yang menpunyai hubungan

dengan suatu tindak pidana, yang digunakan sebagai bahan
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penbukti an, guna neni mbul kan keyaki nan haki m at as kebenar an
adanya tindak pidana itu yang dil akukan ol eh terdakwa. >3
Selain alat bukti yang sudah ditentukan tersebut,
tidak di benarkan dipergunakan untuk nenbuktikan kesal ahan
terdakwa. Peradilan terikat dan terbatas hanya Dboleh
menper gunakan jenis al at bukt i itu saja, sedangkan
penbukti an dengan alat bukti di luar jenis itu tidak
menpunyai nilai serta tidak nenpunyai kekuatan penbuktian

yang nengi kat . >*

Apabila di kaitkan dengan prinsip m nimum

penmbukti an, naka untuk nenbukti kan kesal ahan terdakwa harus

di dasarkan pada sekurang- kurangnya dua al at bukti yang sah

diantara 5 (linma) alat bukti yang sah tersebut, yakni

a. sekurang- kurangnya seorang saksi ditanbah dengan satu
al at bukti keterangan ahli, surat, atau petunjuk;

b. dua al at bukti berupa keterangan dari dua orang saksi;

c. penggabungan dua alat bukti berupa keterangan seorang

saksi ditanbah dengan ket erangan terdakwa, dan

R Atang Ranoni harjo Dal am Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,
Darwan Prints, Op. Ct., hal. 107.

*M Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 285.
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d. dengan syarat kedua al at bukti itu harus bersesuai an dan
sal i ng menguat kan, serta tidak saling bertentangan. >®
Urut -urutan penyebutan al at bukti dal am KUHAP tersebut

6 karena

ti dakl ah di dasarkan atas kekuatan penbuktiannya, ®
hukum acar a pi dana adal ah bertujuan untuk nmencari kebenaran
materiil, bukan kebenaran form|. O eh karena penelitian
I ni secara khusus nengenai peneri ksaan saksi sebagai novum
dal am sidang peninjauan kenbali, nmaka penelitian ini

di batasi hanya akan nenbahas tentang al at bukti keterangan

saksi dan hal -hal terkait |ainnya.

B. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
1. Pengertian Saksi Dan Keterangan Saksi

Unt uk dapat nenjadi saksi di haruskan nenget ahui secara
| angsung suatu peristiwa pidana yang telah terjadi
M sal nya: |angsung nenjadi korban tindak pidana, dengan
mata kepala sendiri menyaksi kan terjadinya peristiwa
pi dana, dan nendengar secara |angsung sesaat terjadinya

peristiwa pidana itu, seperti jeritan mnta tolong atau

*Ranel an, Op. Cit., hal. 77.

®Flora Dianti, “Tinjauan VYuridis Praktis Kekuatan Pembuktian
Ket erangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana,” (Tesis Universitas
I ndonesi a, Jakarta, 2004), hal. 41.
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jeritan ketakutan, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan Pasal
1 butir 26 dan Pasal 1 butir 27 KUHAP sebagai berikut:
Pasal 1 butir 26 KUHAP, “saksi” adal ah:
or ang yang dapat menberi kan ket er angan guna
kepenti ngan penyi di kan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alam sendiri.”>’
Sel anjutnya, nmenurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang di maksud
dengan ” ket erangan saksi” adal ah:
Ket erangan saksi adal ah suatu al at bukti dal am perkara
pi dana yang berupa keterangan dari saksi nengena
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alam sendiri dengan nenyebut
al asan dari penget ahuannya itu. 8
2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi
Saksi Wajib Mengucapkan Sumpah
Saksi terlebih dahulu harus nengucapkan sunpah atau
janji, sebelum ia nmenberi kan keterangannya, yang mnenyat akan
bahwa i1a ~akan nenberi ket erangan yang sejujurnya,
sebagai mana di atur Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Sebel um nenberi keterangan, saksi wajib nengucapkan
sunpah atau janji nenurut cara agamanya nmasi ng- masi ng,

| ndonesia A, Qp. cit., ps. 1 angka 26.

| pid., ps. 1 angka 27.

32

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



bahwa ia akan nenberi keterangan yang sebenarnya dan
tidak |ain dari pada yang sebenarnya. °°
Nanun, sepanjang pengadilan nenganggap perlu, Pasal 160
ayat (4) KUHAP juga nenbuka kermungki nan dalam hal saksi
mengucapkan sunpah setelah ia nenberikan keterangannya.
Sel anj ut nya, penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, berbunyi:
Ket erangan saksi atau ahli yang tidak disunpah atau
nengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai al at
bukti yang sah, tetapi hanyal ah nerupakan keterangan
yang dapat nenguat kan keyaki nan haki m ©°
Hal ini berarti, Kketerangan saksi yang tidak disunpah,
bukanl ah nerupakan alat bukti keterangan saksi yang sah
menurut undang-undang, bahkan juga tidak nerupakan al at
bukti petunjuk, karena hanya dapat nenperkuat keyakinan
haki m  sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain
mer upakan dasar atau sunber keyaki nan haki m Meski pun agak
| ai n, penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut selaras dengan
Pasal 185 ayat (7)KUHAP, °* yang ber bunyi :

Ket erangan dari saksi yang tidak disunpah nmeskipun
sesuai satu dengan yang lain, tidak nerupakan al at

I pbid., ps. 160 ayat (3).
I pid. ps. 161 Ayat (2).

S1Andi Hanzah, Op. Cit., hal. 259-260.
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bukti, nanmun apabila keterangan itu sesuai dengan

ket erangan dari saksi yang di sunpah dapat di pergunakan

sebagai tanbahan al at bukti sah | ainnya. ®?

Apabila saksi tanpa alasan yang sah nenolak untuk
ber sunpah atau berjanji sebagai mrana perintah Pasal 160 ayat
(3) dan ayat (4) tersebut, maka berdasarkan Pasal 161,
dengan penetapan haki m ketua sidang saksi tersebut dapat
di kenakan sandera di rumah tahanan negara paling lam 14
hari. Dengan dem ki an, pengucapan sunmpah atau janji ol eh
saksi nerupakan syarat form | yang nutlak untuk dil akukan.

Saksi Harus Telah Dewasa atau Sudah Menikah

Unt uk dapat nenjadi saksi, seseorang harus telah
dewasa, sebagai mana diatur dalam Pasal 171 KUHAP, vyaitu
berusia minimal |imabelas tahun atau sudah kaw n. %
Di sanping itu penjelasan Pasal 171 itu nenegaskan, bahwa
anak yang belum berunur |imabelas tahun, orang yang sakit
I ngatan, sakit jiwa, sakit gila neskipun hanya kadang-
kadang saja, yang dalam penyakit jiwa disebut psikopat,
senuanya itu tidak dapat dipertanggungj awabkan secara

senpur na dal am hukum pi dana. Orang-orang seperti itu tidak

®2 ndonesia A, Loc. Cit., ps. 185 ayat (7).

& pid. ps. 171.
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dapat dianbil sunpah atau janji dal am nmenber kan ket erangan,
sehi ngga ket erangannya hanya di pakai sebagai petunj uk. ®
Keterangan Saksi yang Bernilai Sebagai Alat Bukti
Pasal 1 butir 27 KUHAP nenyat akan bahwa, ”keterangan
yang diberikan oleh saksi nerupakan suatu hal vyang ia
dengar, ia lihat dan ia alam sendiri dengan nenberikan

al asan dari pengetahuannya tersebut.” Jika dikaitkan dengan

Pasal 185 jo. penjel asan, nmaka dapat disi npul kan, bahwa:

a. Keterangan di | uar pendengar an, pengl i hat an, at au
pengal aman sendiri tentang suatu peristiwa pidana, tidak
dapat dijadi kan dan dinilai sebagai alat bukti, dan
ti dak nenpunyai kekuatan nilai penbukti an.

b. Keterangan yang di perol ehnya bersunber dari atau hasil
pendengaran dari orang lain testinonium de auditu, tidak
menpunyai nilai sebagai alat bukti, dan tidak nemliki
kekuat an penbuktian untuk nenbukti kan kesal ahan yang
di dakwakan kepada terdakwa, karena bertentangan dengan
syarat yang diatur dalampasal 1 butir 27 KUHAP

c. Pasal 185 ayat (5) KUHAP nenentukan, “baik pendapat

maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil pem kiran saja,

% bi d.
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bukan nerupakan keterangan saksi”. Berarti, keterangan
saksi yang bersifat pendapat atau hasil pem kiran saksi,
harus di kesanpi ngkan dari kesal ahan terdakwa, dan tidak
dapat dinilai sebagai alat bukti.®
Menurut Ranel an, kesinpul an atau rekaan yang di maksud
Pasal 185 ayat (5), tidak termasuk kesinpul an atau pendapat
yang dianmbil dari keadaan yang dilihat saksi. Pada unumya
sulit dihindarkan adanya keterangan saksi yang nenbuat
kesi mpul an  dari fakta yang dilihatnya, atau sulit
memasti kan  apakah keterangan  saksi itu fakta atau
kesi mpul an saksi sendiri. M sal nya:
Saya nelihat terdakwa nenegang pistol itu kearah A
yang berdiri di hadapannya. Bahwa ia nengarahkan pi stol
tersebut tepat terhadap A tentu tidak dapat saya
pasti kan, tetapi kenyataannya A tel ah kena tenbak. °°
Karena seorang saksi jarang yang nelihat secara utuh suatu
peristiwa pidana, nmaka sekurang-kurangnya harus nelihat
dengan nmata kepal a sendiri sebagian dari rentetan peristiwa
pidana itu. la alam sendiri, berarti saksi nerupakan

korban peristiwa pidana itu. Baik pendengaran, penglihatan,

M Yahya Harahap, OQp. Cit., hal. 287.

®Ramel an, Op. Cit., hal. 79.
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atau pengal aman sendiri, harus di dukung al asan penget ahuan
yang berhubungan secara | ogis dan/ atau masuk akal . ®
Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas nenyatakan,
bahwa keterangan saksi berupa keterangan tentang sesuatu
yang didengar, dilihat, atau dialam sendiri oleh saksi
terhadap suatu peristiwa pidana, akan dapat bernil ai
sebagai al at bukti jika keterangan tersebut dinyatakan ol eh
saksi dal am si dang pengadi | an. D hubungkan dengan ket ent uan
Pasal 160 ayat (3), nmka keterangan saksi yang di naksud
adal ah ket erangan saksi yang di berikan di sidang pengadil an
setel ah di sunpah at au di bawah sunpabh. Sebal i knya,
"keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan
(outside the court) bukan alat bukti, dan tidak dapat
di per gunakan unt uk nembukti kan kesal ahan terdakwa. ” %8
Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup
KUHAP nmenganut prinsip batas m ni mum penbuktian, yaitu

agar dianggap cukup untuk nenbukti kan kesal ahan seorang

M Yahya Harahap, Penbahasan Pernasal ahan Dan Penerapan KUHAP:
Penyi di kan dan Penuntutan, Ed. 2 Cet. 5, (Jakarta: Sinar G afika,
2003), hal. 145.

®M  Yahya Harahap, Peneriksaan Sidang Pengadilan, Banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kenmbali, Op. Gt., hal. 288.
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t erdakwa, maka harus di penuhi paling sedikit atau sekurang-
kurangnya dua al at bukti yang sah menurut undang-undang, °°
yang secara limtatif telah ditentukan Pasal 184 ayat (1).
Artinya, keterangan seorang saksi saja baru bernila
sebagai satu alat bukti, maka harus ditanbah atau di cukupi
dengan al at bukti | ai nnya. Pasal 183 KUHAP ber bunyi :

"Haki m tidak bol eh nenjatuhkan pidana kepada seorang

kecual i dengan sekurang-kurangnya dua al at bukti yang

sah, ia nmenperol eh keyaki nan bahwa suatu tindak pidana

benar - benar terj adi dan bahwa terdakwal ah yang

ber sal ah nel akukannya. ” °

Pasal 185 ayat (2) nenegaskan bahwa ”keterangan
seorang saksi saja tidak cukup untuk nmenbuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan
kepadanya.” Untuk dapat nenbuktikan kesal ahan terdakwa
pal ing sedi kit harus didukung oleh dua orang saksi, atau
jika saksi hanya terdiri dari seorang saja nmka harus
di cukupi atau ditanbah dengan salah satu alat bukti Iain,

seperti alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, atau

ket erangan terdakwa. Dalam hukum acara pidana dikena

%9 bi d.

I ndonesia A, Op. Cit., ps. 183.
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dengan adi gium unus testis nullus testis, yakni kesaksian
yang berdiri sendiri ol eh seorang saksi bukan al at bukti.’
Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri
Pasal 185 ayat (4) KUHAP, nenegaskan bahwa:
"Ket erangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-
sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat
di gunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
ket erangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang
lain sedem kian rupa, sehingga dapat nenbenarkan
adanya suatu kej adi an atau keadaan tertentu.” '
Hal ini berati, keterangan beberapa saksi yang nasing-
masing berdiri sendiri belum cukup untuk nenbuktikan
kesal ahan terdakwa, jika keterangan beberapa saksi tersebut
tidak nmenpunyai nilai sebagai alat bukti. Yahya Harahap
menegaskan, mneskipun saksi yang didengar keterangannya di
si dang pengadilan secara kuantitatif telah nmelanpaui batas
m ni rum penbuktian, belum tentu keterangan nereka secara
kualitatif nmemadai untuk nmenbuktikan kesal ahan terdakwa.
Sebal i knya keterangan beberapa orang saksi yang dapat

di ni | ai sebagai al at bukt i dan  nenpunyai kekuat an

penbukti an adal ah apabila keterangan nereka nenpunyai

""Ranel an, Qp. Cit., hal. 78.

2 ndonesia A, Loc. CGit., ps. 185 ayat (4).
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hubungan dan tidak saling bertentangan satu sama |ain,
sehi ngga sal i ng nmenguat kan kebenaran suatu kej adi an. 3
3. Pengecualian Saksi

Pada dasarnya, setiap orang yang nelihat, nendengar
atau nmengal am sendiri suatu peristiwa yang bersangkut - paut
dengan tindak pidana dapat nenjadi saksi, dan "secara umum
undang- undang nmenganut prinsip, nenjadi saksi dal am perkara
pi dana mer upakan kewajiban hukum bagi setiap orang.”’* Hal

i ni di nyatakan penj el asan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yakni
e menjadi saksi adal ah kewaj i ban hukum setiap orang;

e orang yang nenolak nenberi keterangan sebagai saksi,
di anggap nenol ak kewaj i ban hukum dan dapat di kenakan
pi dana ber dasar kan ket ent uan hukum yang ber| aku.

Nanun, agar dalam persidangan bisa didapatkan keterangan

saksi yang sejauh mungkin objektif dalamarti tidak mem hak

atau nerugi kan terdakwa, KUHAP nenentukan orang vyang

di kecual i kan nenj adi saksi, sebagai berikut:

a. Pengecualian relatif, orang atau nereka yang dapat

mengundur kan diri sebagai saksi.

M Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 289.

“lbid., hal. 190.
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b. Pengecualian absolut, orang atau nereka yang secara

mutl ak tidak dapat nenjadi saksi; "

Pengecualian Relatif Sebagail Saksi

Orang at au mereka  yang tidak dapat di dengar

ket erangannya dan dapat nengundurkan diri sebagai saksi,

kecual i

di t ent ukan | ai n ol eh undang- undang, yakni

a. Pasal 168 KUHAP, yaitu:

13

Kel uarga sedarah atau senenda dalam garis |urus ke
atas atau ke bawah sanpai derajat ketiga dari
terdakwa at au yang ber sama-sama sebagai terdakwa;

. Saudara dari dari terdakwa atau yang bersanma-sana

sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak,
j uga nmer eka  yang menpunyai hubungan kar ena
per kawi nan dan anak-anak saudara terdakwa sanpai
deraj at keti ga;

Suam atau istri terdakwa neskipun sudah bercera

atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.

b. Pasal 169 KUHAP, vyaitu:

1.

2.

Dal am hal nereka sebagai mana di maksud dal am pasal
168 KUHAP tersebut nenghendaki nya dan penuntut unum
dan terdakwa secara tegas nenyetujuinya dapat
menberi kan ket erangan di bawah sunpah

Tanpa persetujuan sebagai mana di maksud dal am ayat
(1), nereka diperbol ehkan nenberikan keterangan
di bawah sunpabh.

A, Karim Masal ah Hukum Penbuktian Dal am Proses Pidana: Jilid
2., (Jakarta: Djanbatan, 1982), hal. 24.
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Kel uarga adal ah nereka yang nenpunyai hubungan perkaw nan

6 Sudar sono

atau hubungan darah sanpai derajat tertentu.’
dal am Kamus Hukum nengenukakan, ”keluarga sedarah adal ah
sanak saudara yang ada hubungan keturunan satu sama lain,”

dan "keluarga senenda adalah pertalian keluarga karena

perkawi nan.”’” Keluarga tidak dapat di dengar sebagai saksi :

ti dak akan bi sa objektif;
e hubungan kekel uargaan nereka akan nenj adi tidak baik;
e akan nerasa tertekan keti ka nenberi kan keterangan;

e secara noral adalah kurang baik apabila nenerangkan

suat u perbuatan yang kurang bai k dari kel uarganya. '®

(@]

Pasal 170  KUHAP, gol ongan yang dapat mem nt a

di bebaskan dari kewaji ban nmenj adi saksi, yaitu:

a. Mereka yang karena jabatan, harkat martabat atau
j abat annya diwaj i bkan nenyi npan rahasia, dapat
mnta di bebaskan dari kewajiban untuk nenberi
ket erangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang
di percayakan pada nereka.

b. Haki m nenentukan sah atau tidaknya segal a al asan
untuk perm ntaan tersebut.

® ndonesia A, . Cit., ps. 1 185 butir 30.

"Sudar sono, Kanus Hukum Cet. Ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 217 & 218.

®Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Penbuktian Dal am Perkara
Pi dana, cet. |, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 27.
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Mer eka yang di kecual i kan Pasal 170 sebagai saksi adal ah:

e Mreka yang karena pekerjaannya atau harkat
mart abatnya atau |abatannya diwajibkan nenyinpan
rahasi a yang di percayakan kepadanya.

e Jika tidak ada ketentuan yang nengatur jabatan atau
pekerjaannya, maka haki m yang nenentukan sah atau
ti daknya al asan unt uk nendapat kan kebebasan itu.

e Orang yang nenyinpan rahasia jabatan, m salnya:
dokter, apoteker, notaris, pengacara, dsb.

e Orang yang karena harkat martabatnya, m salnya
past or dan penuka agana | ai nnya.

e Orang yang karena |abatannya, m sal nya bankir
t erhadap keuangan nasabahnya, dan sebagai nya. ®
Pengecualian Absolut Sebagail Saksi
Pengecual i an absol ut sebagai saksi, yaitu orang yang
secara nutlak tidak dapat didengar Kketerangannya sebagai
saksi, karena wunmurnya masih nuda atau sakit ingatan
Sebai knya janganlah nengajukan saksi orang yang sakit
ingatan atau sakit jiwa, karena perbuatannya tidak dapat
di pert anggungj awabkan, dan sangat berbahaya untuk di periksa
sebagai saksi.® Menurut Pasal 171 KUHAP, vyang boleh
di peri ksa untuk nenberi keterangan tanpa sunpah i al ah:
a. Anak yang umurnya belum cukup |imabelas tahun dan
bel um per nah kaw n;

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa neskipun
kadang- kadang i ngat annya bai k kenbal i .

1 bi d.

81 bid., hal. 28.
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Mereka yang di maksud Pasal 171 itu adal ah orang yang tidak
dapat nenjadi saksi, atau boleh nenjadi saksi tetapi tanpa
di sunpah dan kesaksi annya hanya di pakai sebagai petunjuk
saja. Selanjutnya Pasal 1 butir 29, berbunyi: ”Keterangan
anak adal ah keterangan yang diberikan ol eh seorang anak
tentang hal yang diperlukan untuk nenbuat terang suatu
perkara pidana guna...”8 O eh karena itu, maka:

a. Kesaksian oleh orang yang sakit ingatan, sakit jiwa,
atau sakit gila meskipun kadang-kadang i ngatannya baik
kenmbal i, hanya dapat di gunakan sebagai petunjuk saj a;

b. Kesaksian oleh anak di bawah wunur dan belum pernah
meni kah, disanping dapat digunakan sebagai petunjuk
saj a, dapat untuk nmenbuat terang suatu perkara pidana.

4 . Macam-macam Saksi
Saksi A Charge dan Saksi A de Charge

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c¢ KUHAP, haki m ketua
sidang waji b nendengar keterangan saksi yang nenguntungkan
atau nenberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat

pel i npahan perkara, atau yang dimnta oleh terdakwa atau

8| ndonesia A, p. Cit., ps. 1 butir 29.
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penuntut umum sel ama sidang berl angsung/ sebelum putusan

di j at uhkan. 8 Saksi dapat di bedakan, 8 sebagai berikut:

a. Saksi a charge adal ah saksi yang dipilih dan diajukan
ol eh penuntut umum untuk nenguatkan dakwaannya, karena
kesaksi annya bersifat nenberatkan terdakwa.

b. Saksi a de charge adal ah saksi yang dim nta dan diaj ukan
ol eh terdakwa untuk nenguatkan penbel aannya, karena
kesaksi annya bersifat neringankan terdakwa.

Saksi a de charge, jika tercantum dal am peli npahan perkara,

maka pemanggi | annya dil akukan oleh penuntut umum Jika

di m ntakan ol eh terdakwa sel ana berl angsungnya sidang atau

bel um di j at uhkannya putusan, naka penanggil annya dil akukan

ol eh terdakwa atau penasehat hukummya.

Saksi Korban
Saksi ~korban adalah saksi yang juga nenjadi korban

peri stiwa pidana, 8

yang secara |angsung nengal am sendiri
atau nendapatkan penderitaan atau kerugian disebabkan
perbuatan tindak pidana itu. Pasal 160 ayat (1) huruf b

KUHAP  nenyat akan, bahwa yang pertama-tama  di dengar

8| pid., ps. 160 ayat (1) huruf c.
8parwan Prints, Op. cit., hal. 111.

8Flora Dianti, Qp. Gt., hal. 57.
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ket erangannya adal ah korban yang nenjadi saksi. Dalam
rangka nmnenberi kan penmahaman yang nendal am nengenai posis
kasus dari keterangan pi hak yang dirugi kan aki bat perbuat an
pi dana, maka KUHAP nenberi kan prioritas utama kepada korban
unt uk di dengar ket erangannya sebagai saksi.
Saksi Mahkota
Yuri sprudensi Bel anda, nenberi pengertian untuk saksi

mahkota dengan defenisi yuridis yang tegas, ®

yakni saksi
utama atau saksi yang sangat nenentukan. Saksi nahkota
di adakan agar ket er angan seor ang t er dakwa dapat
di pergunakan nenjadi alat bukti keterangan saksi yang sah
terhadap terdakwa |ainnya. Agar masing-masing keterangan
terdakwa dapat digunakan nenjadi alat bukti keterangan
saksi secara tinbal balik, maka berkas perkara displit atau
di pi sah nenjadi dua berkas. Pem sahan itu, nenbuat nasing-
masi ng terdakwa nenjadi terdakwa yang berdiri sendiri dal am
dua berkas terpisah, dan peneri ksaan terhadap perkaranyapun

di | akukan secara terpisah.® Terdapat saksi yang berasa

dari sesama terdakwa, hal mana untuk kasus seperti ini

8l bid., hal. 58.

8M Yahya Harahap, Op. Ct., hal. 292.
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suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku dan
t erdapat unsur penyertaan atau deel nem ng.

Pada prakteknya di |ndonesia, saksi rmahkota adal ah
saksi a charge, vyang keterangannya bersifat nenberatkan
terdakwa dan di aj ukan ol eh penuntut unmum untuk nenguatkan
dakwaan. 8 Padahal, Pasal 66 KUHAP secara tegas menyatakan
bahwa "t er sangka at au t er dakwa ti dak di bebani
pembuktian”.® Dalam hukum acara pidana ketentuan ini
di kenal dengan asas right of non selfincrimnation atau hak
untuk tidak di bebani kewaj i ban  penbuktian.®  Bahwa
tersangka atau terdakwa berhak untuk nenolak nenberikan
keterangan atas apa yang disangkakan atau di dakwakan
terhadap dirinya, atau keterangan tersangka atau terdakwa
tidak boleh digunakan untuk nmenghukum dirinya. Menurut
Pasal 168 ¢ KUHAP, orang-orang yang bersana-sam sebaga
terdakwa  adal ah mereka yang tidak dapat di dengar
ket erangannya dan dapat nengundurkan diri sebagai saksi.

Adi Andoj o nengkritik, penggunaan saksi mahkota sudah sal ah

®Flora Dianti, Qp. Git., hal. 59.
8| ndonesia A, Op. Cit., ps. 66.

8L yhut M P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana; Satu Konpilasi,
(Jakarta: DO anmbatan, 2000), hal. 1100.
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kaprah dan tidak boleh digunakan, karena nelanggar hak
asasi manusia. Hal nana, terdakwa tidak dapat nengunakan
hak nungkir, disebabkan terkait sunmpahnya ketika nenjadi
saksi . %
Saksi Berantai

Kesaksian berant ai adal ah beberapa orang saksi
menberi kan keterangan tentang suatu Kkejadian, yang satu
sama |ain saling berhubungan sedem kian rupa. Kesaksian
berantai yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP ini
pada dasarnya nengenai kekuatan “alat bukti kesaksian
berantai atau kettingbew js”, yaitu: keterangan saksi untuk
setiap perbuatan terdakwa, dikuatkan atau Dbersesuai an
dengan keterangan saksi-saksi lain untuk masing-masing
perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi perbuatan itu

sifatnya sama.’ Menurut M  Amin, kesaksian Dberanta

terdiri dari dua macam yaitu:
e Kesaksi an beberapa saksi dal am satu perbuatan, dan

e Kesaksi an beberapa saksi dal am beberapa perbuat an. 2

Saksi Testimonium de Auditu

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc. Git., hal. 52.
lRanel an, Op. Cit. hal. 78.

2Andi Hanzah, Qp. cit., hal. 266.
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Saksi Testinmonium de Auditu adalah saksi yang
menberi kan kesaksi an berupa keterangan yang ia perol eh dar
orang lain. Keterangan seperti itu di dalam hukum acara
pi dana  di sebut testinmonium de auditu atau hearsay
evi dence. ®* Penj el asan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
"dal am keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang
di peroleh dari orang lain atau testinonium de auditu.”
Artinya adalah kesaksian yang diperoleh dari orang lain
bukanl ah al at bukti yang sah. Yurisprudensi |ndonesia, ada
yang nmenerima dan ada pula yang nenolak kesaksian de
audi tu. Berdasarkan putusan hakim terhadap kesaksian de
audi tu nyatal ah bahwa tidak dapat dirunuskan secara jelas
apakah testinonium de auditu diterina atau tidak sebagai
al at bukti, tetapi tergantung kepada kenyataan kasus. *

R. Wrjono Prodjodikoro nengenukakan bahwa | arangan
terhadap haki m untuk nenakai keterangan saksi testinonium
de auditu sebagai alat bukti adal ah bai k, dan bahkan sudah
senestinya. Namun, jika ada saksi yang nenerangkan telah
terjadinya suatu keadaan dari orang lain, nmaka tidak dapat

di kesanpi ngkan begitu saja, karena nungkin berguna untuk

®1bid., hal. 260.

“I'bid., hal. 262-263.
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penyusunan rangkai an penbukti an t er hadap t er dakwa. %
Meski pun KUHAP tidak nengakui kesaksian de auditu sebaga
alat bukti, tetapi berharga atau nemliki nilai dalam
penbukti an, karena dapat nenberi petunjuk bagi haki m untuk
menperol eh al at bukti |ain. Contoh:
Saksi A nenberi kan kesaksian de auditu yang sesuai
dengan penget ahuannya nengenai suatu nmasalah yang
ber kai tan dengan tindak pidana yang di dakwakan kepada
terdakwa. Pengetahuan saksi A tersebut diperol ehnya
dari penberitahuan si B, tetapi si B tidak diperiksa
ol eh penyidi k sebagai saksi. Berdasarkan keterangan
saksi A, maka hakim nemanggil si B ke persidangan
untuk di dengar kesaksi annya sebagai saksi tanbahan. °°
C. KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
1. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi
Ket erangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus
saling berhubungan, sehingga nenbentuk suatu Kketerangan
yang menbenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu.
Ni | ai kekuatan penbuktian keterangan saksi berkaitan erat
dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri.

Ket erangan saksi yang mengandung kebenaran akan nenperol eh

kekuat an penbuktian yang dapat nenanbah keyaki nan hakim

R Wrjono Prodjodikoro, Qp. Gt., hal. 118.

%Hari Sasangka dan Lily Rosita, Qp. Cit., hal. 42.
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dal am nmenut uskan sal ah tidaknya terdakwa. Sehingga Pasal

185 ayat (6) nenuntut kewaspadaan haki m agar nenperhati kan:

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan

yang | ai n;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan al at
bukti [ ain;

c. alasan yang nungkin di pergunakan ol eh saksi untuk
nmenberi keterangan yang tertentu;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang
dapat nenpengaruhi keterangan itu untuk di percaya. ¥
2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi
Ni | ai kekuatan penbuktian keterangan saksi berkaitan
erat dengan syarat sah atau tidak sahnya keterangan saks
sebagai alat bukti, yang dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu:
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah
Dal am hal keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa
di angkat sunpah dapat terjadi, nungkin di sebabkan ol eh:
a. Karena Saksi Menol ak Untuk Mengangkat Sunpah
Meski pun penyanderaan dengan surat penetapan hakim
ketua atas penolakan saksi tanpa alasan yang sah telah

| anpau, dan ia tetap menolak mengangkat sunpah, ®® tet api

Pasal 161 ayat (2) KUHAP tetap mnmenberikan nilai kepada

| ndonesia A, p. Cit., ps. 185 ayat (6).

% pid., ps. 161.
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kekuat an penbuktian keterangan saksi tanpa sunpah, yaitu
"dapat nenguat kan keyaki nan haki nfi.
b. Ket erangan Tel ah Di beri kan Saksi Tanpa D angkat Sunpah
Ket erangan telah diberikan ol eh saksi tanpa diangkat
sunpah dapat terjadi seperti yang diatur Pasal 161 KUHAP,
saksi yang telah nenberikan keterangan dal am peneriksaan
penyi di kan yang tanpa diangkat sunpah, ternyata "tidak
dapat di hadi rkan” dalam peneriksaan sidang pengadil an.
Wal aupun KUHAP tidak nmenyebut secara tegas nilai penbuktian
yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang di bacakan
dal am si dang pengadil an, tetapi jika terjadi seperti itu,
maka keterangan saksi yang telah tertuang dalam berita
acara penyidi kan di bacakan dalam peneri ksaan sidang
pengadi | an. ® Pasal 185 ayat (7) berbunyi:
Keterangan dari saksi yang tidak disunpah neskipun
sesuai satu dengan yang lain, tidak nerupakan al at
bukti, ~nanun apabila keterangan itu sesuali dengan

ket erangan dari saksi yang di sunpah dapat di per gunakan
sebagai tanbahan al at bukti sah | ainnya. *®

®Ipid., Ps. 162 ayat (1).

1001 hi d., Ps. 185 ayat (7).
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Ket erangan saksi yang di bacakan tersebut, sifatnya
tetap tidak nerupakan alat bukti yang sah, akan tetap

nil ai kekuatan penbuktian tetap nel ekat padanya, yakni
e Dapat di pergunakan untuk ”nenguat kan” keyaki nan haki m

e Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai ”tanbahan
al at bukti” yang sah |ainnya, sepanjang keterangan saksi
yang telah dibacakan itu ”saling bersesuaian” dengan
dengan alat bukti yang sah |ainnya dan alat bukti yang
ada tel ah menenuhi batas nini num penbukti an. 1°

C. Karena Hubungan Kekel uargaan Saksi Dengan Ter dakwa

Menurut Pasal 168 ayat (2) KUHAP, seorang saksi yang
menpunyai pertalian atau hubungan kel uarga tertentu dengan
terdakwa tidak dapat nenberi keterangan dengan sunpah,
kecual i mereka nenghendakinya dan harus disetujui secara
tegas ol eh penuntut unum dan terdakwa. Seandai nya penunt ut
umum atau terdakwa tidak nenyetujui nmereka yang nenpunya
hubungan keluarga tersebut nenjadi saksi dengan sunpah,
maka Pasal 169 ayat (2) nenberi kemungki nan bagi nereka

unt uk di perbol ehkan nenberi kan keterangan “tanpa sunpah”.

10IM  Yahya Harahap, Qp. CGit., hal. 292.
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Bar dasarkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7),

nilai keterangan atau kesaksi an nereka adal ah:
e Tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
e Tetapi dapat di gunakan”menguat kan” keyaki nan haki m

e Atau dapat bernilai dan dipergunakan untuk nenguatkan
al at bukti sah | ai nnya. 102
d. Di Bawah Unur/ Bel um Kawi n & sakit Ingatan/ Sakit Jiwa
Anak yang unurnya bel um |'i mabel as tahun/ bel um pernah
kawi n, atau orang sakit ingatan/ sakit jiwa walau kadang-
kadang i ngatannya bai k kenbal i, bol eh diperi ksa dan nenber
ket eranagan "tanpa sunpah” di sidang pengadi | an. !° Wal aupun
nilai keterangan nereka dinilai bukan nerupakan al at bukti
yang sabh, t et api penj el asan Pasal 171 KUHAP telah
menent ukan nil ai  penbuktian yang nelekat pada keterangan
seperti itu, yaitu “dapat” digunakan sebagai ”petunjuk”.
Ber dasar kan beberapa faktor penyebab  saksi menber i
ket erangan tanpa sunpah, dengan bertitik tolak pada Pasal

185 ayat (7) tanpa nengurangi ketentuan yang diatur Pasal

161 ayat (2), Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171,

192 pi d.

103 ndonesia A, Loc. Cit., ps. 171.
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maka dapat disinpul kan sifat dan nilai kekuatan penbuktian

yang mel ekat pada keterangan tanpa sunpah itu, adal ah:

1) Wl aupun ket erangan saksi tanpa sunmpah itu saling
ber sesuai an dengan yang lain, tetapi sifatnya tetap
"bukan nerupakan al at bukti”.

2) Setiap keterangan tanpa sunpah, dengan sendirinya
"tidak nenpunyai nilai kekuatan penbuktian” karena
si fatnya saj apun bukan al at bukti yang sah.

3) Akan tetapi, "dapat” digunakan sebagai ”tanbahan”
untuk nmenyenpur nakan kekuatan penbuktian al at bukti
yang sah, atau ”nenguatkan keyakinan hakinf atau
di pakai ”sebagai petunjuk”, dengan syarat:

e Harus lebih dulu tel ah ada al at bukti yang sah;

e Menenuhi batas mninmum penbuktian, telah ada
sekur ang- kur angnya dua al at bukti yang sabh;

e Antara keterangan tanpa sunpah itu dengan al at
bukti yang sah, terdapat saling persesuai an. 1%

Wal aupun ket erangan saksi tanpa sunpah itu dengan al at

bukti yang sah terdapat saling persesuaian, tetapi sam

sekal i haki mtidak terikat untuk menpergunakannya, yakni

Haki m ”bebas” untuk nenpergunakannya, yaitu ”dapat”
menper gunakannya, atau dapat juga nenyanpi ngkannya.

Hakim "tidak terikat” atau tidak wajib untuk nenilainya,
dapat nenilai dan di gunakan sebagai tanbahan penbuktian

at au nenguat kan keyaki nannya atau sebagai petunj uk.

104M  Yahya Harahap, Qp. CGit., hal. 293.
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Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi di Bawah
Sumpah

Agar keterangan saksi bersifat sebagai alat bukti yang

sah, maka harus nenenuhi beberapa persyaratan yang telah

ditentukan. O eh karena telah disinggung pada sub bab

sebel umya, nmaka akan dij el askan secara singkat, yaitu:

a. Saksi harus nengucapkan sunpah/ janji akan nenerangkan

yang sebenarnya dan tidak |ain dari yang sebenarnya;

. Keterangan harus nengenai pristiwa pidana yang ia
dengar, lihat, atau alam sendiri dengan nenyebut secara
jelas al asan/ sunber pengetahuannya. Testinonium de
audi tu/ keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita
orang l|ain, tidak nenpunyai nilai keterangan sebaga
al at bukti. Juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh
dari  hasil pem kirannya tidak dapat dinilai sebaga
ket erangan yang bernilai sebagai al at bukti;

. Keterangan harus dinyatakan di sidang pengadilan, yang
di luar sidang tidak nenmpunyai nilai sebagai al at bukti;

. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
menbukti kan bahwa terdakwa bersalah, karena itu harus

menenuhi sekur ang- kurangnya dua al at bukti yang sah.
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Jika syarat itu terpenuhi, maka keterangan saksi mnemliKi
nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya nelekat
ni |l ai kekuatan penbuktian. Maka dapat ditari k kesinmpul an:

1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, tidak
menpunyai nil ai kekuat an penbuktian yang senpurna,
kar ena haki m nenpunyai kebebasan unt uk nenil ai nya.

2) Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
menpunyai ni | ai kekuatan penbuktian  bebas, dapat
di | unpuhkan terdakwa dengan al at bukti yang lain, baik
berupa saksi a de charge (saksi yang nmenguntungkan

t erdakwa) , maupun dengan ket erangan ahli atau alibi.

D. PEMERIKSAAN SAKSI

Peneri ksaan saksi Dbertujuan untuk nenermukan kebenaran
dengan cara nendengar keterangan saksi nengenai apa yang
di ketahui, dilihat, didengar, dan dialamnya sehubungan

peri stiwa pidana yang sedang diperiksa itu. Pasal 160 ayat

(1) huruf b berbunyi: "yang pertama di dengar keterangannya

adal ah korban yang menj adi saksi”. Suat u prinsip

mendahul ukan peneri ksaan saksi dari pada peneri ksaan
195] pi d.
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terdakwa. Sistem yang |ebih manusi awi bagi terdakwa, yakni
t erdakwa akan | ebi h nendapat ganbaran peristiwa dan tindak
pi dana yang di dakwakan
Dengan hadirnya terdakwa pada hari dan tanggal sidang,
di nmul ai dengan pemeri ksaan identitas terdakwa, dan
menper i ngat kan terdakwa untuk nenperhati kan segal a sesuatu
yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan. Disusu
penbacaan surat dakwaan oleh |aksa penuntut unum dan
apabi | a terdakwa atau penasi hat hukummya tidak mengaj ukan
eksepsi, atau hal-hal yang nenyangkut proses eksepsi telah
di | ampaui , maka sel anj utnya adal ah peneri ksaan saksi . %
1. Pemanggilan Saksi Untuk Pemeriksaan Sidang Pengadilan
Menurut Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP,
pemanggi | an saksi di | akukan dengan cara sebagai berikut:
e Pemanggi |l an saksi dilakukan ol eh penuntut umum dengan
nmenyanpai kan surat panggil an, yang nenuat hari, tanggal,
j am si dang, dan untuk perkara apa saksi di panggil; dan
e Surat Panggilan tersebut harus sudah diterinma ol eh saksi

sel anbat - | anbat nya tiga hari sebel um si dang di mul ai ; 17

1065pekat ri Darmabrata dan Poerbatin D.F., Kisi-Kisi Praktek Hukum
Pi dana, Cet. Ketiga, (Jakarta: CV. Gtana Jaya, 2004) hal. 12-15.

07 ndonesia A, Op. Git., ps. 146 ayat (2).
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e Surat panggilan disanpai kan di tenpat tinggal saksi atau

di tenpat kedi aman saksi terakhir;

e Petugas yang nelaksanakan penmanggilan harus bertenu
sendiri, berbicara |angsung dengan saksi yang di panggil
dan nenbuat catatan bahwa panggilan tersebut telah
diterima ol eh saksi dengan nenbubuhkan tanggal serta

tanda tangan petugas dan saksi yang di panggil; dan

e Apabila saksi yang dipanggil tidak mau nenandat angani,

maka petugas harus nencatat al asannya,

e Apabila yang dipanggil tidak terdapat di salah satu
tenpat atau kediaman saksi, maka surat panggil an

di sanpai kan nel al ui kepal a desa atau pej abat;

e Jika yang dipanggil berada di luar negeri, surat
panggi |l an di sanpai kan nelalui perwakilan R ditenpat
saksi yang di panggil biasa berdiam apabila nmasih bel um
ber hasi | , sur at panggi |l an  tersebut di tenpel kan  di
pengunuman kant or pej abat yang mengel uar kan panggil an. 108

2. Saksi Menolak Untuk Menghadiri Sidang Pengadilan

Menj adi saksi adal ah kewajiban setiap orang dalam

bentuk ”ikut nenbela kepentingan ununi. Kewajiban ini

108 pi d. ps. 227.
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109

di bebankan ol eh undang-undang kepada setiap orang, sesuai

penj el asan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, sebagai beri kut:
o Menj adi saksi adal ah (nerupakan) ”kewaji ban hukunt?

o Menol ak nenj adi saksi, dapat dianggap sebagai penol akan
t erhadap kewaji ban hukum yang di bebankan kepadanya.
e Atas penol akan tersebut, dapat di kenakan pi dana
berdasar kan ket ent uan undang- undang yang ber| aku. !°
Pasal 159 ayat (2) KUHAP secara tegas berbunyi :
Dal am hal saksi tidak hadir, neskipun telah dipanggil
dengan sah dan hakim ketua sidang nenpunyai cukup
al asan untuk nenyangka bahwa saksi itu tidak akan mau
hadir, maka haki m ketua sidang dapat nenerintahkan
supaya saksi tersebut di hadapkan ke persidangan. **!
Dal am hal perintah nmenghadapkan ke pengadilan, untuk
t erdakwa kei ngkaran itu harus telah dilakukan "dua kali”
berturut-turut, berbeda dengan saksi keingkaran itu cukup

"satu kali” saja. Pada hakikatnya, perintah ”nmenghadapkan

saksi” dalam Pasal 159 ayat (2), bermakna sana dengan

M  Yahya Harahap, Qp. Cit., hal. 169.

109 i hat: Melyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 84.
Berdasarkan pasal 224 KUHP, apabila dalam perkara pidana seseorang
menol ak kewaj i bannya untuk menberikan keterangan sebagai saksi, naka
saksi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama senbilan
bul an. Indonesia, Op. Ct., penjelasan ps. 159 ayat (2).

1 pid., ps. 159.
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"menghadi r kan terdakwa dengan paksa” dalam Pasal 154 ayat
(6), tiada |ain adal ah "upaya paksa”. '
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan

Sebel um sidang nel akukan peneriksaan terhadap saksi
haki m ketua sidang terlebi h dahul u nenganbil suatu tindakan

sebagai mana di at ur dal am Pasal 159 KUHAP, yaitu:

e Ketua sidang neneliti apakah senmua saksi yang di panggi
telah hadir. Ketua sidang dapat nenanyakan kepada
penunt ut umum karena yang bertugas untuk nemanggil dan
nmenghadi r kan saksi adal ah penuntut unmum serta kehadiran

ner ekapun di | aporkan kepada penuntut unum

e Kenudi an ketua sidang nenerintahkan kepada penuntut unmum
unt uk nencegah para saksi berhubungan antara satu dengan
yang lain sebelum nenberikan keterangan di sidang.
Ketentuan ini bernmaksud agar para saksi tidak saling
menpengar uhi / menyesuai kan dal am nmenberi ket er angan. *3

Ji ka senpat terjadi saling saling nenpengaruhi, nmaka di duga

saksi dalam nenberi keterangannya tidak |l|agi "bersifat

bebas”, atau keterangannya tel ah bercanpur dengan pengaruh

orang lain. Para saksi ditenpatkan terpisah atau dal am satu

112M  Yahya Harahap, Op. Git., hal. 170.

1Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Gt., hal. 28.
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ruangan yang dijaga dan di awasi ol eh petugas.''* Adapun tata

cara peneri ksaan saksi di sidang pengadil an adal ah:

a. Saksi Dipanggil Seorang Demi Seorang dan Urutan Saksi
Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP berbunyi: ”saksi

di panggil kedalam ruang sidang seorang dem seorang...”

Ket entuan ini menganut asas peneriksaan saksi yang

di | akukan dengan "satu per satu” atau tidak sekaligus, yang
bertujuan agar keterangan yang diberikan tetap bersifat
bebas, dan tidak didengar saksi | ainnya yang dapat
menpengar uhi  saksi yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal

160 ayat (1) huruf a tersebut juga berbunyi: . .. menur ut
urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua
si dang setel ah nendengar pendapat penuntut unmum terdakwa,
at au penasehat hukun?. Terhadap saksi yang nenjadi korban'!®
tidak pi-dana, secara khusus di ut amakan urut an
peneri ksaannya, yaitu berada pada urutan pertana.
b. Pemeriksaan ldentitas Saksi

Sebel um sidang nendengarkan keterangan saksi, hakim

ketua sidang terlebih dahul u nmenanyakan identitas saksi dan

nmencocokkan dengan berita acara penyidi kan, yang neliputi:

114M  Yahya Harahap, Op. CGit., hal. 172.

15 ndonesia A, Op. Git., ps. 160 ayat (1) huruf b.
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= Nama |engkap, tenpat lahir, unur, tangal lahir, jenis
kel am n, kebangsaan, tenpat tinggal, dan pekerjaan, agar
saksi tidak keliru atau tertukar dengan orang | ain.
» Juga neneri ksa saksi terkait dengan hal - hal beri kut:
1) apakah saksi kenal dengan terdakwa sebel um nel akukan
ti ndak pidana yang di dakwakan kepadanya;
2) apakah saksi nenpunyai hubungan kel uarga sedarah atau
senmenda dan sanpai derajat ke berapa dengan terdakwa,
3) apakah saksi dengan terdakwa terjalin hubungan suami
istri sekalipun tel ah bercerai;
4) apakah saksi dan terdakwa terikat hubungan kerja. *®
Peneri ksaan identitas saksi dan hubungannya dengan
t erdakwa adal ah untuk kej el asan kedudukan saksi dal am suatu
perkara, ~yang nenjadi acuan perlu tidaknya saksi itu
di dengar dan nenentukan kualitas keterangan yang akan
di beri kannya. Apabila, ternyata tidak sesuai dengan berita
acara penyidi kan, saksi itu dapat dianggap palsu, ketua
sidang dapat nenolak untuk neneriksa dan nenerintahkan
kepada penuntut umum untuk nmenmanggil saksi yang sebenarnya.

Hubungan sedarah atau perkaw nan nenyebabkan saksi yang

16 bid., ps. 160 ayat (2).
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ber sangkut an "dapat nengundurkan diri”, atau dilarang untuk
nmenj adi saksi. Saksi yang nenjadi buruh atau bawahan,
mungkin akan nenutup-nutupi kesal ahan atau sebaliknya
nenj el ek-j el ekkan terdakwa, hakim perlu waspada dal am
meni | ai kwal i t as ket erangan yang di beri kan ol eh saksi. '’
C. Kewajiban Saksi Mengangkat Sumpah

Sebel um ket erangannya di dengar persidangan, saks
di waj i bkan agar terlebih dahul u nengucapkan ”sunpah”, atau
"jika pengadilan nenganggap perlu, saksi wajib bersunpah
sesudah saksi itu selesai = menberikan keterangan.”!!®
Penyunpahan saksi menurut cara yang ditetapkan oleh
agamanya dapat dil akukan sebelum ia nenberi kan ket erangan
bahwa ia akan nenberikan keterangan yang nengandung
kebenaran dan tidak lain dari kebenaran (prom ssoris).
Penyunpahan  saksi dapat juga dilakukan setelah ia
menberi kan keterangan, yang kenudi an di kuatkan dengan

sunpah, bahwa vyang telah diceritakan itu adalah benar

(assertoris).® Nanun, karena sumpah itu adal ah pendorong

1M Yahya Harahap, Op. CGit. hal. 173-174.
118 ndonesia A, Loc. Cit., ps. 160 ayat (3) dan (4).

%R W rjono Prodjodikoro, Op. CGt., hal. 100.
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saksi untuk berkata yang sebenar-benarnya, naka sebai knya
di | akukan sebel um saksi itu menberi keterangan. ?°
d. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi

Ber dasarkan Pasal 202 KUHAP, nmaka panitera harus

menbuat "berita acara sidang” peneri ksaan saksi, yakni:

e Menuat segala kejadian dalam sidang yang berkaitan
dengan peneri ksaan saksi tersebut, dan hal-hal penting
dari keterangan saksi, kecuali hakim ketua nenyatakan
cukup ditunjuk pada keterangan berita acara peneriksaan,;

e Atas perm ntaan penuntut umum terdakwa atau penasi hat
hukum haki m ketua sidang wajib nenerintahkan panitera
agar nenbuat catatan secara khusus nengenai suatu
keadaan atau keterangan tertentu. Berita acara tersebut
di t andat angani ol eh haki m ket ua si dang dan panitera. 2

e. Ketua Sidang Wajib Mendengar Seluruh Keterangan Saksi

Seperti yang telah di kemukakan pada sub bab
sebel umya, bahwa Pasal 160 ayat (1) KUHAP huruf ¢

menbebankan suatu kewaji ban hukum kepada haki m ket ua si dang

unt uk mendengar ket erangan ”sel uruh saksi”, yang neliputi:

120Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Gt., hal. 30.

2l ndonesia A, Op. Cit., ps. 202.
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e saksi yang tercantum di berkas pelinpahan perkara, dan

e saksi yang dimnta ol eh penuntut unmum atau terdakwa atau
penasehat hukum sel ama ber| angsungnya si dang. %2
Setiap saksi, baik yang telah diperiksa dalam tahap
penyi di kan dan tercantum dalam berkas perkara yang
di I i npahkan ol eh’ penuntut unum maupun saksi tanbahan yang
kenmudi an di aj ukan ol eh penuntut unmum atau terdakwa atau
penasehat hukum selama sidang berlangsung atau sebelum
putusan dijatuhkan, wajib di dengar keterangannya di nuka
per si dangan. Haki m ketua sidang ti dak di perkenankan nenol ak
dan tanpa nenpersoal kan apakah saksi yang di aj ukan tersebut
bersifat menberatkan atau meri ngankan ter dakwa. %3
f. Pemeriksaan Saksi Yang Berhalangan Hadir di Pengadilan
Pasal 162 ayat (1) KUHAP nengatur, apabila saksi telah
menberi kan ket erangan dal am penyi di kan, dengan al asan yang
sah tidak dapat nenberi kan ket erangan di sidang pengadil an,
maka keterangan yang telah diberikannya itu ”di bacakan”

dal am si dang pengadi | an. Al asan sah di naksud adal ah:

e karena saksi neni nggal duni a,

1221 pid., ps. 160 ayat (1) huruf c.

125M  Yahya Harahap, Loc. Gt., hal. 179.
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e karena tenpat tinggal/ kedi anman saksi jauh, sehingga sulit

menghadapkannya ke persi dangan,

e karena saksi sedang nenj al ankan tugas negara.

Adapun nil ai kesaksi an yang di bacakan tersebut, adal ah:

1) "Jika keterangan itu sebelumya diberikan di bawah
sunpah, mnaka sama nilalinya dengan Kketerangan saksi di

" 124 gel ar as

bawah sunpah yang di ucapkan di persidangan
dengan pasal 116 ayat (1): "saksi diperiksa dengan tidak
di sunpah, kecuali ada cukup al asan unt uk di duga bahwa ia
tidak akan dapat hadir di persidangan”.!® Artinya,
nmeski pun hanya di bacakan di persidangan, nanmun nil ai nya
"di sanmakan atau sederajat” dengan keterangan saksi yang
di sunpah di persidangan, sepanjang keterangan itu dal am
penyi di kan " di beri kan di bawah sunpah”.

2) Pasal 161 ayat (2) KUHAP nenyatakan, apabila waktu
penyanderaan tel ah | anpau dan saksi tetap nenol ak untuk
di sunpah, neka keterangan yang telah diberikan nerupakan
ket erangan yang dapat nenguat kan keyaki nan haki m

3) Apabila keterangan saksi di penyidi kan diberikan tanpa

sunpah, maka Kketerangan tersebut yang dibacakan dalam

24 ndonesia A, Op. Git., ps. 162 Ayat (2).

1251 pid., ps. 116 ayat (1).
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si dang pengadi | an hanya ber si f at dan ber ni | ai
"ket erangan biasa”, tetapi dapat dipergunakan ol eh hakim
untuk nenguat kan keyaki nannya. Kesaksian itu tidak
berni | ai sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai

126 dan hakim tidak terikat untuk

ket erangan bi asa,
nmeni | ai nya, atau sama nilainya dengan keterangan saks
yang tidak di bawah sunpah.
4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan
Ruang lingkup peneriksaan saksi dal am hal I ni
bert uj uan unt uk nenjel askan nengenai | uas peneri ksaan saksi
sehubungan dengan keterangan yang harus diberikan saksi,
pertanyaan siapa saja Yyang harus dijawab oleh saksi,
kebebasan saksi dal am nmenberi kan ket erangan, dan keterangan
saksi yang di beri kan tanpa hadi rnya terdakwa.
a. Keterangan Yang Harus Diberikan Oleh Saksi
Dal am hukum acara pi dana, pendengaran saksi nerupakan
suatu cara untuk menermukan kebenaran®?’ dal am perkara yang
ber sangkut an. Pada prinsipnya, kesaksian yang harus

di beri kan ol eh saksi dalam peneri ksaan sidang pengadil an

adal ah "keterangan yang sebenarnya”, tentang kebenaran

128Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Gt., hal. 36.

12TR. W rjono Prodjodikoro, Op. Ct., hal. 104.
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suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
Kebenaran yang ”"rel evan” untuk di kenmukakan saksi terbatas
pada hal - hal yang berhubungan dengan yang dili hat, didengar
atau dial am nya. '*® Saksi tidak dituntut untuk nenerangkan
suatu “cerita orang lain” kepadanya atau “perkiraan”,
“pendapat” atau “dugaan” saksi itu. Apalagi yang bersifat
“persangkaan”, tidak perlu di kenukakan ol eh saksi .
b. Keterangan Saksi di Penyidikan Dengan di Persidangan
Seorang saksi di sidang pengadilan harus nenberikan
ket erangan yang sedapat nmungkin sejalan dan senada dengan
Isi keterangan vyang telah diberikannya di penyidi kan.
"Sering terjadi seorang saksi nenberikan keterangan yang

berbeda di sidang dan di peneriksaan pendahul uan,”*®

yang
dapat nmenghanbat proses penyel esai an perkara pidana, *°
karena keterangan yang di beri kan dal am penyi di kan tersebut
mer upakan bagi an yang tidak terpisahkan dari berkas perkara
dan pedonan utama dal am peneri ksaan si dang pengadil an. Hal

itu sulit dipungkiri, karena keterangan saksi adal ah kunci

penbuktian perkara pidana, sehingga peneriksaan saksi

128M  Yahya Harahap, Qp. CGit., hal. 183.
129Andi Hanzah, Op. cit., hal. 239.

13%Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Gt., hal. 35.
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di dahul ukan dal am proses si dang peneri ksaan perkara pi dana.
Pedonman dal am per bedaan ket erangan saksi, adal ah:
Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan
ket erangannya yang terdapat dalam berita acara, naka
haki m ket ua si dang nengi ngat kan saksi tentang hal itu
serta m nta keterangan nengenai perbedaan yang ada dan
di catat dalam berita acara penmeriksaan si dang. ™!
Apabi | a perbedaan di meksud dapat diterinma, neka dicatat
dal am berita acara persidangan, sebaliknya, apabila tidak
masuk akal, maka tentu saja harus ditol ak. *
C. Saksi Harus Bersifat Bebas Dalam Memberikan Keterangan
Prinsip kesaksian di pengadilan yang sedapat nmungkin
sejalan dengan di penyidikan, tidak nengurangi kebebasan
saksi untuk  nenberi kan = keterangan yang berbeda di
per si dangan, karena maksud bebas di persidangan ditujukan

kepada si kap dan keadaan fisik serta psikis saksi. Mengacu

pada KUHAP, kebebasan saksi tersebut adal ah:

e Tanpa pengaruh dan paksaan/ penekanan dari pi hak
manapun. Bahkan saksi lain, ¥ dan/ atau terdakwa dapat

di kel uarkan dari ruang sidang, apabila ia akan nerasa

13l ndonesia A, Op. Cit., ps. 163.
132Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. Gt., hal. 36.

133 | ndonesia A, Op. Cit., ps. 172.
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tertekan dengan kehadiran nereka. Tetapi, peneriksaan
saksi tanpa hadirnya terdakwa baru boleh dilanjutkan
setel ah kepada terdakwa diberitahukan sermua hal pada
waktu ia tidak hadir. Alasan peneriksaan saksi tanpa
hadi rnya terdakwa diatur dalam penjelasan Pasal 173
KUHAP, yang ber bunyi :
" Apabi | a nmenurut pendapat haki m seorang saksi itu akan
merasa tertekan/ tidak bebas nenberikan keterangan
apabi | a terdakwa hadir di sidang, naka untuk nenjaga
hal yang tidak diinginkan hakim dapat nenyuruh

terdakwa keluar untuk senentara dari persidangan
sel ama haki m mengaj ukan pertanyaan kepada saksi . 3

Sel anj ut nya Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP nenyat akan,
"peneri ksaan di sidang pengadil an dil akukan secara |isan

dal am bahasa | ndonesi a yang di nengerti ol eh saksi”

Ter hadap saksi dilarang nengajukan pertanyaan yang

bersifat nenjerat (strikvragen) atau suggestief, yaitu

ket erangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi
di anggap seol ah-olah pernah dinyat akannya, *°* karena
pertanyaan seperti itu nelanggar kebebasan saksi dalam

menberi  keterangan. Prinsipnya, agar tidak diajukan

B34 bid., ps. 173.

13°R. W rjono Prodjodikoro, Loc. Cit., hal. 104.
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pertanyaan yang nengaki batkan saksi nenberikan jawaban
secara "tidak bebas” (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP)
d. Terdakwa Dapat Membantah Keterangan Saksi
Pasal 164 ayat (1) KUHAP nenyatakan, setiap kali
seorang saksi selesai nenberikan keterangan, hakim ketua
sidang nenanyakan kepada terdakwa begai nana pendapatnya
tentang keterangan saksi itu. Undang-undang nenberi hak
untuk menbantah atau nenbenarkan keterangan saksi adal ah
sesuai dengan asas kesei nbangan hukum Saksi di beri
kebebasan unt uk nenyat akan ket erangan yang nenber at kan at au
mer i ngankan terdakwa, sebaliknya terdakwa juga diberi hak
untuk " nenbantah” atau ”nmenbenar kan” keterangan saksi .
e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Kepada Saksi
Untuk nenperoleh keterangan yang |uas dan hakiki,
kewaj i ban saksi bukan hanya menberi kan keterangan, tetapi
juga berkewajiban nenjawab pertanyaan yang di aj ukan.
Sepanj ang pertanyaan tidak bertentangan dengan undang-
undang dan rel evan dengan perkara, mnmaka saksi tidak boleh
menol aknya. Adapun kesenpatan untu nengaj ukan pertanyaan

di at ur dal am Pasal 165 KUHAP, sebagai beri kut:
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e Hakim majelis dapat neninta kepada saksi atau nengaj ukan
pertanyaan kepada saksi tentang segala keterangan yang

di pandang perlu untuk nmendapat kan kebenar an.

e Penuntut unum dengan peranteraan hakim ketua sidang

di beri kesenpat an nengaj ukan pertanyaan kepada saksi .

e Terdakwa atau penasehat hukum dengan peranteraan hakim
ket ua sidang di beri kesenpatan nengaj ukan pertanyaan.
Kesenpat an nengaj ukan pertanyaan kepada saksi biasanya
di beri kan setelah haki m ketua dan haki m anggota. Menur ut
Pasal 164 ayat (3) KUHAP, hakim ketua sidang dapat nenol ak
pert anyaan yang di aj ukan ol eh penuntut unum atau penasehat
hukum kepada saksi dengan nenberikan al asannya, hal mana
dapat di dasarkan pada al asan bahwa pertanyaan yang di aj ukan
ti dak ada kait annya dengan perkara yang sedang diadili
f. Saling Menghadapkan Saksi
Ket entuan Pasal 165 ayat (4) KUHAP ber bunyi :
Haki m dan penuntut unmum atau terdakwa atau penasehat
hukum dengan peranteraan hakim ketua sidang dapat
saling nmenghadapkan saksi untuk nmenguji kebenaran
ket erangan nereka masi ng- masi ng.
Untuk nenguji kebenaran keterangan saksi, mnaka para saks

" dapat saling di hadapkan” at au saksi yang satu
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"di konfrontasi” dengan saksi yang lain, terutama apabila
di ant ara ket erangan saksi-saksi itu saling bertentangan.
g- Yang Telah Memberi Keterangan Tetap Hadir di Sidang
Pasal 167 ayat (1) KUHAP nenentukan bahwa saksi yang
telah selesai nenberi keterangan tetap hadir di sidang,
kecuali hakim ketua sidang nenberi ijin untuk dapat
meni nggal kannya. Larangan neni nggal kan ruang sidang bagi
saksi yang telah selesai nenberi keterangan, kenungki nan

di dasar kan pada beberapa al asan, seperti:
e masih ada |agi hal-hal yang ingin ditanyakan kepadanya,
e agar saksi tidak berhubungan dengan saksi yang belum

menberi keterangan dan berada di |uar ruang sidang, atau

e saksi itu akan sal ing dihadapkan dengan saksi | ain.

Ber dasar kan ketentuan Pasal 167 tersebut, saksi harus
tetap dan selalu hadir dalam sidang berikutnya, kecuali
haki m ketua sidang nengijinkannya dan penuntut unmum atau
terdakwa atau penasehat hukum tidak "keberatan” atas ijin
tersebut. *® Bahkan, ketentuan itu tidak nenmberi kewenangan
kepada haki m ketua sidang untuk nenolak penm ntaan nereka

supaya saksi tetap nenghadiri persidangan.

1M Yahya Harahap, Qp. Git., hal. 189.
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BAB 111

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

A. UPAYA HUKUM DALAM KUHAP
Hukum acara pidana adalah peraturan yang nengatur

penyel enggaraan (proses) dalam nenpertahankan eksistensi

ket entuan hukum pidana materiil guna, nencari, nenenukan
dan nendapat kan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya.
Hal itu nerupakan konsekwensi [|ogis dari bagian hukum

publ'ik yang nmengatur kepentingan umum dan sedapat nungkin

” Kar ena

menberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. '
hukum pi dana adal ah bagi an dari hukum publi k dan hukum yang
menpertahankan esensi dari hukum pidana itu sendiri, maka
sifat hukum acara pidana harus nenberikan kepastian
prosedur dan rasa keadilan, baik dari sisi orang yang
di tuntut, maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. 38

Lenbaga peradilan disebut baik, tidak cukup hanya

dengan prosesnya yang berl angsung secara jujur, bersih dan

B7Li1ik Milyadi, Putusan Haki m Dal am Hukum Acara Pidana: Teori
Pr akt ek, Tehni k  Penyusunan, dan Pernmasal ahannya, Cet . Per t ama,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 4-6

1384, Parman Soeparman, OQp. Cit., hal. 10.
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tidak mem hak, tetapi juga harus nenmenuhi Kkriteria prinsip-
prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif.
Sal ah satu kriteria yang patut nenjadi perhatian adal ah
adanya sistim upaya hukum yang baik sebagai bagian dari
prinsip “persamaan”’” di hadapan hukum dan *“keterbukaan”
(peneri ksaan sidang pengadilan yang terbuka untuk unum
yang diakui secara universal, seperti dinmaksud Pasal 10
Dekl arasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM .
Suatu negara hukum dituntut wuntuk nenperhatikan sistem
upaya hukumya sebagai bagian dari penegakan hukum yang
jujur dan tidak nem hak, yang kenudian termasuk sebagai
bagi an penilaian atas denokrasi hukum *° Pengertian unum
upaya hukum di atur Pasal 1 butir 12 KUHAP, sebagai berikut:
hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak nenerina
put usan pengadi |l an yang berupa perlawanan atau bandi ng
atau kasasi atau hak terpidana untuk nengaj ukan
per nohonan peninjauan kenbali dalam hal serta nenurut
cara yang di atur nenurut undang-undang ini.”
Andi Hanzah dan |rdan Dahl an nengenukakan, upaya hukum

adal ah sarana dal am nel aksanakan hukum yaitu hak terpidana

13% ndonesia A, Op. Gt., ps. 153 ayat (3).
1404 Parman Soeparman, Op. Cit. hal. 2-4.

Y ndonesia A, Op. Git., ps. 1 butir 12.
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atau penuntut wunmum untuk tidak nenerim penetapan atau
putusan pengadilan karena tidak nmerasa puas dengan
penet apan atau putusan tersebut.*? Pada dasarnya, terdakwa
atau terpidana tidak nenerima putusan pengadil an di sebabkan
ol eh beberapa al asan kepenti ngan dan notivasi, seperti:
e putusan tersebut dianggap kurang adil apabila di bandi ngkan
dengan perbuat an yang tel ah dil akukan ol eh terdakwa,
eterdakwa dij at uhi pi dana atas perbuatan yang tidak
di | akukannya,
eterdapat cacat yuridis karena tidak sesuai dan nel anggar
ket entuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
e sal ah nmenafsirkan dan/ atau sal ah menerapkan hukum %3
Menurut pedoman pel aksanaan KUHAP, adapun maksud dari
upaya hukumitu sendiri pada pokoknya adal ah:
1. Untuk nenperbai ki kesal ahan yang dibuat ol eh pengadil an
yang sebel umya neneri ksa dan nenut us perkara itu.
2. Untuk kesatuan dal am peradi |l an.
Dengan adanya upaya hukum maka ada jam nan bagi terdakwa

at au nasyar akat, bahwa peradilan bai k nmenurut fakta maupun

¥2andi Hanzah dan |rdan Dahl an, Upaya Hukum Dal am Per kara Pi dana,
Cet. Pertamm, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 3.

431i1ik Milyadi, Op. Cit., hal. 209-210.
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hukum adal ah benar dan sedapat nungki n seragam ** Sedangkan
menurut Dj oko Prakoso, adapun naksud dari upaya hukum pada

pokoknya bertuj uan unt uk:

=

Di perol ehnya kesatuan dan kepastian dalam hal
nmenj al ankan per adi | an.
2. Mel i ndungi tersangka terhadap tindakan-tindakan
yang bersifat sewenang-wenang dari haki m
3. Menper bai Ki keal paan- keal paan dal am nenj al ankan
peradi | an.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa
menber i kan ket er angan- ket erangan baru (novum . **
Upaya hukum adal ah bagian dari nmata rantai suatu
proses perkara pidana, yaitu hak yang diberikan oleh
undang- undang kepada para pihak dal am suatu perkara untuk
menyat akan tidak nmenerima atau “ketidaksetujuan” terhadap
putusan yang dijatuhkan (diberikan) oleh pengadilan atas
perkara itu. '*® Ketidaksetujuan itu harus dinyatakan secara
tertulis dan di aktekan dalam tenggat waktu tertentu. Jika
tidak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan undang-

undang, nmaka dianggap telah nmenerinma putusan. Nanun,

sekal i pun upaya hukum yang dil akukan tidak nenurut cara-

4pepart emen Kehakiman R, Op. Cit., hal. 3.

145Dj oko Prakoso, Upaya Hukum Yang Diatur Dal am KUHAP, (Jakarta:
Penerbit Aksara Persada | ndonesia, 1987), hal. 53.

¥48_uhut M P. Pangaribuan, Qp. Cit., hal. 84-85.
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cara yang ditentukan, tetapi berkas perkara tetap akan
di ki ri m kepengadi | an ti ngkat beri kutnya dengan catatan yang
di bubuhi oleh panitera dalam bentuk akte nmengena

ket erl anbatan atau ketidaksesuaian itu dan dil ekatkannya
dal am  berkas per kar a, sehi ngga pengadi | an ti ngkat
beri kut nya dal am putusannya akan nenyatakan bahwa upaya
hukum (bandi ng atau kasasi) tidak dapat diterinma. '

Sebagai mana pengertian dan maksud upaya hukum yang
telah penulis kenukakan, eksistensi dari upaya hukum itu
t umbuh, ber kenbang, dan terlaksana tergantung pada
terdakwa/ terpidana atau penuntut unum dalam nenol ak
putusan pengadilan berdasarkan hak nasing-masing yang
di beri kan oleh Pasal 1 butir 12 dan Pasal 196 ayat (3)
KUHAP. Pada haki kat nya secara fundanental upaya hukum dal am
hukum acar a pi dana dapat di bagi, sebagai beri kut:

1. Upaya Hukum Bi asa, vyaitu:

a. Perl ananan (Verzet) secara eksplisit nmerupakan upaya
hukum bi asa, *® dan diatur dalam Pasal 1 butir 12, pasa
149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 214 KUHAP,

yang pada asasnya hanya dapat dil akukan:

147 bi d.

148 i1ik Milyadi, Op. Cit., hal. 211.
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eol eh  penuntut umum karena berkeberatan terhadap
penet apan ketua pengadilan negeri yang nelinpahkan
suatu perkara ke pengadilan negeri |ain yang dianggap

berwenang nmengadi l i nya (Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHAP)

eoleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan
pengadi | an negeri sebelum neneri ksa pokok perkaranya

(Pasal 156 ayat (3) KUHAP).

eoleh terdakwa terhadap putusan di | uar  hadi rnya
terdakwa (verstek vonnis) berupa pidana peranpasan
kemer dekaan dalam perkara pelanggaran lalu Ilintas
(Pasal 214 ayat (4) KUHAP).

. Bandi ng terhadap putusan pengadilan tingkat pertam,

yang dapat diajukan ol eh terdakwa atau penuntut umum ke

pengadi |l an tinggi, pada dasarnya diatur dalam Bab XVi

Bagi an Kesatu, Pasal 233 s/d Pasal 243 KUHAP.

. Kasasi terhadap putusan peradilan tingkat banding, yang

dapat di aj ukan ol eh terdakwa dan/ atau penuntut unum ke

Mahkamah Agung, pada dasarnya diatur dalam Bab Xvil

Bagi an Kedua, Pasal 244 s/d Pasal 258 KUHAP

. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu:

. Peneri ksaan tingkat kasasi dem kepentingan hukum yang

dal am praktek peradilan term nologinya disebut *“kasasi
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j abat an”, sebab hanya dapat dil akukan jaksa agung karena
j abat annya®®® terhadap senua putusan pengadilan yang
tel ah nmenperol eh kekuatan hukum tetap dari pengadilan
| ain selain dari pada Mahkamah Agung, sebagai mana neksud
Pasal 259 ayat (1) KUHAP dan Pasal 35 huruf d UU No. 16
Tahun 2004 Tent ang Kej aksaan Republ i k | ndonesi a.

b. Peninjauan kenbali atau yang |azim disebut dengan
i stilah herziening®® terhadap putusan pengadilan yang
tel ah nenperol eh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap
putusan bebas atau |epas dari segala tuntutan hukum
yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya
kepada mahkamah agung, diatur dalam Bab XVIII Bagi an
Kedua Pasal 263 sanpai dengan Pasal 269 KUHAP vyang
mer upakan penjabaran | ebih jauh dari Pasal 23 UU No. 14
Tahun 1970 jis UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehaki man.

Penelitian ini  secara khusus nengenai peneriksaan
saksi dal am si dang peni njauan kenbali. O eh karena itu nmaka
pada bab ini dibatasi hanya akan nenbahas tentang upaya

hukum peni nj auan kenbal i dan hal -hal terkait |ainnya.

149 pi d.

104, QCemar Seno Adji, Op. Cit. hal. 19.
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B. PENINJAUAN KEMBALI

Setiap perkara seyogianya harus nenperoleh suatu
put usan yang berkekuatan hukum tetap, yang bertujuan untuk
mengakhiri atau nmenutup jalan pihak vyang tidak dapat
menerima putusan dan ingin nengulang kenbali pr oses
peradilan perkara itu. Hal itu diperlukan dem dan untuk
adanya kepastian hukum Nanmun dem ki an, karena haki m adal ah
manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan atau
kesal ahan, maka bisalah terjadi suatu putusan tidak sesuai
atau tidak sebagai mana nestinya, bahkan bertentangan dengan
keadaan yang sebenarnya. Putusan vyang demkian tentu
mengusi k rasa keadi | an pi hak yang dirugi kannya.

Dal am rangka nencegah terjadi nya pel anggaran hak asasi
bagi pi hak-pi hak yang berperkara, sebagai akibat suatu
putusan pengadilan yang telah nenperoleh kekuatan hukum
tetap tetapi dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, nmaka undang-undang nenberi kesenpatan bagi
pi hak yang dirugi kan atas putusan itu untuk mnencari dan
mendapat kan keadil an nel al ui sarana upaya hukum | uar bi asa,
yaitu peninjauan kenbali. Sudirdjo, sebagainmana dikutip

Par man Soepar man nengenukakan, bahwa:
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Kei sti mewaan upaya hukum luar biasa ini terletak pada
sarananya untuk nenbatal kan putusan hakim hal mana
terhadap putusan jalan biasa seperti verzet, banding,
atau kasasi tidak bisa ditenpuh |agi, dinmna Mihkanmah
Agung menpunyai wewenang dan tugas untuk nengadil
perkara yang di mohonkan peni nj auan kenbal i itu. !
1. Pengertian Peninjauan Kembali
Pada nul anya istilah peninjauan kenbali yang dipaka
dal am per kara pi dana dan perdata tidak sama dan seol ah-ol ah
ada perbedaan, karena di pergunakan istilah herzi ening untuk
perkara pidana dan recuest civiel untuk perkara perdata.
Penegasan istilah peninjauan kenbali dinmulai oleh KUHAP.
Kenudi an di pertegas Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mihkanmah
Agung tahun 1980, yang nenentukan bahwa upaya hukum | uar
bi asa yang sel ama ini di kenal dengan istilah recuest civie
atau rekes sipil tidak di pergunakan |agi dan diganti dengan

152

i stilah *“peninjauan kenbali”. Sehi ngga kini tidak |agi

menggunakan istilah herziening dan recuest civiel, baik
untuk perkara pidana, maupun perkara perdata hanya
di pergunakan istilah ”"Peninjauan Kenbali”. Bahkan UU No. 14

Tahun 1985 jo. UU No. 5/ 2004 Tentang Mahkamah Agung ti dak

menyi nggung | agi istilah herziening dan recuest civiel.

1514 Parman Soeparman, Op. Cit., hal. 19.

52| bid., hal. 45-46.
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Cemar Seno Adji, nengenukakan bahwa Herzi eni ng adal ah
aspek hukum pidana dari | enbaga peninjauan kenbali, yang

3

sifatnya merupakan upaya hukum luar biasa, *®® disanping

upaya hukum biasa |ainnya seperti: verzet, banding dan
kasasi. Menurut J.C. T Sinorangkir dalam Kanus Hukum
her zi ening adal ah peni njauan kenbali terhadap putusan
pengadi l an yang telah nenpunyai kekuatan hukum tetap.
Sedangkan S.M Am n dal am Par man Soepar man nengat akan:
Bi | amana suatu voni s yang tel ah berdaya wuj ud nenenuhi
beberapa syarat tertentu, neka vonis tersebut dapat
di j adi kan persoal an ul angan, herziening istilah asing
yang seterusnya kita sebut tinjauan ul angan. **
Def eni si  peni nj auan kenbali yang agak berbeda disanpai kan
ol eh. Andi Hanzah dan Irdan Dahlan, vyaitu hak terpidana

untuk nmem nta perbai kan atas putusan pengadilan yang tel ah

ber kekuat an hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau

kel al ai an haki m dal am menj at unhkan putusannya. **° Pasal 263
ayat (1) KUHAP nenyat akan, bahwa:
153 bid., hal. 50.
parwan Prints, Qp. Cit., hal. 143.
154, Parman Soeparman, Loc. CGit. hal. 45.
16Andi Hanzah dan |rdan Dahlan, Op. Git., hal. 4.
84

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



Terhadap putusan pengadilan yang telah nenperoleh
kekuat an hukum tetap, kecuali putusan bebas atau | epas
dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli
wari snya dapat mengaj ukan  perm ntaan  peni nj auan
kenbal i kepada Mahkanah Agung.

Ber dasar kan ketentuan KUHAP dan pendapat para ahli
tersebut, naka dapat disinpul kan bahwa peninjauan kenbal
adal ah suatu tahapan yang telah nelanpaui upaya hukum
bi asa, atau wupaya hukum |uar biasa berupa pern ntaan
terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung untuk
menper bai ki atau nenbat al kan suatu putusan pengadil an yang
t el ah nmenperol eh kekuatan hukum t et ap.

2. Putusan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP nenentukan bahwa peni njauan
kenbal i di m nt akan kepada Mahkanmah Agung dan hanya terhadap
put usan pengadilan yang telah nenperoleh kekuatan hukum
tetap. Ketentuan ini, nenuat alasan secara limtatif untuk
dapat di pergunakan mem nta peninjauan kenbali suatu putusan
perkara pidana, yaitu “putusan yang telah nenperoleh
kekuat an hukum tetap”. Nanun, baik KUHAP, maupun PP No. 27
Tahun 1983 sama sekali tidak nengatur kapan suatu putusan

di kategori kan telah nenperoleh kekuatan hukum tetap

Pengertian "telah nenperoleh kekuatan hukum tetap”, yang
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dalam istilah Belanda disebut dengan i nkracht van

7

gewi j sde, 1*” dal am peraturan perundang-undangan, termasuk

ket entuan unmum KUHAP, tidak nenberikan pengertian istilah
atau wungkapan ini. Hal itu baru dapat ditenukan dalam
Keputusan Menteri Kehaki man No.M 14. PW07.03 Tahun 1983
tentang Tanbahan Pedoman Pel aksanaan Kitab Udang- Undang

Hukum Acara Pi dana, yang nenyat akan, bahwa:

Put usan pengadilan baru dinyatakan telah nenpunyai
kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk
berfikir telah dilanpaui 7 hari setelah putusan
pengadi | an tingkat pertana dan 14 hari setel ah putusan
pengadi |l an tingkat banding, sesuai dengan naksud
ketentuan dari Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat
(1) jo. Pasal 226 ayat (2) KUHAP. 18

Berbeda dengan KUHAP, H R dalam pasal 324 nengatur apa

maksud dari putusan tel ah nenmpunyai kekuatan hukum yakni:

(1) Suatu putusan hakim yang dapat peneri ksaan
ul angan, berkekuatan sebagai putusan yang sudah
menjadi tetap, dengan segera sesudah orang yang
di tuduh serta pegawai penuntut unmum menyat akan
menerima putusan itu, lagi pula kalau tidak ada
kenyat aan yang dem ki an dari kedua pi hak, dan jika
sudah lalu waktu nmem nta peneriksaan ulangan itu
dengan tidak dipergunakan atau sesudah perm ntaan
peneri ksaan ul angan itu ditari k kenbali.

154 Parman Soeparman, Op. Ct. hal. 18.

158 yhut M P. Pangari buan, Hukum Acara Pidana; Satu Konpilasi, Op.
Ct., hal. 593.
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(2) Jika putusan hakim itu sudah nenjadi tetap oleh
karena waktu wuntuk nmem nta peneriksaan ul angan
telah lalu dengan tiada dipergunakan, maka
panitera nenanbahkan pada surat perkara itu satu
surat keterangan tentang hal itu...

Mel al ui  penel usuran kepustakaan, nmka pengertian "telah
menper ol eh kekuatan hukum tetap” dapat diperoleh sebagai
hasi| penyi nmpul an berbagai peraturan perundang-undangan
yang rel evan. ”Tel ah nenperol eh kekuatan hukum tetap” dapat

di t erangkan berupa suatu putusan pengadilan yang tidak

dapat di ubah | agi, dimna upaya hukum bi sa unt uk nengadakan

perubahan itu berupa banding, revisi, perlawanan atau
verzet dan kasasi tidak nungkin dilakukan |agi, karena
pernah dil akukan tetapi tidak berhasil. Demkian pula

kar ena tenggang waktunya yang tel ah berakhir.

Ji ka putusan pengadil an bel um nenpunyai kekuatan hukum
tetap, maka wupaya hukum peninjauan kenbali tidak dapat
di  akukan. Upaya hukum peni njauan kenbali terbuka setel ah
upaya hukum bi asa berupa bandi ng dan kasasi telah tertutup

atau dilalui atau | anpau. Dengan kata | ain, sepanjang upaya

1R Tresna, Komentar Atas Reglenmen Hukum Acara D Dalam
Peneri ksaan Di Miuka Pengadilan Negeri atau HR Cet. 17, (Jakarta:
Pradnya Param ta, 2001), hal. 256.

180Hadari Dj enawi Tahir, Penbahasan Tentang Upaya Hukum Bandi ng,
Kasasi, dan Peninjauan Kenbali, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hal. 47.

87

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



hukum bi asa masi h terbuka tidak bol eh dil angkahi dan harus
dilalui atau digunakan terlebih dahulu, karena peninjauan
kenbal i adalah tahap proses yang telah nelanpaui upaya

hukum bi asa. 1!

Terhadap putusan pengadilan negeri yang
telah |lewat waktu yang ditentukan tetapi tidak ada pihak
yang mem ntakan bandi ng, yang nengaki batkan putusan
tersebut nenperol eh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan
peni nj auan kenbal i. Terhadap putusan pengadilan tinggi yang

telah tertutup untuk wupaya hukum kasasi, sehingga pada

putusan itu nelekat sifat putusan yang telah nenperoleh

kekuat an hukum tet ap, dapat di I akukan upaya hukum
peni nj auan kenbal i . Dem ki an juga, terhadap putusan
Mahkamah Agung dapat di m ntakan peni njauan kenbali, vyaitu

setelah putusan itu diberitahukan secara sah dan patut
kepada terdakwa, sebab sejak saat itu nel ekat sifat putusan
yang tel ah menperol enh kekuatan hukum t et ap. %2

Upaya hukum peni njauan kenbali dapat di | akukan
terhadap senmua putusan pengadilan, baik terhadap putusan

pengadi | an negeri atau pengadilan tinggi, maupun terhadap

put usan Mahkamah Agung, dengan syarat putusan pengadil an

18IM  Yahya Harahap, Op. CGit., hal. 615.

162 pi d.
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itu telah nenperol eh kekuatan hukum tetap. Nanun dem ki an,
Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga yang telah nenentukan
pengecual i an, sekal i pun putusan pengadilan tel ah menperol eh
kekuat an hukum tetap, tetapi peninjauan kenbali tidak dapat
di aj ukan jika terhadap putusan bebas atau |epas dari dari
segal a tuntutan hukum Peni nj auan kenbal i di maksudkan unt uk
menberi kesenpatan kepada terpidana dalam rangka nenbela
kepenti ngannya, yang pada pokoknya agar dia terlepas dari
kekel i ruan pem danaan yang dijatuhkan dan telah nerugikan
diri nya. Dengan di bebaskan dari pem danaan atau dil epaskan
dari segala tuntutan hukum naka tidak ada alasan atau
urgensi bagi terdakwa untuk neninjau kenbali putusan yang
telah nmenguntungkannya tersebut. Selanjutnya, Pasal 268
KUHAP ayat (1) dan ayat (3) nenentukan, bahwa perm ntaan
peni nj auan kenbali atas suatu putusan hanya dapat diaj ukan
satu kali saja dan tidak nmenangguhkan maupun nenghenti kan
pel aksanaan (executie) dari putusan tersebut.
3. Yang Berhak Memintakan Peninjauan Kembali

Herzi ening atau peninjauan kenbali tidak nenpunyai
maksud unt uk mer ugi kan t er pi dana, mel ai nkan hanya
mengunt ungkan terpi dana. Kar enanya, peninjauan kenbal

hanya bol eh di aj ukan ol eh terpidana, dan/ atau tidak dapat
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di aj ukan ol eh penuntut umum !®* Hal ini selaras dengan Pasal

1 angka 12 KUHAP, bahwa ”...hak terpidana untuk nengaj ukan
per nohonan peni njauan kenbali...”, dan dipertegas |lagi ol eh
Pasal 263 ayat (1) bahwa ”"...terpidana atau ahli warisnya
dapat nengaj ukan permi ntaan peninjauan kenbali...”. 1%

Penuntut urmum ti dak ber hak nengaj ukan perni ntaan peninj auan
kenbal i, karena upaya hukum peninjauan kenbali bertujuan
untuk nelindungi terpidana. Sedangkan untuk nelindungi
kepenti ngan unmum undang-undang telah nmenberi kesenpatan
kepada Jaksa Agung pada upaya hukum kasasi dem kepenti ngan
hukum yang nerupakan nerupakan sisi lain dari upaya hukum
| uar bi asa peninjauan kenbali. Sisi kepentingan terpidana
dan kepentingan unum tel ah terpenuhi secara berinbang. 1°°
Luhut M P. Pangari buan nenegaskan, bahwa upaya hukum
kasasi dem kepentingan hukum di beri kan KUHAP kepada Jaksa
Agung, senentara peninjauan Kkenbali adalah hak terdakwa
atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan
konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan

secara terbalik, m sal nya  penunt ut umum  nengaj ukan

1634, Qemar Seno Adji, Loc. Git. hal. 51.
184 ndonesia A, Loc. CGit., ps. 1 angka 12 jo. ps. 263 ay. (1)

185M  Yahya Harahap, Loc. Gt., hal. 616.
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66

peni nj auan kenbali.®® Nanun demi ki an, Pasal 263 ayat (3)

KUHAP nenyat akan, bahwa:
...terhadap suatu putusan pengadilan yang telah
menperol eh  kekuatan hukum tetap dapat di aj ukan
perm ntaan peninjauan kenbali apabila dalam putusan
itu suatu perbuatan yang di dakwakan telah dinyatakan
terbukti akan tetapi tidak diikuti ol eh pem danaan.
Pasal 263 ayat (3) tersebut tentu bukan diperuntukkan bagi
terdakwa yang tidak dijatuhi pem danaan ol eh putusan
pengadi | an, nel ai nkan untuk Jaksa Penuntut Umum yang
dakwaannya di nyatakan terbukti, t et api tidak diikuti
pem danaan. Disanping itu, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
tent ang Kekuasaan Kehaki man ber bunyi :
Ter hadap putusan pengadilan yang telah nenperoleh
kekuat an hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan
dapat nengaj ukan Peninjauan Kenbali kepada Mahkamah
Agung apabi |l a terdapat hal atau keadaan tertentu...®
Pasal 23 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman ini juga
nmengat ur tentang ”pi hak yang dapat nengaj ukan” atau penphon

peni nj auan kenbal i, yang dalam perkara pidana pihak-pihak

adal ah Jaksa Penuntut Unum dan terpi dana/ terdakwa.

186 yhut M P. Pangaribuan, Loc. Cit., hal. 86.

187 ndonesia B, Loc. cit., ps. 23.
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Terl epas dari penafsiran dan kontroversi tersebut,
Makanmah Agung tel ah nel akukan pergeseran pem kiran terhadap
upaya hukum peninjauan kenbali dengan cara nenperl uas
eksi stensi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan
yang pada dasarnya limtatif hanya nenperbol ehkan upaya
hukum peni nj auan kenbal i dil akukan ol eh terpidana atau ahl
wari snya, diperluas dengan dikabul kannya pernohonan Jaksa
Penuntut Umum dan korban®® untuk mel akukan upaya hukum
peni nj auan kenbal i, seperti dalam perkara Michtar pakpahan
dan perkara Ram Gulumal alias V. Ram
a. Hak Prioritas Antara Terpidana dengan Ahli Waris

Undang-undang tidak nenentukan hak dan kedudukan
prioritas antara terpidana dengan ahli waris dalam
mengaj ukan perm nt aan peni nj auan kenbali. Ahli waris dapat
secara | angsung nengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali
meski pun terpidana masih hidup. Hak ahli waris!®® dalam
nmengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali bukan nerupakan
“hak subtitusi” yang diperoleh setelah terpidana neninggal
dunia, nelainkan ®“hak orisinil” yang diberikan undang-

undang kepada nereka dem untuk kepentingan terpidana. Hal

1684 Par man Soeparman, Op. cit., hal. 108.

1M Yahya Harahap, Loc. Ct., hal. 617-618.
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ini cukup beral asan, karena kenungki nan besar ahli waris
lebih manmpu dan I|ebih dapat [|eluasa berupaya untuk
mem ki rkan dan nel aksanakan pengaj uan perni ntaan kenbali
di bandi ngkan dengan terpidana yang sudah tidak nenpunyai
kebebasan sanma sekal i. Sekalipun terpidana masi h hi dup, hak
nmengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali telah dilekatkan
undang- undang kepada ahli waris, dan hak itu bukanl ah hak
yang ti nbul sebagali aki bat kemati an pi dana. Dengan
dem ki an, maka terpidana dan ahli waris nmenpunyai hak yang
sama dal am nengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali tanpa
menper soal kan apakah terpi dana nasih hidup atau tidak
b. Ahlt Waris Meneruskan Permintaan Terpidana

Menurut Pasal 268 ayat (2) KUHAP, apabila yang
mengaj ukan adal ah terpidana, kenmudian neninggal sebelum
di putus ol eh Mahkamah Agung, meka hak untuk neneruskan atau
ti dak perm ntaan peninjauan kenbali itu sepenuhnya berada
di tangan ahli warisnya, yang nmenduduki ”"hak substutusi”
dari terpidana. Dem kian juga dalam hal setelah terpidana
meni nggal dunia, dinmana perm ntaan peninjauan kenbal i
di aj ukan oleh ahli waris, yang kenudian neninggal dunia

sebelum permntaan itu diputus Mahkanmah Agung, maka
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diteruskan atau tidaknya permintaan itu nenjadi hak ahli

wari s yang nengaj ukan dan neni nggal tersebut.

4. Alasan Permintaan Peninjauan Kembali

Syarat formal yang nenentukan sah tidaknya perm ntaan
peni nj auan kenbali adalah ”surat perm ntaan yang nenuat
al asan- al asan” sebagai dasar perm ntaan peninjauan kenbal

Itu. Tanpa surat perm ntaan yang dem kian, permntaan itu

di anggap “tidak ada’.!’® Pasal 264 KUHAP menegaskan bahwa:

e Ayat (1), perm ntaan peninjauan kenbali diajukan dengan
menyebut kan secara jel as al asannya.

e Ayat (4), |jika penphon adalah terpidana yang Kkurang
memaham hukum maka panitera menanyakan kepadanya al asan
mengaj ukan permntaan tersebut dan untuk itu panitera
nmenbuat kan surat perm ntaan peni njauan kenbal i .

Al asan yang nenj adi dasar perm ntaan peninjauan

kenbal i secara limtatif ditentukan Pasal 263 ayat (2):

a. Adanya Keadaan Baru (Novum)

Al asan pertama, adanya keadaan baru yang neninbul kan
dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu

si dang nmasi h berl angsung, hasil nya akan berupa:

0 bid., hal. 619.
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e put usan bebas, atau
e putusan | epas dari segal a tuntutan hukum atau
etuntutan penuntut unmumtidak dapat diterim, atau

eterhadap perkara itu akan diterapkan ketentuan pidana
yang | ebi h ringan.
b. Pelbagai Putusan Terdapat Saling Pertentangan

Al asan kedua, apabila dal am pel bagai putusan terdapat:
e per nyat aan bahwa sesuatu tel ah terbukti,

eakan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan al asan
put usan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
t el ah bertentangan antara yang satu dengan yang | ain.
c. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan
Al asan ketiga, apabila dalam putusan terdapat atau
dengan | el as yang nenperl i hat kan:
esuatu kekhilafan hakim atau
esuat u kekel i ruan yang nyat a.
Adapun al asan keenpat terdapat dalam Pasal 263 ayat
(3) KUHAP, vyang nenyatakan bahwa atas dasar yang sanma
dengan ayat (2) suatu putusan pengadilan yang telah
menper ol eh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permnm ntaan

peni nj auan kenbal i, apabila dalam putusan itu suatu
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per buat an yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti, akan
tetapi tidak diikuti oleh suatu pem danaan. Menurut Luhut
M P. Pangari buan, ketentuan “ayat (3)” Pasal 263 tersebut
mestinya adal ah untuk upaya hukum Kasasi Dem Kepentingan
Hukum bukan untuk peni njauan kenbali.'’* Sehingga ket entuan
tersebut dapat di kesanpi ngkan, karena peninjauan kenbal

adal ah hak dari terpidana dan ahli warisnya.

C. PEMERIKSAAN PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI
1. Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali

Tata cara pengaj uan perm ntaan peni nj auan kenbal i jauh
| ebi h seder hana di bandi ngkan dengan per nohonan kasasi, yang
sering terjebak dal am kekal utan segi formal tenggang waktu
mengaj ukan pernohonan dan tenggang waktu nengaj ukan
menyanpai kan risal ah kasasi. Dalam pengajuan perm ntaan
peni nj auan kenbal i, penohon tidak di kepung dan tidak
di j ebak ol en masal ah tenggang waktu mengaj ukan pernohonan,
dan menyanpai kan nenori. ! Tata cara pengajuan pernintaan

peni nj auan kenbal i di atur dal am Pasal 264 KUHAP, yakni

Y Luhut M P. Pangaribuan, “Materi Binbingan Skripsi dalam Kritik
Ter hadap Ayat (3) Pasal 263 KUHAP", Loc. Cit.

12\ Yahya Harahap, Qp. CGit., hal. 624.
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Permintaan Diajukan Kepada Panitera Pengadilan

Negeri
Menurut Pasal 264 KUHAP, perm ntaan peni njauan kenbal i
di aj ukan kepada panitera pengadilan negeri yang telah

menut us per karanya dal am ti ngkat pertama, pada prinsipnya:
e dibuat dan diajukan secara tertulis, serta

e nenyebutkan secara jelas alasan-alasan yang nenjadi

dasar perm ntaan peninjauan kenbali itu,

e pengecual i an, dapat ”secara lisan”, yaitu bagi penphon
peni nj auan kenbali yang kurang nemaham hukum dapat
di aj ukan secara |isan, yang kenudian dituangkan dan
di runuskan ol eh panitera dal am bentuk ”surat perm ntaan”
peni nj auan kenbali yang sekaligus nenuat al asan-al asan
yang di kermukakan penohon.

Ber dasarkan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), surat
perm ntaan peninjauan kenbali nenyatu dan nerupakan satu
kesat uan yang tidak terpisahkan dengan al asan yang nenj adi
dasar pernohonan. Berbeda dengan kasasi, surat pernohonan
dan nenori kasasi nerupakan dua hal yang terpisah dan
masi ng- masi ng teri kat tenggang waktu yang ber beda.

Panitera Membuat Akta Permintaan Peninjauan

Kembali
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Cara penbuatan akta perm ntaan peninjauan kenbali
di atur Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP.

Unt uk pertanggungj awaban secara yuridis, maka panitera

Pengadil an Negeri yang nenerinma pernohonan perm ntaan
peni njauan kenbali nencatat dalam surat keterangan yang
lajim disebut "akta perm ntaan peninjauan kenbali”.

Kenudi an akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan
penohon, yang sel anj utnya dil anpi r kan dal am ber kas per kar a.
Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali
Tenggang waktu untuk nengaj ukan perm ntaan peni njauan
kenbal i di atur dalam Pasal 264 ayat (3), yang secara tegas
nmenyat akan bahwa perm ntaan peninjauan kenbal i ti dak
di batasi dengan suatu jangka waktu. Artinya, perm ntaan
peni njauan kenbal i adal ah tanpa dal uwarsa, atau kapan saja
bol eh di aj ukan, sepanjang ada al asan yang manpu nendukung
perm ntaan itu. Kapan saja ditenukan alasan yang cukup
nmendasar untuk nengaj ukan permnintaan peninjauan kenbali,
undang- undang nmenbuka pi ntu sel ebar-| ebarnya.
2. Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri
Sebel um neneruskan perm ntaan peninjauan kenbali
kepada Mahkanah  Agung, Pasal 265 KUHAP nenugaskan

pengadi | an negeri untuk nmenbuka persidangan. Adapun maksud

98

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



per si dangan tersebut adalah untuk "neneriksa” perm ntaan
peni nj auan kenbal i itu, sebagai berikut:
Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim yang Akan

Memeriksa

Setel ah nenerima perm ntaan peninjauan kenbali, ketua
pengadi | an negeri nmengel uarkan penetapan berupa penunjukan
haki m yang akan bertindak nelakukan peneriksaan. Untuk
menj aga netralitas dan objektifitas, maka haki m yang bol eh
di tunj uk untuk nel aksanakan sidang peneriksaan permn ntaan
peni nj auan kenbali adal ah hakim yang tidak terlibat dalam
peneri ksaan perkara senul a( Pasal 265 ayat (1) KUHAP). Dal am
peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali di pengadil aan
negeri, undang-undang tidak nenyebut atau tidak nenuntut
agar peneriksaan dil akukan dengan ”hakim mejelis”. Undang-
undang hanya nenyebut agar ketua pengadilan ”nenunujuk
haki nf saja, sehingga peneriksaan perm ntaan peninjauan
kenbal i di pengadil aan negeri dapat dilakukan bai k dengan
"haki m tunggal ”, maupaun "hakim majelis”, sepanjang hakim
yang ditunjuk tidak terlibat peneriksaan perkara semnul a.

Pemeriksaan Resmi dan Terbuka untuk Umum
Pada asasnya peneri ksaan resm dan terbuka untuk unmum

yang dal am  perkara pi dana di kenal dengan "asas
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ket er bukaan”. 1’3

Pasal 64 KUHAP nenegaskan bahwa terdakwa
ber hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umm
Asas keterbukaan ini harus dinyatakan oleh hakim ketua
sidang dalam setiap nenbuka persidangan, kecuali dalam
perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, '™
sebagai mana ditent ukan dal am Pasal 153 ayat (3) KUHAP. d eh
karena, hukuman pidana berakibat hebat bagi kepentingan
terdakwa, maka harus samasekal i tiada persangkaan terhadap
haki m akan bertindak tidak adil.!”™ Khalayak ramai harus
di beri  kesenpatan untuk nenyaksi kan sidang peneriksaan
per kara pidana, sehingga dapat nmengawasi sendiri jal annya
peneri ksaan itu.

Pasal 265 ayat (2) nenentukan bahwa sidang peneri ksaan
perm ntaan peni nj auan kenbali di pengadil|l an negeri dihadiri
ol eh penobhon dan jaksa penuntut unum serta nereka dapat
nmenyanpai kan pendapat nya masi ng- masi ng. Dengan ”nereka yang

n 176

i kut hadir dan turut serta anbil bagian dal am si dang

peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali di pengadil an

8Luhut M P. Pangaribuan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik,
Menori Bandi ng, Kasasi, Peninjauan, Kenbali, Op. Ct., hal. 4.

" ndonesia A, Op. Cit., ps. 153 ay. (3).
SR Wrjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 32-33.

1M Yahya Harahap, Loc. Git.
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negeri, nerupakan al asan yang cukup untuk dapat nenyatakan
bahwa sifat peneri ksaan "resm dan terbuka untuk umuni.
Objek Pemeriksaan Sidang

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHAP, haki m yang ditunjuk
ol eh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk
meneri ksa apakah perm ntaan peninjauan kenbali di maksud
menenuhi  alasan yang telah ditentukan. Hakim tersebut
meneri ksa dan neneliti serta nenguji al asan perm ntaan
peni nj auan kenbali itu dengan ber pedoman kepada al asan yang
di sebut dal am Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Artinya, sidang di
pengadi | aan negeri difokuskan kepada peneriksaan al asan
perm ntaan peni njauan kenbali. Terhadap alasan yang
nmendasar i perm ntaan peni njauan kenbal i itul ah  haki m
mengar ahkan peneri ksaan, dan tidak diperkenankan untuk
meneri ksa hal -hal yang berada di luar alasan itu. Hakimitu
hanya berwenang nenilai secara formal belaka, sedangkan
penilaian terhadap alasan perm ntaan peninjauan kenbali
dari segi materiil adal ah wewenang Mahkanah Agung.

Haki m pengadilan negeri yang nelakukan peneriksaan,
terbatas hanya sekedar ”"nenberi pendapat” yang dituangkan
dal am berita acara pendapat, dan terserah kepada Mahkanmah

Agung apakah nenerim atau tidak pendapat tersebut. Hal ini
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berarti, berita acara pendapat ”"tidak” bersifat nenentukan
atau tidak determ nan, nelainkan hanya berupa ”saran” yang
dapat di kesanpi ngkan begitu saja ol eh Mahkamah Agung. !”’
Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara

Pendapat

Si dang peneri ksaan pernintaan peninjauan kenbali di
pengadi | an negeri nenghasil kan 2 (dua) berita acara, yakni
a. Berita Acara Pemeritksaan

Menurut Pasal 265 ayat (3) KUHAP, peneriksaan sidang
perm ntaan peninjauan kenbali dituangkan dalam “berita
acara peneriksaan”, yang nenuat senua pendapat dan keadaan
yang tinbul dalam peneri ksaan tersebut dan ditandatangani
ol eh hakim jaksa, penohon dan panitera. Ketentuan tersebut
mer upakan penyi npangan dari Pasal 202 ayat (4) KUHAP, yang
menent ukan bahwa berita acar a peneri ksaan cukup
di t andat angani ol eh haki m ket ua sidang dan panitera. Dengan
ket entuan khusus Pasal 265 ayat (3) itu, maka terhindarlah
kemungki nan adanya peneriksaan dan Dberita acara yang
di buat - buat ol eh hakim dan panitera, ’® karena berita acara

dal am peneri ksaan sidang perm ntaan peninjauan kenbal

Y bid., hal. 626.

8 bid., hal. 627.
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bukan hanya ditandatangani ol eh haki m dan panitera, tetapi
juga ol eh penphon dan j aksa.
b. Berita Acara Pendapat

Berita acara pendapat adal ah pendapat dan kesi npul an
yang berisi penjelasan dan saran dari pengadilan negeri
kepada WMahkamah Agung, yang dibuat berdasarkan ”berita
acara peneri ksaan” (Pasal 265 ayat (3) KUHAP). Penjel asan
dan saran tersebut merupakan usul pengadilan negeri agar
perm ntaan peni njauan kenbali ditolak, jika alasan yang
di aj ukan dan nendasari perm ntaan itu tidak menmenuhi hal -
hal yang ditentukan dal am Pasal 263 ayat (2). Sebaliknya,
jika alasan yang nendasari perm ntaan peninjauan kenbali
tel ah bersesuai an dan nenenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2)
di maksud, nmaka penjelasan dan saran dari pengadilan negeri
adal ah berupa usul agar Mahkamah Agung nenerinma perm ntaan
peni njauan kenbali itu. Dalam hal nenbuat berita acara
pendapat tentang peneriksaan sidang pernintaan peninjauan
kenbal i, hakim harus bertitik tolak kepada berita acara
peneri ksaan. Ber dasar kan berita acara peneri ksaan
tersebutl ah, hakim nmenyusun dan nmerunuskan berita acara
pendapat , sesuai dengan Pasal 265 ayat (3) bahwa

"...berdasarkan berita acara peneriksaan itu dibuat berita

103

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



acara pendapat yang ditandatangani ol eh hakim ketua dan
panitera”.
Melanjutkan Permintaan Kepada Mahkamah Agung

Pengadi |l an negeri nel anjutkan perm ntaan peninjauan
kenbal i kepada Mahkamah Agung, diatur dal am Pasal 264 ayat
(5) vyang berbunyi: ”Ketua pengadilan segera nengirinkan
sur at perm ntaan  peni nj auan kenbal i beserta  berkas
per karanya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan
penj el asan,” dan Pasal 265 ayat (4) yang berbunyi:

Ket ua pengadi | an segera nmel anj ut kan per m nt aan

peni nj auan kenbali yang dilanpiri berkas perkara

sermula, berita acara peneriksaan dan berita acara

pendapat kepada Mahkanmah Agung yang tenbusan surat

pengant ar nya di sanmpai kan kepada penohon dan | aksa.

Rumusan Pasal 265 ayat (4) tersebut, lebih terperinci

dan lebih sesuai |etaknya jika di hubungkan dengan proses

dan pr osedur yang mengi kut i perj al anan per m nt aan
peni nj auan kenbali. Hal mnmana menentukan dengan terperinci
hal terkait perm ntaan peninjauan kenbali, yang harus

di ki ri nkan pengadi | an negeri kepada Mahkamah Agung, yakni

a. surat perm ntaan peni njauan kenbal i
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b. berkas perkara senula sel engkap-I|engkapnya, termasuk
berita acara peneriksaan sidang dan segala surat-surat
yang ber hubungan, serta senua putusan terdahul u,

c. berita acara peneri ksaan, serta

d. berita acara pendapat perm ntaan peninjauan kenbali .

Pengadi | an negeri, juga berkewaji ban nenyanpai kan tenbusan

surat pengantar pengirinman perm ntaan itu kepada penphon

j aksa, dan pengadilan tinggi yang bersangkutan.

3. Pemeritksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung

Undang- undang tidak menberi penegasan bagai nana tata
cara peneriksaan perm ntaan peninjauan kenbali di Mhkanmah

Agung. Terhadap peneriksaan kasasi biasa diatur Pasal 253

ayat (2) KUHAP yang nenegaskan, peneriksaan dalam tingkat

kasasi di | akukan ol eh Mahkamah Agung dengan:

sekurang- kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas
perkara yang diterima dari pengadilan |ain daripada
Mahkamah  Agung, ~ yang terdiri dari berita acara
peneri ksaan penyidik, berita acara peneriksaan di
si dang, senua surat-surat yang tinmbul di sidang yang
ber hubungan dengan perkara itu beserta putusan
pengadi | an tingkat pertama atau tingkat terakhir.

Sedangkan Pasal 266 KUHAP |angsung nengatur hal-hal yang

ber hubungan dengan putusan perm ntaan peninjauan kenbali,

sehi ngga tenpat berpaling yang paling dekat dan tepat tiada
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| ai n kepada Pasal 253 ayat (2) itu. Pada haki katnya tidak
ada perbedaan fungsi dan tujuan antara peneri ksaan kasasi
dengan peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali. Mhkamah
Agung sanma-sama bertindak nel akukan ”"fungsi yustisial”,
sama- sama neneri ksa dan nmengadi i perm ntaan yang diaj ukan
kepadanya. Adapun perbedaan prosedur yang nmengiring
masi ng-masi ng perm ntaan itu, tidak nerupakan faktor yang
menbedakan keduanya ditinjau dari segi fungsi yustisia
Mahkamah  Agung. Pasal 253 ayat (2) dapat diterapkan
sepenuhnya dengan nenyesuai kan kepentingan yang di but uhkan
ol eh pereri ksaan perni ntaan peni njauan kenbal i. "

Pada asasnya, yang ditegaskan dal am Pasal 40 ayat (1)
UU No. 14 Tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung neneri ksa dan
menutus dengan  sekurang-kurangnya tiga. orang hakim
Konkrit nya, Mahkamah ~ Agung ber si dang dengan " haki m
majelis”, dan jum ahnya harus selalu ganjil, seorang
berti ndak sebagai hakim ketua dan |ainnya sebagai hakim
anggota. Dengan dem ki an, tata cara peneriksaan perm ntaan

peni nj auan kenbal i dapat di sinpul kan sebagai beri kut:

1M Yahya Harahap, Qp. Cit., hal. 629-630.
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a. dil akukan ol eh Mahkamah Agung dengan sekurang- kurangnya
3 (tiga) orang haki m

b. peneri ksasan didasarkan atas berkas perkara senul a,
berita acara peneriksaan perm ntaan peninjauan kenbali
dan berita acara pendapat .

Lili k Mul yadi nmengenukakan, Setelah perkara peninjauan
kenbali diterima ol eh Mahkamah Agung, maka berkas perkara
tersebut diteliti dan ditelaah untuk nengetahui kel engkapan
formal nya. Apabila kel engkapan formal tidak dipenuhi
m sal nya tanpa surat kuasa atau dengan surat kuasa tidak
khusus, maka nantinya hal ini akan nenyebabkan pernohonan
peni njauan kenbali itu dinyatakan tidak dapat diterim
(niet onvant kel i jk verkl aard). Peneri ksaan peni nj auan
kenbali ol en Mahkamah Agung dil akukan secara tidak | angsung
dan atas dasar Dberkas perkara. Dalam praktek terjadi,
apabi |l a setelah peneriksaan berkas perkara dilakukan dan
atas penjelasan Hakim Tinggi Raportir, maka majelis hakim
peni nj auan kenbali bernusyawarah untuk nenutus perkara dan
meneliti net konsep putusan yang di buat ol eh Haki m Ti nggi

Raportir, 1 dan kenudian diserahkan kepada panitera

180 i1 ik Milyadi, Op. Cit., hal. 255.
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pengganti untuk penyel esai an pengeti kan putusan peninjauan
kenbali. Putusan itu diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk unmum 8!

dan kenudi an ditandatangani ol eh
haki m ngj el i s.
D. PUTUSAN ATAS PERMINTAAN PENIJAUAN KEMBALI

Pasal 266 KUHAP secara tegas nenyatakan bahwa pidana
yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kenbali tidak
bol eh nel ebi hi pidana yang telah dijatuhkan dal am putusan
semul a, dan pada dasarnya juga telah nenentukan secara
limtatif putusan yang dapat dijatuhkan, yaitu:
1. Permintaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Mahkamah  Agung  dapat nmenj at uhkan  putusan yang
nmenyat akan perm ntaan peninjauan kenbali "tidak dapat
diterima”. Putusan dijatuhkan berdasarkan beberapa al asan,
yang pada pokoknya karena tidak nenenuhi syarat formal,
bai k berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 263
ayat (1), maupun atas dasar al asan yang di sebut dal am Pasal

266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:

a. Permintaan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak

18l ndonesi a C, Undang-undang Tent ang Mahkamah Agung, No. 14 Tahun
1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Loc. cit. ps. 40 ayat (2).
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Ber dasar kan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat di katakan
bahwa undang-undang telah nenentukan orang yang berhak
mengaj ukan pernintaan peninjauan kenbali, yakni hanya
terpi dana atau ahli warisnya. Perm ntaan peninjauan kenbal i
harus nenenuhi syarat formal, harus diajukan ol eh terpidana
atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dan nendapat
kuasa khusus dari terpidana atau ahli warisnya untuk hal
Itu. Apabila penohon tidak nenenuhi syarat formal tersebut,
maka Mahkamah Agung akan nenyat akan dal am put usannya bahwa
per nohonan peni nj auan kenbali ”tidak dapat diterinma” dengan
al asan ”penohon peninjauan kenbali” bukan terpidana atau
ahli warisnya, sebagai mana ditentukan Pasal 263 ayat (1).

b. Surat Permintaan Tidak Memenuhi Pasal 266 ayat (1) KUHAP

Menurut ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, jika
perm ntaan - peni nj auan kenbali tidak menenuhi ketentuan
sebagai mana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), naka Mahkamah
Agung mnenyat akan bahwa permi ntaan peninjauan kenbali ”"tidak
dapat diterim”. Al asan yang mendasar i per m nt aan
peni nj auan kenbali harus nengenai al asan yang di sebut dal am
Pasal 263 ayat (2), karena diluar atau nenyinpang dari

al asan-al asan yang disebut itu dianggap tidak nenenuh
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syarat formal dan konsekwensi hukummya adal ah perm ntaan
seperti itu dinyatakan "tidak dapat diterina”. %
2. Putusan Menolak Permintaan Peninjauan Kembali

Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP nenyatakan bahwa
Mahkamah Agung dapat nmenjatuhkan putusan yang nenyatakan

"menol ak” perm ntaan peni njauan kenbal i, dal am hal:

eal asan keberatan yang nendasari perm ntaan peninjauan
kembal i dirunmuskan ol eh penmobhon sesuai dengan al asan yang
dirinci dan ditentukan, sehingga secara formal telah

menenuhi ket entuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP

e nanun, neskipun alasan perm ntaan tersebut sah secara
formal, tetapi alasan itu "tidak dapat di benarkan”.

Al asan perm ntaan peninjauan kenbali tidak dapat
di benar kan kenungki nan di sebabkan ol eh beberapa hal, yaitu:
a. Alasan itu secara factual “tidak dapat” dinilai sebagai
keadaan baru atau novum karena keadaan baru yang

di kenukakan ol eh penohon:
1) "bukan” nerupakan keadaan baru yang secara nyata dapat
meni nbul kan dugaan kuat akan nenghasil kan putusan | ain

seandai nya keadaan itu di ketahui sel ama persi dangan;

182 M Yahya Harahap, Op. Gt., hal. 630-631.
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2) atau secara nyata “"tidak nenpunyai nilai” sebagai
keadaan baru yang dapat nenpengar uhi putusan.
Keadaan baru atau novum yang dapat dinilai sebagai
keadaan yang dapat nenpengaruhi putusan, harus berupa
dan bersifat keaadaan nyata yang benar-benar relevan
sebagai fakta baru yang nenpunyai daya dan nil ai
mel unpuhkan fakta |ama yang diwij udkan dal am putusan
yang di mi nt akan peni nj auan kenbal i .
b. Alasan yang dikenukakan penpbhon “tidak benar”, tidak
t erdapat saling pertentangan antara pel bagai putusan.
c. Alasan yang di kenmukakan penohon "tidak benar”, putusan
ti dak nengandung kehil afan atau kekeliruan haki m
O eh karena nenurut pendapat dan penil ai an Mahkamah Agung,
alasan yang di kemukakan oleh penohon "tidak dapat
di benarkan”, maka perm ntaan peni njauan kenbali seperti itu
harus  "ditol ak”. Dengan dem kian  putusan  penol akan
di j at uhkan, apabila Mahkamah Agung tidak nenbenarkan al asan
penohon yang nel andasi perm ntaan peni njauan kenbali itu.
3. Putusan Membenarkan Alasan Pemohon
Menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, Mahkamah
Agung dapat " nenbenarkan” al asan yang di kenukakan penohon

serta nmenjatuhkan putusan yang nenbatal kan putusan yang

di m nt akan peni njauan kenbali. Perm ntaan itu ”di benarkan”

183 bid., hal. 633.
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apabila secara formal alasan nenenuhi ketentuan Pasal 263
ayat (2), seperti judex factie dengan jelas nenperlihatkan
suat u kekhi | af an haki m atau kekel i ruan nyata, atau terdapat
pertentangan antara pertinbangan hukum dan amar putusannya

judex factie, ¥ yang dapat dirinci sebagai berikut:

e Keadaan baru yang dikemkakan penohon secara factua
menpunyai nilai dan relevansi yang sanggup nel unpuhkan
keadaan yang tertuang dal am putusan senul a; atau

e Secara nyata dan konkrit terdapat saling pertentangan

ant ara pel bagai putusan; atau

e Dal am putusan dijunpai kekeliruan yang fatal, yang ol eh
hukum ti dak nungkin ditolelir, dan sebagai nya.
Mahkamah Agung juga dengan serta nerta nenj atukan putusan:
a. Putusan Bebas
Mahkamah Agung nenj at uhkan putusan bebas, apabil a:
- Al asan keadaan baru vyang didukung oleh ”bukti baru”
nmel umpuhkan ket erbukti an kesal ahan terpidana. Hal itu
di ni | ai dan dianggap neni adakan penbuktian semul a,

sehi ngga kesal ahan terdakwa di anggap tidak terbukti; atau

184 i1ik Mulyadi, Loc. Gt., hal. 258.
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- Dal am putusan judex factie terdapat kekeliruan haki m yang
sedem kian rupa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum Hal dem kian tidak bisa dinmafkan atau

bersifat tidak dapat ditolelir, 8

maka unt uk nmenghi | angkan
kekeliruan yang seperti itu tiada jalan selain dengan
j al an nmenbat al kan put usan itu dan nmenbebaskan ter pi dana.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Put uan | epas dari segal a tuntutan hukum apabil a:

- Ternyata keadaan baru vyang dikenukakan ol eh penphon
mewuj udkan suat u keadaan yang nel enyapkan sifat perbuatan
yang di dakwakan menj adi suatu tindakan yang berada di | uar
j angkauan ketentuan tindak pidana, karena apa yang
di | akukan bukanl ah nerupakan kej ahatan at au pel anggar an;

- Atau, saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat
dal am suatu putusan nelunturkan sifat pidana yang
di aki bat akan pertentangan atau kekeliruan itu sendiri.

c. Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum

Putusan tidak dapat nenerinma tuntutan penuntut unum

- Ternyata terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara itu

dul unya sudah pernah di peri ksa dan di putus; atau

18M Yahya Harahap, Qp. Cit., hal. 634-635.
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- Pada saat peneri ksaan sidang berl angsung ternyata terdakwa

8 akan tetapi pengadilan tetap juga

t el ah neni nggal dunia, *

memutus perkara itu dan nenjatuhkan pidana kepada

t er dakwa. Padahal , dengan neni nggal nya terdakwa itu

wewenang jaksa untuk nmenuntut pidana telah hapus,

sebagai mana dit entukan dal am Pasal 77 KUHP
d. Putusan Menerapkan Ketentuan Pidana Yang Lebih Ringan

Put usan dengan nener apkan ketentuan pidana yang |ebih

ringan dapat terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya
ber si f at alternatif atau subsidiaritas.® M sal nya:
Ter dakwa di dakwa secara altenatif nelakukan tindak pidana,
primair penmbunuhan yang direncanakan, subsidair penbunuhan,
subsi dai r | agi pengani ayaan nengaki bat kan kemat i an.
Pengadi | an menut uskan, t er dakwa di j at uhi hukuman
berdasar kan dakwaan primair, vyakni nelakukan kejahatan
penbunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).

e Setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, terdakwa

nmengaj ukan per nmohonan peni njauan kenbali. Sesuai al asan

yang di kenukakan dalam pernohonan, ternyata dal am

185pasal 77 KUHP nenyatakan bahwa “kewenangan menuntut pidana
hapus jika terdakwa neninggal dunia”, Melyatno, Op. Ct, hal. 32.

18’M  Yahya Harahap, Qp. CGit., hal. 638.
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putusan itu dapat dilihat kekhilafan atau kekeliruan
yang nyata, atau terdapat keadaan baru yang ”bernil ai
dan nel unmpuhkan” keadaan yang nmenbukti kan perencanaan
tindak pidana itu. Dengan dem kian tindak pidana yang
tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah kejahatan
penbunuhan sesuai dakwaan subsidair (Pasal 338 KUHP);

at au

mungki n juga kekeliruan haki m maupun keadaan baru itu
menpunyai nilai kekuatan yang dapat nel unpuhkan hal - hal
yang telah dianggap terbukti bersal ah  nel akukan
kej ahat an penbunuhan, karena kekeliruan atau keadaan
baru dapat dan "nenpunyai nilai” dan "daya yang
nmel enyapkan” kesengaj aan nenghi |l angkan nyawa orang
| ain, sehingga yang dapat diterapkan adalah dakwaan
| ebi h subsi dai r, pengani ayaan yang nmengaki bat kan

kemati an (Pasal 351 ayat (3) KUHP)

115

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



BAB 1V
PEMERIKSAAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN
KETERANGAN SAKS1 SEBAGAI NOVUM DALAM PERKARA

TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

Penmbahasan per kar a pi dana peni nj auan kenbal i

menenpat kan dua al asan penting secara doktrin yang tidak

dapat ditinggal kan, yakni

Conflict wvan rechtspraak, apabila dalam putusan yang
berl ai nan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti,
akan tetapi ternyata satu sana | ain saling bertentangan.

Novum apabila suatu keadaan yang baru diduga kuat akan
menghasi | kan putusan  yang akan menbebaskan at au

nel epaskan terpidana dari tuntutan hukum atau tuntutan
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penuntut unum tidak dapat diterima, atau diterapkan

ketentuan pidana lain yang lebih ringan, jika keadaan

itu di ketahui pada waktu sidang masi h berl angsung. 88
Sehubungan kedua al asan penting dalam peninjauan kenbali
tersebut secara unum telah penulis kenukakan pada bab
sebel umya, dan ol eh karena penelitian ini secara khusus
adal ah nengenai peneri ksaan saksi sebagai novum dal am
sidang peninjauan kenbali, maka wuraian dalam bab inipun
akan nenitikberat kan kepada penbahasan proses peneriksaan
perm nt aan peni nj auan  kenbal i dal am perkara pidana
peni nj auan kenbali atas nanma terpidana Pol | ycarpus Budi hari
Priyanto sebagai studi kasus.

Pada dasarnya, agak sulit nenenukan pengertian istilah
novum dal am ket ent uan perat uran perundang-undangan. Menur ut
Cemar Senoaji, apa yang di naksud dengan novum dirunuskan
dal am Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 1980 Tentang Peni njauan Kembali Putusan Yang Tel ah
Menperol en Kekuatan Hukum Tetap, sebagaimana kenudi an
di akonodi r dal am KUHAP pada Pasal 263 ayat (2) huruf a.

Nanmun, hal inipun tidak nmenmuat pengertian istilah novumitu

1884, Qemar Seno Adji, Op. Cit. hal. 38-40.
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sendiri. Baik dalam KUHAP sendiri, maupun dal am ketentuan
| ai n yang nmengat ur nmengenai upaya hukum peni nj auan kenbal i,
seperti UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 dan
UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehaki man, atau UU
No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah
Agung tidak nenuat pengertian istilah novum Demni kian juga
dal am Per aturan Mahkamah Agung yang berl aku sebel um KUHAP,
juga tidak ditenmukan pengertian istilah novum

Pengertian novum dapat di perol eh nelalui penel usuran
kepust akaan, sebagai hasil|l penyinpul an berbagai peraturan
per undang- undangan yang rel evan. Novum adal ah suatu keadaan
baru, yang nerupakan alasan suatu peristiwa berupa fakta-
fakta yang sanma sekali baru dan belum pernah didalilkan
atau di maj ukan sebelummya di rnmuka sidang pengadilan atau
alasan itu baru nuncul kenudian. Hal mana keadaan baru
(novum tersebut apabila di ketahui dan di maj ukan pada waktu
si dang pengadilan terdahulu masih berlangsung maka di duga
kuat akan nenghasil kan putusan yang akan nenbebaskan atau
mel epaskan terpidana dari tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut unmum tidak dapat ditering, atau diterapkan

ket entuan pidana | ain yang | ebi h ringan.
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A_. PEMERIKSAAN SAKSI1 SEBAGAI NOVUM

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara peneriksaan
tersangka dengan saksi, tata cara penanggilan dan
peneri ksaan dil andasi ol eh peraturan dan prinsip yang sama
KUHAP nengatur hanmpir seluruhnya dalam pasal yang sanma.

Ket entuan dal am BAB XVI |1 Bagi an Kedua KUHAP yang nengat ur

tentang peninjauan Kkenbali, "tidak nengatur” nengena
bagai mana tata cara peneriksan saksi dal am sidang
peni nj auan kenbal i. Sehingga dapat disinpulkan bahwa tata

cara peneriksan saksi dalam sidang peninjauan kenbal
ber pedoman kepada peraturan dan prinsip yang sanma dengan
tata cara peneriksaan dal am si dang pengadi |l an " bi asa”.

Tuj uan peneri ksaan saksi adal ah untuk nenenukan
kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan cara
mendengar keterangan saksi nengenai apa yang diketahui
di i hat, didengar, dan dialam nya sehubungan perkara pidana
yang sedang diperiksa itu. Dem kian juga halnya dengan
peneri ksaan novum juga untuk nengejar dan nenenukan
kebenaran materiil dari suatu keadaan baru (novum yang
di kemukakan ol eh penobhon peni njauan kenbali dal am perkara
pi dana atas putusan pengadilan vyang telah nenperoleh

kekuat an hukum tetap. Hal mana keadaan baru (novun) yang
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di kemukakan dal am perm ntaan peninjauan kenbali tersebut
adal ah berupa keterangan saksi. Sehubungan tata cara
penmanggi |l an dan peneri ksaan saksi di sidang pengadilan
tel ah diurai kan penulis pada bab sebel umya, naka sub bab
i ni hanya akan nenbahas peneriksaan saksi sebagai novum
dal am sidang perm ntaan peninjauan kenbali, khususnya
mengenai ”obj ek” peneri ksaan sidang tersebut.

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHAP, haki m yang ditunjuk
ol eh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk
meneri ksa apakah pernintaan peninjauan kenbali di maksud
menenuhi  al asan yang telah ditentukan ol eh undang-undang.
Haki m tersebut neneri ksa dan neneliti serta nmenguji al asan
perm ntaan peninjauan kenbali itu dengan berpedonan kepada
al asan yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP
Artinya, sidang di pengadilaan negeri difokuskan kepada
peneri ksaan al asan perm ntaan peninjauan kenbali. Terhadap
al asan yang nendasari perm ntaan peninjauan kenbali itulah
haki m nengarahkan peneriksaan, dan tidak diperkenankan
untuk neneriksa hal-hal yang berada di luar alasan itu.
Haki m di sidang pengadilan negeri hanya berwenang nenila
secara formal bel aka, sedangkan penilaian terhadap al asan

perm ntaan peninjauan kenbali dari segi materiil adal ah
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wewenang Mahkamah Agung. Hakim pengadilan negeri yang
nmel akukan peneri ksaan, terbatas hanya sekedar "nenber
pendapat” yang dituangkan dal am berita acara pendapat, dan
terserah kepada Mahkamah Agung apakah nenerinma atau tidak
pendapat tersebut. Hal ini berarti, berita acara pendapat
"tidak” ber si f at menentukan atau tidak determ nan,
nmel ai nkan hanya berupa ”saran” yang dapat di kesanpi ngkan
begitu saja ol en Mahkamah Agung. ®°

Sehubungan dengan Pasal 265 ayat (2) KUHAP yang
nmenent ukan adanya hak terpidana atau penohon untuk
menyanpai kan pendapat dal am sidang peneri ksaan peninjauan
kenbal i dapat  neni nbul kan pernmasal ahan, apakah dapat
nmengaj ukan pendapat agar saksi diperiksa dan didengar
ket er angannya dal am si dang tersebut? Menurut Yahya Harahap,
dal am pel aksanaan peneri ksaan per m nt aan peni nj auan
kenbal i, belum ada pengadilan yang nelangkah untuk
nmendengar keterangan saksi. Peneriksaan yang dil akukan,
paling hanya terbatas pada peneriksaan surat-surat dan

mendengar pendapat jaksa penuntut unmum dan terpidana atau

18\M  Yahya Harahap, Pereriksaan Sidang Pengadilan, Banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kenmbali, Op. Gt., hal. 626.
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penohon. 1% Pengadi |l an terikat pada runusan Pasal 265 ayat
(1) yang telah nenbatasi ruang |ingkup peneriksaan, yaitu
terbatas pada asas “untuk neneriksa apakah perm ntaan
peni nj auan kenbali nmenenuhi al asan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 263 ayat (2)”.

Sesuai  dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP
ket erangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang
di dengarnya, dilihatnya, atau dialam nya sendiri nengena
suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai al at
bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang
pengadi |l an. Hal ini berarti bahwa keterangan saksi yang
di nyat akan diluar sidang pengadilan bukan alat bukti, dan
tidak dapat dipergunakan untuk nenbukti kan kesal ahan
terdakwa. Andi Hanrah nengenukakan, bahwa penting pula
haki m mem nta tanggapan terdakwa nengenai keterangan saksi,
begitu pula penuntut unum dan penasi hat hukum ber kesenpat an
bertanya kepada saksi atau terdakwa nelal ui ketua sidang,
sebagai mana nmaksud Pasal 164 KUHAP. O eh karena itu, dengan
bertiti k-tol ak kepada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan

Pasal 265 ayat (2) KUHAP itu, maka penohon perm ntaan

199 pid., hal. 627

191Andi Hanzah, Op. Cit. hal. 239.
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peni nj auan kenbali berhak nengaj ukan pendapat agar saksi
di peri ksa dan di dengar ket er angannya dal am si dang
peneri ksaan peni njauan kenbali di Mhkamah Agung.

Peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali, bukan
seluas kuantitas dan kualitas peneriksaan perkasa semula
juga tidak berarti bukan arena sidang perkara biasa.
Peneri ksaan pern ntaan peninjauan kenbali merupakan arena
sidang untuk nencari dan nmenenukan ”kebenaran sejati” yang
berupa kebenaran materiil. Peneriksaan dan penyanpai an
pendapat, harus diartikan dal am paham yang |ebih |uas dan

tidak formalistis, 1%

atau sekedar nenbaca dan nmenmbandi ngkan
antara al asan yang di kenukakan dengan ketentuan Pasal 263
ayat (2). Jika ada saksi baru yang di duga dapat nengungkap
atau nenyi ngkap tabir keadaan terdahulu yang diselinmuti
ket i dakbenaran, nmaka terhadap saksi itu harus dilakukan
peneri ksaan. Dengan dem ki an, untuk mnencari dan nenenukan
kebenaran materiil dari suatu keadaan baru (novum), maka

peneri ksaan terhadap saksi sebagai novum harus dil akukan

dal am si dang perm ntaan peni nj auan kenbali .

192\ Yahya Harahap, Loc. Gt., hal. 627.
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B. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI1 SEBAGAI
NOVUM
1. Alat Bukti Keterangan Saksi Sebagai Novum

Sebagai mana tel ah penulis kenukakan pada bab terdahulu
bahwa pada dasarnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah
nmenent ukan secara limtatif macam nacam alat bukti yang
sah, yakni: Kketerangan saksi, keterangan ahli, surat,
pet unj uk, dan keterangan terdakwa. Pernmasal ahannya adal ah
bagai mana dengan novum yang tidak disebutkan dalam Pasal
184 ayat (1) KUHAP itu, bilamana atau dapat kah suatu novum
di anggap sebagai alat bukti yang sah? Permasal ahan ini
muncul , karena selain alat bukti yang sudah ditentukan
dal am Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak dibenarkan
di pergunakan unt uk nmenbukti kan kesal ahan terdakwa.

Per adi | an terikat dan t er bat as hanya bol eh
menper gunakan jenis alat bukti yang sudah ditentukan ol eh
undang- undang, sedangkan penbuktian dengan alat bukti di
luar jenis itu tidak nmenpunyai nilai serta tidak nenpunyai
kekuat an penbuktian yang nengi kat. O eh karena itu, suatu
keadaan baru (novum dapat nenjadi suatu alat bukti yang
sah "hanya” jika berwjud sebagai alat bukti yang sah

seperti yang telah ditentukan itu. Hal ini berarti, novum
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sebagai alat bukti yang sah dapat berupa alat bukti
ket erangan saksi, keterangan ahli, atau surat. Dengan
dem ki an, jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu
di kai t kan dengan novum yang nerupakan suatu keadaan baru,
maka novum berupa keterangan saksi adal ah suatu al at bukti
berupa keterangan saksi nmengenai fakta-fakta yang belum
pernah didalil kan atau di maj ukan sebel utmya di nuka si dang
pengadi | an perkara di maksud atau keterangan saksi itu baru
muncul kerudi an.
2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Novum

Ket erangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus
sal i ng ber hubungan, sehi ngga dapat menbent uk  suatu
ket erangan yang nenbenarkan adanya suatu Kkejadian atau
keadaan tertentu. N lai kekuatan penbuktian keterangan
saksi sebagai sangat berkaitan erat dengan nilai kebenaran
ket erangan  saksi Itu sendiri. Ket erangan saksi yang
mengandung kebenaran akan nenperoleh kekuatan penbuktian
yang dapat nenanbah keyaki nan haki m dal am nenut uskan sal ah
ti daknya terdakwa. Disanping itu, nilai kekuatan penbuktian
ket erangan saksi juga berkaitan erat dengan syarat sah atau

ti dak sahnya keterangan saksi sebagai al at bukti.
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Sebagai mana di kenukakan pada bab sebelumya, bahwa
untuk nenj adi saksi seseorang harus menenuhi syarat-syar at
yang telah ditentukan undang-undang. Dem kian juga untuk
novum undang-undang nensyaratkan harus nenpunyai nil ai
kebaruan yang secara nyata dapat neninbul kan dugaan kuat
akan nenghasi |l kan putusan lain seandai nya keadaan itu
di ket ahui sel ana persidangan terdahulu. O eh karena itu,
untuk dapat nenjadi alat bukti yang sah, maka novum berupa
ket erangan saksi harus nenenuhi gabungan antara syarat-
syarat yang telah ditentukan itu. Keterangan saksi sebaga
novum di sanpi ng harus nenenuhi syarat sebagai novum juga
harus nenenuhi syarat sahnya sebagai keterangan saksi.
Adapun syarat-syarat sahnya novum sebagai keterangan saksi
dapat di urai kan sebagai beri kut:

a. Memenuhi Syarat Formal Permintaan Peninjauan Kembali
e Novum di aj ukan ol eh penohon yang sah, yakni diajukan

ol eh terpidana atau ahli warisnya, sebagai mana tel ah

di tentukan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Apabila

ti dak nenmenuhi syarat formal ini, naka Mahkanah Agung

dal am put usannya akan nenyat akan pernohonan peni nj auan
kenbali tidak dapat diterim, dengan alasan penohon

peni nj auan kenbal i bukan terpidana atau ahli warisnya;
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e Novum vyang diajukan kepada WMhkamah Agung harus
ber dasarkan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 266
ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Al asan
yang nendasari perm ntaan peninjauan kenbali harus
nmengenai al asan yang di sebut dal am Pasal 263 ayat (2),
karena jika nenyinpang dari alasan yang telah
ditentukan itu neka dianggap tidak nenenuhi syarat
formal dan konsekwensi hukummya adal ah perni ntaan
di nyatakan "tidak dapat diteri m”
b. Keterangan Saksi Sebagai Novum Mempunyair Nilai Kebaruan
yang Sanggup Melumpuhkan Putusan Semula

Novum yang di maksud ol eh Pasal 263 ayat (2) huruf a
KUHAP adal ah apabila keadaan baru (novum tersebut
di ketahui =~ dan di nmajukan pada waktu sidang pengadil an
terdahulu masih berlangsung naka diduga kuat akan
menghasi | kan putusan yang akan nenbebaskan atau nel epaskan
terpi dana dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut unmum
ti dak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana lain
yang lebih ringan. Dengan dem kian dapat disinpul kan,
undang- undang mensyar atkan  bahwa  suatu novum  harus
menpunyai ni | ai kebaruan yang secara nyata dapat

meni nbul kan dugaan kuat akan nenghasil kan putusan lain
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seandai nya keadaan itu diketahui sel ama  persi dangan
terdahul u. Keadaan baru (novum itu, harus berupa dan
bersi fat keaadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai
fakta baru yang nenpunyai daya dan nilai yang dapat
mel unpuhkan fakta |am, sehingga dapat dinilai sebaga

keadaan baru yang dapat nenpengaruhi putusan. Dem kian juga
ket erangan saksi sebagai novum harus nmenpunyai "nil ai

kebaruan”, yang dapat dinilai sebagai keadaan baru yang
dapat nenpengaruhi putusan semnula. Keadaan baru (novun)
tersebut harus berupa keterangan saksi yang dikenukakan
ol eh penohon secara factual nenpunyai nilai dan rel evans

yang sanggup nelunpuhkan keadaan yang tertuang dal am
193

putusan yang senul a.

c. Saksi Sebagai Novum Wajib Mengucapkan Sumpah

Sebel um saksi nenberikan keterangan, ia terlebih
dahul u harus nengucapkan sunpah atau janji, yang nenyat akan
bahwa ia akan nenberi ket erangan yang sejujurnya,

sebagai rana maksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Namun
dem ki an, sepanj ang pengadi | an nenganggap perlu, Pasal 160

ayat (4) KUHAP juga nenbuka kermungki nan dalam hal saksi

193 1 pid., hal. 635.
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mengucapkan sunpah setelah ia nenberikan keterangannya.
Artinya, ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat
(4) KUHAP tersebut mewajibkan saksi untuk mengangkat sunpah
atau janji dal am nenberi kan ket erangannya.

Ber dasar kan penjel asan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, dapat
di si mpul kan bahwa keterangan saksi yang tidak disumnpah,
bukanl ah nmerupakan alat bukti keterangan saksi yang sah
menur ut undang-undang, bahkan juga tidak nerupakan al at
bukti petunjuk, karena ”hanya dapat nenperkuat keyakinan
haki nf. Di sanping itu, apabila saksi tanpa alasan yang sah
menol ak unt uk bersunpah atau berjanji sebagai mana perintah
Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, maka berdasarkan
Pasal 161, dengan penetapan hakim ketua sidang saksi
tersebut dapat di kenakan sandera di rumah tahanan negara
paling lama 14 hari. Dengan deni kian, pengucapan sunpah
atau janji ol eh saksi sebagai novum nerupakan syarat form]l
yang mut | ak untuk dil akukan.
d. Saksi Sebagai Novum Harus Telah Dewasa/ Sudah Menikah

Ber dasar kan Pasal 171 KUHAP, maka untuk dapat nenj adi

saksi sebagai novum seseorang harus telah dewasa, yaitu

berusia m nimal |imbel as tahun atau sudah kawi n. Anak yang
bel um berumur |[|inmabelas tahun, orang yang sakit ingatan,
129

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



sakit jiwa, sakit gila neskipun hanya kadang-kadang saj a,
yang dalam penyakit jiwa disebut psikopat, senuanya itu
tidak dapat dipertanggungj awabkan secara senpurna dalam
hukum pi dana. Sehi ngga orang-orang seperti itu tidak dapat
di anbi| sunpah atau janji dalam nenberkan keterangan, dan
ket erangannya hanya di pakai sebagai petunjuk, sebagaimna
maksud penj el asan Pasal 171 KUHAP.
e. Keterangan Saksi Sebagar Novum Harus Diberikan di Sidang
Pengadilan

Ket erangan saksi sebagai novum berupa keterangan
tentang sesuatu vyang didengar, dilihat, atau dialam
sendiri oleh saksi terhadap suatu peristiwa pidana, akan
dapat bernilai sebagai alat bukti jika keterangan tersebut
di nyat akan ol eh saksi dal am si dang pengadil an, sebagai mana
maksud Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Hal I ni berarti,
ket erangan yang di nyatakan di |uar sidang pengadil an bukan
al at bukti, dan tidak dapat di pergunakan untuk nenbuktikan
kesal ahan ter dakwa.
T. Keterangan Yang Diberikan Bernilai Sebagai Alat Bukti

Ket erangan yang diberikan oleh saksi sebagai novum
harus nerupakan suatu hal yang ia dengar, ia lihat dan ia

alam sendiri dengan nenberi kan al asan dari pengetahuannya
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itu,
apabi
maka

saksi

sebagai mana maksud Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sehingga
| a di kaitkan dengan pasal 185 jo. penjelasan KUHAP,

dapat di si npul kan, sebagai berikut:

Keterangan di luar pendengaran, penglihatan, atau
pengal aman sendiri tentang suatu peristiwa pidana,
ti dak dapat dijadi kan dan dinilai sebagai alat bukti,
dan tidak nmenpunyai kekuatan nil ai penbukti an.

Ket erangan yang di perol ehnya bersunber dari atau hasi
pendengaran dari orang lain testinonium de auditu,
tidak nmenmpunyai nilai sebagai alat bukti, dan tidak
mem | i Ki kekuat an penbukti an unt uk menbukt i kan
kesal ahan yang di dakwakan kepada terdakwa, karena

bert ent angan dengan syarat pasal 1 butir 27 KUHAP

Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasi |
pem ki ran saja, bukan nerupakan keterangan saksi.
Berarti, keterangan saksi yang seperti itu, harus
di kesanpi ngkan dari kesal ahan terdakwa, dan tidak
dapat dinilai sebagai alat bukti.

Ji ka syarat-syarat tersebut terpenuhi, nmaka keterangan

sebagai novum akan nmem liki nilai sebagai alat bukti

dan dengan sendirinya nel ekat nilai kekuatan penbukti an.

3. Putusan Atas Alasan Keterangan Saksi Sebagai Novum
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Apabila syarat sahnya saksi sebagai novum telah
terpenuhi, naka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b
KUHAP, Mahkamah Agung dapat ”nmenbenarkan” alasan yang
di kenukakan penohon serta nmenj at uhkan putusan  yang
menbat al kan putusan yang dim ntakan peninjauan kenbali .
Permi ntaan  peni njauan kenbal i itu "di benarkan” ol eh
Mahkamah  Agung, karena secara formal al asan penohon
menenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, vyaitu
keadaan baru yang di kemukakan penobhon secara factual
menpunyai nilai dan relevansi yang sanggup nel unpuhkan
keadaan yang tertuang dalam putusan yang semula. Selain
"menbenar kan” al asan penohon dan nenj at uhkan putusan yang
nmenbat al kan putusan yang di m nt akan peni njauan kenbali itu,
dengan serta nerta Mhkamah Agung juga akan nenjatuhkan
put usan yang kenmungki nan dapat ber upa:

a. Putusan Bebas
Mahkarmah Agung nenj at uhkan putusan bebas, apabila novum
berupa alat bukti keterangan saksi itu nelunpuhkan
ket erbuktian kesal ahan terpidana dalam peneriksaan
sidang terdahul u. Hal i ni di ni | ai dan di anggap
meni adakan penbuktian peneri ksaan pengadil an serul a atas

perkara yang di m ntakan peni njauan kenbali itu.
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b.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Mahkamah Agung nenjatuhkan putuan |epas dari segala
tuntutan hukum apabila ternyata keadaan baru (novun
berupa al at bukti keterangan saksi itu nmewjudkan suatu
keadaan yang nel enyapkan sifat perbuatan yang di dakwakan
nmenj adi suatu tindakan yang berada di |uar jangkauan
ketentuan tindak pidana, karena apa yang dil akukan
bukanl ah nmerupakan kej ahatan at au pel anggar an.

Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum
Putusan tidak dapat nenerima tuntutan penuntut umum
apabila ternyata keadaan baru (novum) berupa alat bukti
ket erangan saksi itu ”"bernilai dan nelunpuhkan” keadaan
yang nenbukti kan bahwa pel aku tindak pidana adal ah orang
| ai n sel ai n terpidana.

Putusan Menerapkan Ketentuan Pidana Yang Lebih Ringan
Sebagai mana telah dikenukakan di nuka, bahwa putusan
nmener apkan ketentuan pidana yang |lebih ringan dapat
terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya bersifat
alternatif atau subsi di aritas. M sal nya: Ter dakwa
di dakwa secara altenatif mel akukan tindak pidana,
primir penbunuhan yang di rencanakan, subsi dai r

penbunuhan, subsidair |agi pengani ayaan nengaki batkan
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kemat i an. Pengadi | an  nenut uskan, terdakwa dijatuh

hukuman berdasarkan dakwaan primair, yakni nel akukan
kej ahat an penbunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).
Setel ah putusan itu berkekuatan hukum tetap, terpidana
nmengaj ukan pernohonan peni njauan kenbali. Sel anjutnya,
dal am peneri ksaan sidang perm ntaan peninjauan kenbali

kenmudi an hasi | nya kenmungki nan sebagai beri kut:

e Sesuai alasan yang di kemukakan dalam pernohonan,
ternyata keadaan baru (novum berupa alat bukti
ket erangan saksi itu “bernilai dan  nel unmpuhkan”
keadaan yang nenbuktikan perencanaan tindak pidana.
Dengan dem ki an tindak pidana yang tepat diterapkan
terhadap terdakwa adalah kejahatan penmbunuhan sesua

dakwaan subsi dair (Pasal 338 KUHP). Atau

e mungkin juga keadaan baru (novum) berupa alat bukti
ket erangan saksi itu nenpunyai nilai kekuatan yang
dapat nel unpuhkan hal-hal yang tel ah di anggap terbukti
bersal ah nel akukan kej ahatan penbunuhan, karena novum
t er sebut " menpunyai” ni | ai dan kekuat an yang
"mel enyapkan” kesengaj aan nenghil angkan nyawa orang

| ai n, sehingga yang dapat diterapkan adalah dakwaan
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| ebih subsidair, pengani ayaan yang nengaki bat kan

kemati an (Pasal 351 ayat (3) KUHP).
C. ANALISIS KASUS

Al asan penulis nmemlih dan neneliti dengan studi kasus
Put usan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dal am Perkara
Per mohonan Peni nj auan Kenbal i at as nana t er pi dana
Pol | ycarpus  Budi hari Priyanto adalah selain nenarik
perhatian publik atau masyarakat |uas karena korban adal ah
alm Mnir salah seorang aktifis hak asasi nmanusia (HAM
yang cukup terkenal, terutama di sebabkan sangat penting dan
rel evan untuk diangkat karena dalam proses penanganan
perkara pidana kasus ini neninbul kan berbagai pernmasal ahan
dan nenjadi kontroversi di kalangan ahli hukum Analisis
dal am hal ini bertujuan untuk nengetahui bagai mana Mahkamah
Agung dal am neneri ksa pernohonan peninjauan kenbali, dan
juga untuk nengetahui pula apakah peraturan perundang-
undangan yang ada khususnya ketentuan KUHAP telah
di terapkan secara konsisten dalam peneriksaan pernohonan
peni njauan kenbali perkara pidana atas nama terpidana
POLLYCARPUS B.P. yang pada akhirnya nenjatuhkan putusan

sebagai mana yang dituangkan dal am Putusan Mahkamah Agung
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Normor: 109 PK/Pid/2007. Berikut penulis akan nenganalisis
ber bagai permasal ahan yang ada dal am perkara tersebut.
1. Posisi Kasus

Ber dasar kan Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/
2007 Dal am Per kara Pernohonan Peni njauan Kenbali atas nama
t erpi dana Pol |l ycarpus Budi hari Priyanto, neka posisi kasus
perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDI HARI = PRI YANTO bai k
berti ndak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sana
dengan YETI SUSM ARTlI dan CEDI | RI ANTO (dal am berkas
terpi sah) pada hari Senin tanggal 6 Septenber 2004
sanpai dengaan Sel asa tanggal 7 Septenber 2004 atau
setidak-ti daknya pada suatu waktu tertentu dalam
bul an Septenber 2004 bertenpat di dalam Pesawat
Garuda Indonesia Airways Nonor Penerbangan GA-974
tuj uan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP
juncto Pasal 86 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
berwenang neneri ksa dan nengadili perkaranya, telah
nel akukan, nmenyuruh nel akukan atau turut nelakukan
perbuat an dengan sengaja dan direncanakan terlebih
dahul u nenghi l angkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban
MUNI R, S, H. 1

Ter hadap perkara pidana tersebut, pengadi | an tel ah
nmenj at uhkan putusan sebagai berikut:
I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 Desenber

2005, telah nenjatuhkan putusan yang pada pokoknya

adal ah nmenghukum terdakwa POLLYCARPUS B.P., karena

194Mphkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung Dal am Perkara Pi dana
Peni nj auan Kenbali Atas Nana Terpi dana Pol | ycarpus, Op. Cit., hal. 1.
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terbukti secara sah dan neyaki nkan bersal ah nel akukan
per buat an pi dana “turut nel akukan penbunuhan berencana”
dan “turut nel akukan pemal suan surat” dengan hukunan
penj ara sel ama 14 (enpat bel as) tahun; *®
1. Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 27 Maret 2006,
tel ah nenjat uhkan putusan yang pada pokoknya adal ah
menerima perm ntaan banding dari Jaksa Penuntut Urum
dan Terdakwa, serta nenguatkan putusan Pengadil an
Negeri Jakarta Pusat tersebut;
[11. Mahkamah Agung tertanggal 3 Oktober 2006, telah
menj at uhkan putusan yang pada pokoknya adal ah: '’
- Menol ak pernohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Unum dan
mengabul kan per nohonan kasasi dari  Terdakwa, dan
menbat al kan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang

menguat kan putusan Pengadi | an Negeri Jakarta Pusat;

19pengadil an Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Dalam Perkara Pidana Atas Nana Terdakwa Poll ycarpus
Budi hari  Priyanto, (20 Desenber 2005), Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat No. 1361/ Pi d. B/ 2005/ PN. JKT. Pst .

19pengadi |l an Tinggi Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
Dal am Per kara Pi dana “Bandi ng” Atas Nama Terdakwa Pol | ycar pus Budi hari
Priyanto, (27 Maret 2006), Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
16/ PI DY 2006/ PT. DKI .

197vahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung Dal am Perkara Pi dana
“Kasasi” Atas Nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, (3 OCktober
2006), Putusan Mahkamah Agung No. 1185 K/ Pi d/ 2006.
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- Menbebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, karena tidak
terbukti secara sah dan neyaki nkan bersal ah nel akukan
ti ndak pidana “turut nel akukan penbunuhan berencana”;

- Menj at uhkan kepada Terdakwa pidana penjara selam 2
(dua) tahun, karena telah terbukti secara sah dan
nmeyaki nkan ber sal ah mel akukan ti ndak pi dana
“menggunakan surat pal su” (dakwaan Kedua);

Setel ah putusan kasasi Mahkamah  Agung tersebut
nmenper ol eh kekuat an hukum yang tetap, Jaksa Penuntut Unum
nmengaj ukan pernohonan peninjauan kenbali kepada Mahkamah
Agung. Al asan yang nenjadi dasar pernohonan peninjauan
kenbal i terhadap putusan Mahkamah Agung vyang telah
nmenper ol eh kekuatan tetap itu pada pokoknya adal ah:

1) DO dal am pertinbangannya Mjelis Hakim (Judex Jurist)
dengan jelas nenperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu
kekel i ruan yang nyat a.

2) Berdasarkan hasi | penyi di kan terhadap perkara lain
(perkara terpisah) atas nama tersangka Indra Setiawan
dan Rohainil Aini, telah ditenukan keadaan baru (novum

berupa ket erangan saksi dan keterangan ahli. %

198Kej aksaan Negeri Jakarta Pusat, Qp. Cit.

138

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



Ter hadap per nohonan peni nj auan kenbal i put usan
Mahkamah Agung yang tel ah nenperol eh kekuatan hukum tetap
atas nama terpidana POLLYCARPUS B.P. tersebut, Mahkanmah
Agung tel ah menj at uhkan putusan yang pokoknya adal ah: °°
- Mengabul kan pernohonan peni njauan kenbali yang diaj ukan

ol eh Jaksa Penuntut Umum dan nenbat al kan put usan kasasi
Mahkamah Agung yang tel ah nenbatal kan putusan Pengadil an
Tinggi Jakarta atau vyang telah nenguatkan putusan
Pengadi | an Negeri Jakarta Pusat itu;

- Menyat akan Terpidana POLLYCARPUS B.P. terbukti secara
sah dan neyakinkan telah Dbersalah nelakukan tindak
pi dana “penbunuhan berencana” dan “peneal suan surat”;

- Menghukum terpidana POLLYCARPUS B.P. dengan pidana
penjara sel ama: 20 (duapul uh) tahun.

2. Permohonan Peninjauan Kembali Diajukan Oleh *“Jaksa
Penuntut Umum” Terhadap “Putusan Bebas”

Per rohonan peni nj auan kenbal i dal am kasus ini, adal ah
suatu pernohonan peninjauan kenbali yang diajukan oleh

“jaksa penuntut umuni dan terhadap “putusan bebas”, yakni

put usan yang tel ah nmenbebaskan terdakwa dari dakwaan “turut

19Vvahkamah Agung, Dal am Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas
Nama Ter pi dana Pol | ycarpus Budi hari Priyanto, Op., Ct. hal. 47-48.
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mel akukan penbunuhan berencana”. Menurut Mahkamah Agung,
per nohonan peninjauan kenbali tersebut beserta alasan-
al asannya tel ah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan
undang- undang, sehi ngga pernohonan itu secara formal *“dapat
diterima”, yang untuk selanjutnya diperiksa. Dalam ha
“menerinma” pernmohonan peni njauan kenbal i tersebut, Mahkamah
Agung nendasar kan perti nbangannya kepada:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.
55 PK/Pid/ 1996, vyang secara formal telah nenerinma
perm ntaan peninjauan kenbali “terhadap putusan bebas”

yang di aj ukan ol eh jaksa penuntut ununt, dan telah
dii kuti ol eh putusan Mahkamah Agung | ai nnya;

- Untuk nenelihara keseragaman putusan, naka Mahkamah
Agung nengi kuti pendapat Mahkamah Agung dal am putusannya
No. 55 PK/ Pid/ 1996 dan putusan | ainnya tersebut;

- Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4
Tahun 2004 Tent ang Kekuasaan Kehaki man;

- Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1969 dan Pasal 10

ayat (1) PERVA No. 1 Tahun 1980. 2

2001 bi d., hal. 17-25.
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Sehubungan dengan pendapat Mahkamah Agung yang tel ah
“menerima” secara formal pernohonan peni njauan kenbali yang
di aj ukan ol eh “jaksa penuntut ununi dan terhadap “putusan
bebas” tersebut, nmaka akan di analisis, apakah sesuai dengan
ket ent uan KUHAP, sebagai mana beri kut:

a. Pasal 263 ayat (3) “Bukan” Untuk Jaksa Penuntut Umum

Ket entuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tel ah neninbul kan
per masal ahan, yang nenegaskan bahwa terhadap suatu putusan
pengadi | an yang telah nenperoleh kekuatan hukum tetap,
dapat di aj ukan perni ntaan peni njauan kenbali, apabila dal am
putusan itu suatu perbuatan yang di dakwakan tel ah
di nyat akan “terbukti” akan t et api “tidak diikuti
pem danaan”. Bunyi ketentuan ini seolah-olah nenberi hak
kepada |jaksa penuntut umum untuk nengajukan perm ntaan
peni njauan kenbal i, karena sudah barang tentu terpidana
yang tidak dijatuhi pem danaan tidak akan gegabah nmem nta
peni nj auan kenbali. Padahal nmenurut Pasal 263 KUHAP itu
sendiri, yang berhak nengajukan peninjauan kenbali *“hanya”
terpidana atau ahli waris, sedangkan “jaksa penuntut unmum

ti dak di benarkan sama sekali”. 2%}

201andi Hanzah dan | rdan Dahl an, Upaya Hukum Dal am Perkara Pi dana,
. Gt., hal. 120.
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Menurut A. Hanzah dan Irfan Dahlan, ada kenungki nan
maksud penbuat undang-undang nenbuat ayat (3) Pasal 263
tersebut “hanya” digunakan untuk rnerehabilitasi nama
t er pi dana. ?°? Ji ka demi ki an hal nya, maka hal yang di mi nt akan
peni nj auan kenbali adal ah nengenai putusan yang nenyat akan
“per buat an yang di dakwakan itu telah terbukti”, *“bukan”
mengenai tidak adanya pem danaan. Dengan kata lain
perbuatan itu tidak diikuti oleh suatu pem danaan karena
perbuat an yang didakwakan itu sendiri dianggap “tidak
terbukti”. Suatu perbuatan yang di dakwakan nmenmang sudah
seharusnya “tidak diikuti oleh suatu pem danaan”, jika
per buatan yang di dakwakan itu sendiri sesungguhnya “tidak
terbukti”. Terpidana atau ahli waris dapat nengaj ukan
perm ntaan peninjauan kenbali terhadap suatu putusan yang
“tidak nenjatuhkan pidana”, tetapi perm ntaan tersebut
adal ah bertujuan untuk “nmenbatal kan” pernyataan “perbuatan
yang di dakwakan tel ah terbukti” yang ada dal am putusan itu.

O eh karena perbuatan yang didakwakan itu “tidak
terbukti”, maka haki m nenjatuhkan putusan yang nerupakan

suatu putusan yang “tidak nem dana” terdakwa. Akan tetapi

202| pj d.
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dal am putusannya, hakim tersebut telah *“keliru atau
khilaf”, karena nenyatakan perbuatan yang didakwakan itu
tel ah terbukti. Meskipun putusan tersebut tidak nenjatuhkan
suatu pem danaan, akan tetapi pernyataan “perbuatan yang
di dakwakan telah terbukti” 1itu dapat dianggap sebaga

“ganj al an” yang juga nmerupakan hukuman bagi terpidana.

Sehi ngga di perl ukan peninjauan kenbali terhadap putusan
yang seperti itu dengan maksud untuk nerehabilitasi nama
terpi dana. Pernyataan “terbukti” terhadap perbuatan yang

di dakwakan tersebut meski pun sesungguhnya “tidak terbukti”,
nmer upakan suat u kekhi |l af an haki m atau suat u kekel i ruan yang
nyat a, sebagai mana meksud Pasal 263 ayat (2) huruf c.

Bertitik tolak pada Pasal 263 KUHAP “secara utuh”,
dal am arti tidak nmem sahkan ayat-ayat Pasal 263 tersebut,
maka dapat ditari k kesinpul an sebagai berikut:

e terhadap putusan pengadilan yang telah nenperoleh
kekuat an hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat
nmengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali, sebagai mana
maksud Pasal 263 ayat (1);

e apabila putusan yang dim ntakan peninjauan kenbali itu
merupakan suatu putusan yang secara nyata “tidak

nmenj at uhkan pi dana” akan tetapi putusan itu nenyatakan
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“per buatan yang di dakwakan telah terbukti”, sebagai mana

maksud Pasal 263 ayat (3) KUHAP

e dengan alasan, pernyataan “perbuatan yang didakwakan
telah terbukti” dalam putusan itu merupakan suatu bent uk
pernyataan yang nenperlihatkan suatu kekhilafan hakim
atau kekeliruan yang nyata, sebagai mana nmaksud Pasal 263
ayat (2) huruf c KUHAP

Dengan demni ki an, terhadap putusan yang dalam putusan itu

suat u perbuatan yang di dakwakan tel ah di nyatakan “terbukti”

akan tetapi “tidak  diikuti oleh suatu pen danaan”

sebagai mana maksud Pasal 263 ayat (3) KUHAP, juga nerupakan

hak terpidana atau ahli wari snya untuk nmengaj ukan
perm ntaan peninjauan kenbali. Hal ini berarti, “jaksa
penunt ut unund sama  sekali tidak dibenarkan untuk

nmengaj ukan perm nt aan peni nj auan kenbal i

b. Pasal 263 ayat (3) Untuk Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Sebagai nana tel ah di kenukakan pada sub bab sebel umya,

bahwa perm ntaan peninjauan kenbali yang dinaksud ol eh

Pasal 263 ayat (3) KUHAP adal ah hak terpidana atau abhl

wari snya yang “hanya” digunakan untuk nerehabilitasi nama

terpi dana. Sehingga Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut

“tidak” nmenbenarkan perm ntaan peninjauan kenbali yang
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di aj ukan ol eh jaksa penuntut unum karena dakwaan atau
tuntutan jaksa penuntut unum pada dasarnya “bukan” untuk
kepenti ngan terpidana, nelainkan nelainkan nmenuntut agar
kepada terdakwa dijatuhkan pi dana. Nanmun dem ki an,

perm ntaan peninjauan kenbali yang diajukan oleh jaksa
penunt ut umum dan nendasar kan per nohonanya kepada Pasal 263
ayat (3) tersebut, pada prakteknya di benarkan ol en Mahkamah
Agung. Bahkan, putusan Mahkamah Agung terhadap perm ntaan
peni nj auan kenbali yang diajukan ol eh jaksa penuntut unum
yang seperti itu dijadikan yurisprudensi oleh Mhkanah
Agung sendiri. Berikut penulis akan nmenbahas maksud Pasa

263 ayat (3) KUHAP itu dari sisi lain selain yang telah
di kemukakan pada sub bab tentang “Pasal 263 ayat (3) KUHAP
Bukan Unt uk Jaksa Penuntut Unmunt.

Menurut Mahkamah Agung yang sudah barang tentu juga
menurut jaksa penuntut unmum yang nengajukan peninjauan
kenbal i, ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu tentu bukan
di perunt ukkan bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pem danaan
ol eh putusan pengadilan, nelainkan adalah untuk |aksa
penunut unmum yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi
tidak diikuti pem danaan. Apabila dalam putusan itu suatu

per buat an yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan
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tetapi tidak diikuti oleh pem danaan, maka undang-undang
menberi hak kepada jaksa penuntut wunmum untuk nelakukan
upaya hukum Upaya hukum yang di anggap ol eh Mahkamah Agung
nmer upakan hak jaksa penunt ut umum tersebut tel ah

meni nbul kan per masal ahan, karena:
e dapat dilakukan “nel al ui sarana” peninjauan kenbali; dan

e ketentuan tentang itu ol en KUHAP ditenpat kan pada tenpat
ket ent uan yang nengatur tentang peni njauan kenbal i

Padahal peninjauan kenbali itu sendiri nerupakan hak dari
terpi dana atau ahli warisnya yang bertujuan nelindung
terpi dana dari kesewenang-wenangan dan dapat di gunakan agar
terl epas dari ketidakbenaran penegakan hukum Di sanping
Itu, meskipun berada dalam bab yang sama yaitu bab XVl
tentang wupaya hukum luar biasa, KUHAP juga nenbedakan
pengat uran masi ng- nasi ng, di mana upaya hukum “kasasi dem
kepenti ngan hukuni yang nmerupakan hak Jaksa Agung diatur
pada bagian kesatu, sedangkan upaya hukum peninjauan
kenbal i yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya
di at ur dal am bagi an kedua.

Luhut M P. Pangari buan nengenukakan, bahwa upaya hukum
kasasi dem kepentingan hukum di beri kan KUHAP kepada Jaksa

Agung, senentara peninjauan kenbali adalah hak terdakwa
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atau ahli warisnya, sehingga akan bertentangan dengan
konsepnya apabila upaya hukum luar biasa itu dijalankan
secara terbalik, m sal nya penunt ut umum  nengaj ukan

peni nj auan kenbal i . 2%

Sebagai upaya hukum yang sifatnya
| uar biasa, peninjauan kenbali berdanpi ngan dengan kasasi
dem kepentingan hukum Baik untuk peninjauan kenbali,
maupun unt uk kasasi dem kepentingan hukum karena sifatnya
yang luar biasa itu, hanya dapat diajukan apabila bagi
tertuduh (terpidana) atau bagi jaksa penuntut unum tidak
terbuka lagi upaya hukum biasa, seperti peradilan banding
dan kasasi. Namun dalam hal ini, pengajuan kasasi dem
kepenti ngan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung,
sedangkan pengajuan perm ntaan untuk peninjauan kenbal

04" Penunt ut umum

perlu didasarkan kepada beberapa syarat.?
tidak berhak nengajukan perm ntaan peninjauan kenbali,
karena upaya hukum peninjauan kenbali bertujuan untuk
nmel i ndungi kepent i ngan t er pi dana. Sedangkan unt uk

mel i ndungi  kepentingan unmum undang-undang telah nenberi

kesenpat an kepada Jaksa Agung pada upaya hukum kasasi dem

203 yhut M P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resni
di Pengadilan O eh Advokad; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik,
Menori Bandi ng, Kasasi, Peninjauan, Kenbali, Loc. Cit., hal. 86.

2044 QCemar Seno Adji, Loc. Cit. hal. 12-13.
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kepenti ngan hukum yang nerupakan nerupakan sisi lain dari
upaya hukum |uar biasa peninjauan kenbali. Sehingga sisi
kepenti ngan terpidana dan kepentingan urmum tel ah terpenuhi
secara beri nbang.

Jika bertitik tolak kepada pendapat Mahkamah Agung
itu, nmaka dapat di katakan bahwa penbuat undang-undang tel ah
“keliru menmberi kan” sarana upaya hukum “peni nj auan kenbal i”
terhadap suatu putusan yang apabila dal am putusan itu suatu
perbuat an yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti akan
tetapi tidak diikuti oleh pem danaan, karena peninjauan
kenbali itu sendiri tidak nenpunyai maksud untuk nerugi kan
t er pi dana, mel ai nkan hanya mel i ndungi kepent i ngan
terpi dana. “Tidak nmungkin” terdakwa nengaj ukan peninjauan
kenbali terhadap putusan yang tidak nem dana terdakwa itu
sendiri. Seharusnya, apabila dalam putusan itu suatu
per buat an yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan
tetapi tidak diikuti oleh pem danaan, naka upaya hukum yang
“dapat dil akukan” adal ah “kasasi dem kepentingan hukunt
yang nerupakan hak dari jaksa agung yang di beri kan undang-
undang unt uk nelindungi kepentingan umum

Apabila dilihat dari segi sistinmatika pengaturan bab

dan bagi an dal am KUHAP, maka keberadaan ketentuan ayat (3)
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di maksud tidak tepat. Ayat (3) tersebut bertentangan dengan
makna yang di kandung ayat (1) vyang bermaksud untuk
mel i ndungi kepentingan terpidana, dan nerupakan asas upaya
hukum peni nj auan kenbali yang dianut ol eh Pasal 263 KUHAP
itu sendiri. Sehubungan suatu putusan yang “apabila dal am
putusan itu suatu perbuatan yang di dakwakan tel ah
di nyat akan terbukti akan tetapi tidak diikuti ol eh
pem danaan” adal ah hak jaksa penuntut umum karena hal itu
menyangkut kepentingan dan kredibilitas jaksa penuntut unmum
itu sendiri, maka ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu
senestinya berada dal am ketentuan yang nengatur nengenai
upaya hukum luar biasa Bab XViIlI Bagian Kesatu KUHAP
Tentang Peneri ksaan Ti ngkat Kasasi Dem Kepentingan Hukum
yang nerupakan suatu ketentuan yang nengatur nengenai hak
j aksa agung untuk nel akukan upaya hukum 2°°

“Penenpat an” runusan Pasal 263 ayat (3) tersebut dal am
ket entuan yang nmengatur tentang peninjauan kenbali adal ah
suatu kekeliruan yang sangat nendasar, karena “tidak ada
al asan” vyang dapat “nenbenarkan” penenpatan itu. Jdeh

karena itu, maka perm ntaan peninjauan kenbal i yang

205 yhut M P. Pangaribuan, “Materi Binbingan Skripsi dalam Kritik
Terhadap Ayat (3) Pasal 263 KUHAP’, (Disanpaikan Pada Bi nbingan
Skripsi, Jakarta, tanggal 5 Juni 2008).
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di aj ukan ol eh jaksa penuntut unum yang nendasarkan al asan
per nohonannya kepada Pasal 263 ayat (3) itu “tidak dapat”

di benarkan, karena ayat (3) tersebut bertentangan dengan

asas peni nj auan kenbal i yang ber maksud mel i ndungi
kepenti ngan terpidana, sebagai mrana nmeksud ayat (1)
ketentuan Pasal 263 itu sendiri. Dengan dem kian, maka

dal am hal nel akukan upaya hukum | uar biasa, jaksa penuntut
umum tetap “tidak dapat di benar kan” mel al ui sarana
“peni nj auan  kenbal i ", nmel ai nkan hanya  “di per kenankan”
nel al u sarana “kasasi dem kepentingan hukuni.
c. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal
263 Ayat (3) KUHAP

Per masal ahan = lain terkait perm ntaan  peni nj auan
kenbali yang nendasarkan perm ntaannya kepada Pasal 263
ayat (3) KUHAP tetapi dibenarkan ol eh Mahkanmah Agung, yang
mer ubah tatanan hukum yang ada adal ah:
e perm ntaan peninjauan kenbali itu di m ntakan ol eh jaksa

penunt ut unmum dan

e pula terhadap putusan yang merupakan putusan bebas.
Mahkamah Agung dalam hal ini telah nelakukan kekeliruan
yang sangat nendasar, karena “penbenaran” atas perm ntaan

peni nj auan kenbali yang seperti itu adal ah sama saja dengan

150

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



menj ungkir balikkan senmua asas hukum yang seharusnya
di t egakkan. Hal nmana pernmi ntaan peninjauan kenbali itu
dengan jelas tidak sesuai dengan al asannya, t et api
di benar kan ol eh Mahkamah Agung.

Jaksa penuntut unmum sebagai penohon, yang nendasarkan
per nohonannya pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP dal am perkara
pi dana peni nj auan kenbali atas nama terpidana POLLYCARPUS
B.P., tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) itu
sendiri. Pernohonan peninjauan kenbali yang diajukan “ol eh
jaksa penuntut ununi tersebut adalah terhadap putusan
Mahkamah Agung yang tel ah nenperol eh kekuatan hukum yang
nmer upakan suatu “putusan bebas”, yakni putusan yang tel ah
nmenbebaskan terdakwa  dari dakwaan  “turut mel akukan
penbunuhan berencana”. Sedangkan, putusan yang di maksud
ket entuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang dapat diajukan
peni nj auan kenbal i adal ah “hanya” apabila dal am putusan itu
suat u perbuatan yang di dakwakan telah di nyatakan “terbukti
akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pem danaan”. Dengan
dem ki an, maka perm ntaan peninjauan kenbali yang nerupakan
suatu “putusan bebas” tersebut, secara formal tidak dapat
di benar kan. Meski pun Mahkanmah Agung “nenperkenankan” | aksa

penuntut umum untuk nengaj ukan perm ntaan peninjauan
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kenbal i, akan tetapi Mahkamah Agung seharusnya secara
formal tetap “tidak dapat nenerima” perm ntaan itu, karena
putusan vyang dimntakan peninjauan kenbali itu adal ah
putusan yang nerupakan suatu “putusan bebas”. Mahkamah
Agung seharusnya nenyatakan bahwa permntaan itu “tidak
dapat diterim”, dengan alasan putusan yang dinohonkan
peni nj auan kenbali itu “bukan” putusan yang ditentukan
dal am Pasal 263 ayat (3) KUHAP
d. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas ‘“Bukan” Untuk
Jaksa Penuntut Umum

Menurut  Pasal 263 KUHAP, yang berhak nengaj ukan
peni njauan kenbali “hanya” terpidana atau ahli waris,
sedangkan “jaksa penuntut unum tidak di benarkan sanmm

06

sekal i”.?2 Pasal 263 ayat (1) secara tegas berbunyi:

terhadap putusan yang telah nenperoleh kekuatan hukum

tetap, kecuali putusan bebas atau |epas dari segala
tuntutan hukum  “terpidana atau ahli warisnya” dapat
mengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali kepada Mahkanmah

Agung. Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desenber 1929, N.J 1929

29, pada pokoknya ber pendapat, sebagai beri kut:

206Andi Hanzah dan Irdan Dahlan, Loc. Cit., hal. 120.
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Ji ka kat a-kata atau runusan undang-undang cukup j el as,

maka haki m ti dak bol eh nenyinpang dari kata-kata itu,

wal aupun apa yang di maksud penbuat undang-undang itu

sesungguhnya berl ai nan dengan arti kata tersebut. 2%
Runusan ket entuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut sudah
cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh nenyinpang dari
kat a- kata dal am ketentuan Pasal 263 ayat (1) itu. Nanun,
Mahkamah Agung berpendapat |ain, runusan ketentuan itu
di si npangi dengan cara nenperluas eksistensi ketentuan itu
sendiri. Ketentuan yang pada dasarnya |imtatif hanya
nmenper bol ehkan peni nj auan kenbal i dil akukan ol eh terpidana
atau ahli war i snya, di perl uas dengan di kabul kannya
per nohonan jaksa penuntut unum dan korban untuk nel akukan
peni nj auan kenbal i.?% Lebih lagi, hal seperti itu dianggap
sebagai penenuan hukum bahkan putusan Mahkanmah Agung yang
demi ki an dij adi kan nenj adi yuri sprudensi . 2°°

Adanya pengecual ian dal am Pasal 263 ayat (1) bahwa

terhadap putusan pengadilan yang nerupakan putusan bebas

2074 A, Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana |, Cet. Kedua, (Jakarta:
Sinar G afika, 2007), hal. 115.

2084 pParman Soeparman, Qp. cit., hal. 108.

209\vmhkanmah Agung, Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas
Nama Ter pi dana Pol | ycar pus Budi hari Priyanto, Loc.cit. hal. 17-19.
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atau putusan | epas dari segala tuntutan hukum “ti dak bol eh”
di m ntakan peninjauan kenbali, sesungguhnya *“bukanl ah”

untuk jaksa penuntut umum “nel ai nkan” untuk “ahli warisnya

terpidana”. Ahli waris dapat secara |angsung nengaj ukan
perm ntaan peni njauan kenbali, neskipun terpidana masih
hi dup. Hak ahl i waris dalam nengaj ukan perm ntaan
peni nj auan kenbali bukan mnmerupakan “hak subtitusi” yang

di perol eh setel ah terpidana neni nggal dunia, nelainkan “hak
orisinil yang diberikan undang-undang kepada mereka. ?!° Akan
tetapi, sekalipun “ahli warisnya terpidana” nmenbenci dan
ber kei ngi nan agar terpidana di hukum nanun Pasal 263 ayat
(1) tetap “tidak nenbol ehkan” ahli waris untuk nengaj ukan
perm ntaan peninjauan kenbali jika terhadap putusan bebas

atau putusan | epas dari segal a tuntutan hukum

Hak terpidana dan ahli wari s untuk nengaj ukan
peni nj auan kenbali “di batasi” oleh undang-undang dengan
“pengecual i an”, vyaitu tidak boleh terhadap putusan bebas

atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum Jika hak
unt uk nengaj ukan peni njauan kenbali terhadap putusan bebas

atau putusan |epas dari segala tuntutan hukum bagi “ahli

210M  Yahya Harahap, Loc. Cit., hal. 617-618.
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wari snya terpidana” yang nendapat kan hak dari undang-undang
saja “terlarang”, maka bagi jaksa penuntut unmum yang sanma-
sekal i tidak nenperol eh hak dari undang-undang sudah tentu
“l ebi h terl arang” at au secara mut | ak tidak dapat
di benarkan. Hal ini dapat diterinma |ogika, karena upaya
hukum peni nj auan kenbali pada haki katnya bertujuan hanya
unt uk kepentingan yang bersifat nenguntungkan terpi dana.
Meski pun t er pi dana at au ahl i war i snya “tidak
di per kenankan” undang-undang untuk nengajukan peninjauan

kenmbal i terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap yang nerupakan suatu “putusan bebas”, “tidak
berarti” jaksa penuntut unmum nenjadi di perkenankan untuk
mem nt akan peni njauann kenbal i, karena pada dasarnya

“siapapun_ tidak dibolehkan” undang-undang untuk nel akukan
peni nj auan kenbali terhadap putusan seperti itu. Dengan
dem ki an dapat di si npul kan, bahwa peninjauan kenbal
t erhadap putusan bebas “bukan” untuk jaksa penuntut umum
e. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan Pasal
263 Ayat (1) KUHAP

Pada dasarnya, Herziening atau peninjauan kenbal

ti dak menmpunyai maksud untuk merugi kan terpi dana, nel ai nkan

hanya nenguntungkan terpi dana, hingga hanya bol eh diaj ukan
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terpi dana, “tidak boleh” untuk penuntut unum 2! Pasal 263

ayat (1) menent ukan siapa “yang berhak” mengaj ukan
peni nj auan kenbal i, disertai dengan pengecual i an, berikut:
e Yang berhak nenengaj ukan peninjauan kenbali “hanya”

terpi dana atau ahli warisnya;

e Pengecual i annya adal ah terhadap putusan yang nerupakan
putusan bebas atau putusan |epas dari segala tuntutan
hukum “ti dak bol eh” untuk di m ntakan peninjauan kenbal i

Ket entuan Pasal 263 ayat (1) tersebut nerupakan penegasan

dari Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang nenyat akan bahwa:

e Upaya hukum yang nerupakan hak terdakwa atau penuntut
umum adal ah hak untuk tidak nenerinma putusan pengadil an

yang berupa perl awanan atau bandi ng atau kasasi; atau

e Upaya hukum yang nerupakan hak terpidana adalah hak
unt uk mengaj ukan pernohonan peni nj auan kenbal i .

Dal am hal Mahkamah Agung nenbenarkan al asan penohon
peni nj auan kenbal i, Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP secara
limtatif telah nenetapkan putusan yang dapat dijatuhkan
ol eh Mahkanmah Agung, yakni putusan ber upa:

1) Putusan bebas;

2114 Cemar Seno Adji, Loc. Cit. hal. 51.
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2) Putusan | epas dari segal a tuntutan hukum

3) Putusan tidak dapat nenerina tuntutan penuntut unum

4) Putusan berdasar kan ket entuan pi dana yang | ebi h ringan;

Apabi |l a Mahkamah Agung nenbenarkan alasan penohon, maka

putusan terhadap peninjauan kenbali harus putusan yang

tel ah ditentukan dal am Pasal 266 ayat (2) huruf b tersebut,
hal mana adal ah  berupa putusan yang nenguntungkan
terpi dana. Selain putusan peninjauan kenbali yang telah
ditentukan itu, apalagi putusan yang bersifat nerugikan
terpidana “tidak dapat di benarkan”, karena putusan seperti
itu “nmenyi npang” dari ketentuan undang-undang. Hal ini

di pertegas pula oleh Pasal 266 ayat (3) KUHAP vyang

nmenyat akan bahwa “pidana yang dijatuhkan dalam putusan

peni njauan kenbali tidak boleh nelebihi pidana yang tel ah

di j at uhkan dal am putusan senula”. Berdasarkan Kketentuan-

ket entuan itu, maka dapat ditarik kesi npul an bahwa:

e Tujuan undang-undang nengadakan upaya hukum peni njauan
kenbal i adal ah bertujuan hanya untuk hal-hal yang
bersi fat nengunt ungkan terpi dana;

e Oeh karena itu, nmaka yang berhak nengaj ukan peni njauan
kenbal i adalah ®“hanya” terpidana atau ahli warisnya

dengan “pengecualian” tidak boleh terhadap putusan

157

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



pengadi | an yang nerupakan putusan bebas atau putusan

| epas dari segal a tuntutan hukum

e Sedangkan bagi jaksa penuntut unmum sama-sekali tertutup
unt uk upaya hukum peni nj auan kenmbal i, kar ena
bert ent angan dengan ket ent uan undang- undang.

Dengan demni kian, |elaslah bahwa ketentuan-ketentuan
KUHAP tersebut, baik Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 1 angka
12, maupun Pasal 266 ayat (2) huruf b atau Pasal 266 ayat
(3) KUHAP tersebut, senuanya adalah untuk nenguntungkan
terpi dana dan juga untuk nelindungi kepentingan terpidana
dari suatu putusan pengadilan yang bersifat nerugi kannya.
Disanping itu, Kketentuan KUHAP itu dengan jelas tidak
satupun yang di perunt ukkan bagi jaksa penuntut umum karena
tuntutan jaksa penuntut umum pada haki katnya bertujuan
unt uk nenghukum terdakwa. Deni kian juga, untuk permnm ntaan
peni nj auan kenbali terhadap putusan Mahkamah Agung yang
tel ah nmenperol eh kekuatan hukum tetap Nonor: 1185K/ Pi d/ 2006
atas nama terpidana POLLYCARPUS, yang diaj ukan “ol eh jaksa
penuntut unmun? itu, secara formal tidak dapat dibenarkan
Mahkamah Agung harus nenyat akan bahwa perm ntaan itu "tidak

dapat diterim” dengan al asan ”penohon peninjauan kenbali”
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“bukan” t er pi dana at au ahl i war i snya, sebagai mana

di t ent ukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP

3. Pemeriksaan Saksi Sebagai Novum Tidak Secara Langsung
Dilakukan Oleh Mahkamah Agung

Ket erangan saksi nerupakan sal ah satu al at bukti yang
nmenegang peranan paling penting dalam perkara pidana.
Hanpir senmua penbuktian perkara pidana selalu bersandar
kepada peneri ksaan saksi, atau sekurang-kurangnya di sanpi ng
penmbukti an dengan al at bukti lain masih selalu diperlukan
penbuktian dengan al at bukti keterangan saksi. Novum yang
mendasari al asan perm ntaan peninjauan kenbali terhadap
putusan kasasi Mahkamah Agung Nonor: 1185K/Pi d/ 2006 atas
nama terpi dana POLLYCARPUS, adal ah ket erangan saksi. Al asan
yang nenj adi dasar pernohonan peninjauan kenbali terhadap
put usan Mahkamah Agung yang tel ah nenperol eh kekuatan tetap
itu “di peroleh” dari hasil “penyidikan” terhadap “perkara
| ai n atau perkara terpisah |ainnya”.

Pada penyi di kan perkara | ain atas nama tersangka | ndra
Setiawan dan Rohainil Aini itu, telah ditenukan keadaan
baru (novum berupa beberapa keterangan saksi. Sesua
dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi

yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya,
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di I'i hat nya, atau dialamnya sendiri mengenai suat u
peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti
apabila keterangan itu saksi nyatakan di depan sidang
pengadi | an. Yahya Harahap nenegaskan, bahwa ket erangan yang
di nyat akan diluar sidang pengadilan (outside the court)
bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk

2 Oeh karena itu, naka

menmbukt i kan kesal ahan terdakwa. 2
terhadap saksi sebagai novum yang nerupakan al asan
perm nt aan peni nj auan  kenbal i itu, perlu dil akukan
peneri ksaan dalam sidang pengadilan, guna nencari dan
nmendapat kan kebenaran materiil nya.
a. “Tidak Menjalankan” Asas Pemeriksaan Secara Langsung
Pada dasarnya, dal am peneri ksaan perkara pidana hakim
harus ber hubungan | angsung dengan terdakwa, karena perkara
Itu secara | angsung menyangkut kepenti ngan terdakwa sediri.
Haki m harus nendengar secara |angsung keterangan yang
di beri kan ol eh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana
yang di dakwakan kepadanya. Sangat tidak adil bagi terdakwa,

apabila ia dengan tidak tahu nenahu, sekonyong-konyong

di j atuhi hukuman pidana. Hal ini adalah salah satu sifat

212\ Yahya Harahap, Loc. Cit., hal. 288.
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hukum acara pidana, haki m harus nendengar sendi ri
ket erangan dari terdakwa dan tidak cukup dengan adanya
berkas perkara. Prinsip peneriksaan secara |angsung in

berlaku juga bagi saksi dan ahli dalam perkara yang
ber sangkut an, yang di perlukan untuk nenberi ganbaran yang
terang kepada haki m nengenai apa yang sebenarnya terjadi. '3
Dengan dem ki an, pada haki kat nya peneri ksaan perkara pi dana
harus dil akukan secara |angsung oleh hakim di nuka
pengadi | an. Namun, pada prakteknya asas peneriksaan secara
| angsung tersebut, sama sekali tidak dijalankan ol eh
Mahkamah Agung. Menurut Bagir Manan, ol eh karena Mahkanmah
Agung sebagai judex vyurist,?* tidak meneriksa para pihak

baik itu saksi, terdakwa ataupun pi hak-pi hak yang
ber perkara | ai nnya, maka tiap haki m agung di Mahkamah Agung
hanya neneriksa berkas perkara, yang dilakukan secara

bergilir dan diakhiri dengan mnusyawarah. Dalam nusyawar ah

213R Wrjono Prodjodikoro, Qp. Git., hal. 34.

2Yyyri st adal ah ahli hukum, John M Echols dan Hassan Shadily,
Kamus Inggris — lIndonsia, Cet. XXI, (Jakarta: P.T. Ganedia, 1995),
hal . 338. d eh karena Mahkamah Agung adal ah Pengadi | an Negara Terti nggi
dari sermua |ingkungan Peradilan (ps. 2 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung), dan apabila pengertian Yurist tersebut dihubungkan
dengan pengertian Judex yaitu hakim atau yang tidak |ain adalah juga
ahli hukum naka pengertian Judex Yurist adalah hakim yang |ebih ahli
(hukum) atau luar biasa, yang dalam hal ini adalah haki m agung yang
berada di Mahkamah Agung.
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yang penuh dengan perdebatan itu, masing-nmasing hakim
mengermukakan ar gunen ber dasar kan berkas perkara yang ada. *%°
Si dang perm ntaan peni njauan kenbal i perkara atas nanm
t er pi dana POLLYCARPUS itu, Mhkamah Agung “ti dak” nel akukan
peneri ksaan terhadap saksi sebagai novum Sebal i knya, para
hakim agung *“hanya” meneri ksa dokunen perkara yang
di ki ri nkan ol eh Ketua Pengadilan Negeri, yang nerupakan
perm ntaan peni njauan kenbali yang dilanpiri dengan berkas
perkara semula, berita acara peneri ksaan dan berita acara
pendapat haki m pengadilan negeri sebagaimana ditentukan
Pasal 264 ayat (5) jo. Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Padahal
bagai manapun telitinya dal am nmenbuat berkas perkara, selalu
masih lebih terang lagi bagi “hakim agung”, apabila hakim
agung “nmendengar sendiri” secara |angsung keterangan yang

6 Terutama haki m

di beri kan ol eh saksi sebagai novum itu. %
itu harus nenentukan, apakah keterangan yang diberikan
saksi sebagai novum tersebut layak atau tidak untuk

di percaya. Hal mana hanya dapat diketahui dengan neli hat

caranya saksi itu nenyanpai kan ket erangannya, baik tingkah

215Bagi r Manan, “Sidang Penbacaan Putusan PK Kenungki nan Di | akukan
Ter buka,” <http://ww. Hukunonl i ne.con», Loc. Cit.

218R Wrjono Prodjodikoro, Qp. Git., hal. 35.
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pol ah saksi maupun |agaknya selama peneriksaan saks

sebagai novum tersebut berlangsung. Apalagi, senmua ha

tersebut tidak selalu dinuat dal am catatan peneri ksaan yang
nmer upakan bagi an dari berkas perkara.

Mahkamah Agung telah nenjatuhkan putusan terhadap
perm ntaan peninjauan kenbali yang “hanya” berdasarkan
peneri ksaan terhadap berkas perkara yang Dbersangkutan.
Dengan dem ki an, neka dapat di kat akan bahwa Mahkamah Agung
telah nelanggar asas hukum acara pidana, karena dalam
sidang perm ntaan peninjauan kenbali itu, Mahkamah agung
“tidak” secara langsung neneriksa saksi sebagai novum
t erdakwa dan pi hak- pi hak yang ber perkara | ai nnya.

b. Pemeriksaan Saksi Sebagar Novum Tidak Sesuail Dengan
Pasal 265 Ayat (1) KUHAP

Menurut doktrin yang di kemukakan ol eh Cermar Seno Adji:

Dal am hal peni njauan kenbali (herziening), tidak ada

kenmungki nan unt uk mengadakan verw j zi ng kepada

pengadi |l an tinggi atau pengadilan negeri, sedangkan

Mahkamah Agung itu justru harus nengadili sendiri

(rechtdoen ten principale) perkara yang bersangkutan

ol eh karena Mahkamah Agung di sini berfungsi sebaga
peradi |l an dal am ti ngkat pertanma dan terakhir. 2’

2174 Cemar Seno Adji, Loc. Cit., hal. 38.
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Hal ini berarti, disanping neneriksa dokunen atau berkas
per kara, Mahkanmah Agung juga harus neneri ksa saksi sebagai
novum terdakwa dan pihak-pi hak yang berperkara | ainnya.
Namun, Mahkamah  Agung nenj atuhkan putusan perm nt aan
peni nj auan kenbali “hanya” berdasarkan peneri ksaan terhadap
berkas perkara, tanpa neneriksa secara |angsung saksi
sebagai novum terdakwa dan pihak-pi hak yang bersangkutan.
Dal am putusan perkara atas nama terpidana POLLYCARPUS
Mahkamah Agung nenyatakan, alasan keadaan baru (novum
dapat di benarkan, karena ket erangan saksi berupa novum
tersebut nerupakan al at bukti yang sah dan nenjadi bahan
dal am nenbentuk alat bukti petunjuk yang "telah dibentuk
oleh judex factie”, yang nenunjukkan bahwa benar telah
terjadi tindak pidana sebagai mana di maksud dal am dakwaan

kesatu dan penbuatnya adalah terpidana. ?'®

Novum ber upa
ket erangan saksi dalam perkara itu tidak pernah diperiksa
ol eh Mahkamah Agung, tetapi nenmutus perkara tersebut

ber dasar kan peneriksaan saksi yang telah dilakukan ol eh

judex factie, yakni Pengadil an Negeri Jakarta Pusat.

218 Mahkamah Agung, Dal am Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas
Nama Ter pi dana Pol | ycarpus Budi hari Priyanto, op.cit. hal. 42.
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Ket entuan Pasal 265 ayat (1) KUHAP, nenentukan 2 (dua)
hal yang sangat nendasar, sebagai berikut:
1) Menunj uk Haki m yang “Ti dak” Meneri ksa Perkara Semul a
2) Untuk Meneri ksa Al asan Menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHAP
Ad. 1) Menunjuk Hakim yang “Tidak™ Memeriksa Perkara Semula

Setel ah menerima perm ntaan peninjauan kenbali, ketua
pengadi | an negeri nengel uarkan penetapan berupa penunjukan
haki m yang akan bertindak nelakukan peneriksaan. Untuk
menjaga netralitas dan objektifitas,?® maka hakim vyang
bol eh ditunjuk untuk nelaksanakan sidang peneriksaan
perm ntaan peninjauan kenbali adalah hakim yang tidak
terlibat dalam peneriksaan perkara senmula, sebagai mana
di t ent ukan dal am Pasal 265 ayat (1) KUHAP
Ad. 2) Untuk Memeriksa Alasan Menurut Pasal 263 Ayat (2)

Menurut Pasal 265 ayat (1) KUHAP, haki m yang ditunjuk
ol eh ketua pengadilan adalah hakim yang bertugas untuk
nmeneri ksa apakah perm ntaan peninjauan kenbali di maksud
menenuhi al asan, yang telah ditentukan dal am undang- undang.
Haki m tersebut neneriksa dan neneliti serta nmenguji al asan

per m ntaan peni njauan kenbali itu dengan berpedonan kepada

219 Yahya Harahap, Loc. Cit., hal. 625.
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al asan yang di sebut dal am Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sidang
di pengadil aan negeri difokuskan kepada peneri ksaan al asan
perm ntaan peninjauan kenbali. Terhadap alasan yang
nmendasar i perm ntaan peni njauan kenbali I tulah  hakim
mengar ahkan peneri ksaan, dan tidak diperkenankan untuk
nmeneri ksa hal-hal yang berada di luar alasan itu. Hakim
yang nel akukan peneriksaan itu, terbatas hanya sekedar
"menberi pendapat” vyang dituangkan dalam berita acara
pendapat, dan terserah kepada Mahkamah Agung apakah
nmenerima atau tidak pendapat tersebut. Hal ini berarti,
berita acara pendapat “tidak” bersifat nenentukan atau
tidak determ nan, nel ai nkan hanya berupa "saran” yang dapat
di kesanpi ngkan begitu saj a ol eh Mahkamah Agung. ?%°
Pengadi | an negeri terikat pada runusan Pasal 265 ayat
(1) yang telah nenbatasi ruang |ingkup peneriksaan, yaitu
terbatas pada asas “untuk neneriksa apakah perm ntaan
peni nj auan kenbali itu nenenuhi al asan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 263 ayat (2)”. Adapun maksud dari Pasal 265

ayat (1) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

220 i d., hal. 626.
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“Haki m pengadi | an” negeri hanya berwenang nenilai al asan

perm ntaan peninjauan kenbali secara “formal bel aka”

menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP

sedangkan peni | ai an t er hadap al asan per m nt aan

peni njauan kenbali itu dari “segi materiil” adal ah

wewenang “Mahkamah Agung”;

Di sanping itu, apabila peneriksaan saksi sebagai novum

tersebut dilakukan ol eh hakim pengadilan negeri, maka

sudah dapat diduga bahwa peneriksaan tersebut akan

mengur angi netralitas dan obj ektifitasnya, kar ena

putusan yang di m ntakan peninjauan Kkenbali itu “tidak

dapat dil epaskan” dari kepentingan pengadilan negeri itu

sendiri, dengan al asan dan kemungki nan sebagai berikut:

- Mungki n putusan yang di m ntakan peni njauan kenbali itu
adal ah putusan pengadil an negeri itu sendiri; atau

- Mungki n putusan yang di m ntakan peni njauan kenbali itu
adal ah putusan bandi ng pengadilan tinggi atau putusan
kasasi Mahkamah Agung, yang sejalan atau sama dengan
putusan pengadilan negeri yang bersangkutan akan
tetapi tidak sesuai dengan apa yang diingi nkan penphon

peni nj auan kenbal i; atau
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- Mungki n putusan yang di m ntakan peninjauan kenbali itu
adal ah putusan bandi ng pengadilan tinggi atau putusan
kasasi Mahkanmah Agung, yang tidak sejalan atau berbeda

dengan putusan pengadil an negeri itu sendiri.

e Oeh karena itu, naka peneriksaan saksi sebagai novum
harus dil akukan secara | angsung ol eh Mahkanmah Agung.

Dengan  dem ki an, maka  dapat di si mpul kan bahwa
peneri ksaan perm ntaan peninjauan kenbali perkara pidana
at as nama  terpidana POLLYCARPUS itu “tidak dapat
di benarkan”, karena peneri ksaan saksi sebagai novum "ti dak”
ber dasarkan kepada Pasal 265 ayat (1) KUHAP. Sehingga
put usan peni njauan kenbali ol eh Mahkamah Agung atas perkara
tersebut nengandung kekeliruan secara formal yuridis, yang
dapat rmerugi kan pi hak- pi hak yang ber per kar a.
c. Pemeriksaan Saksi Sebagai Novum Tidak Sesual Dengan

Pasal 66 dan Pasal 168 Huruf c KUHAP

Pasal 66 KUHAP secara tegas nenyatakan bahwa
"tersangka atau terdakwa tidak dibebani penbuktian”. Dalam
hukum acara pi dana ketentuan ini di kenal dengan asas ri ght

of non selfincrimnation atau hak untuk tidak dibeban
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kewaj i ban penbukti an. 2%

Artinya, tersangka atau terdakwa
ber hak untuk nenol ak nenberi kan keterangan atas apa yang
di sangkakan atau di dakwakan terhadap dirinya, at au
ket erangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan
untuk nmenghukum dirinya. D sanping itu, nmenurut Pasal 168
huruf ¢ KUHAP, orang-orang yang bersama-sama sebagai
terdakwa  adal ah mereka  yang ti dak dapat di dengar
ket erangannya dan dapat nengundurkan diri sebagai saksi.
Sel anj ut nya, alasan yang nendasari perm ntaan peninjauan
kenbal i dalam perkara pidana atas nama terpidana
POLLYCARPUS, adal ah saksi sebagai novum yang nerupakan
terdakwa juga dal am perkara terpisah |ainnya. Dalam kasus
i ni, berkas perkara displit atau dipisah ol eh penyidi k dan/
atau jaksa penuntut unum agar nmasing-nmasing keterangan
terdakwa dapat di gunakan nenjadi alat bukti keterangan
saksi secara tinbal balik. Pem sahan itu, nenbuat nmasing-
masi ng terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dal am
ber kas yang t er pi sah, dan peneri ksaan t er hadap

per kar anyapun dil akukan secara terpisah. Terdapat saksi

yang berasal dari sesama terdakwa, hal nmana dal am perkara

221 yhut M P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana; Satu Konpilasi,
Loc. Gt., hal. 1100.
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ini, tindak pidana itu dilakukan ol eh beberapa pel aku dan
terdapat unsur penyertaan atau deel nem ng. ???2 Saksi sebagai
novum tersebut adalah saksi a charge, yang keterangannya
bersi fat nenberatkan terdakwa dan diajukan ol eh penuntut
umum untuk nenguat kan dakwaan. Penggunaan saksi sebagai
novum ini, sudah salah kaprah dan seharusnya tidak
di per bol ehkan, karena nelanggar hak asasi nmanusia. Hal
mana, terdakwa tidak dapat nmengunakan  hak nungkir,
di sebabkan terkait sunpahnya keti ka nenjadi saksi.
4. Nilair Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Novum
a. Keterangan Saksi Sebagai Novum Dalam Kasus ini Tidak

Dapat Dijadikan Menjadi Alat Bukti Petunjuk

Dal am perkara pidana perm ntaan peninjauan kenbali
I ni, sebagai mana telah dibahas bahwa Mahkamah Agung “ti dak
meneri ksa” saksi yang nerupakan suatu novum berdasarkan
hasi| penyidi kan terhadap perkara lain atas nana tersangka
Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Menurut Pasal 188 ayat
(3) KUHAP, bahwa penilaian atas kekuatan penbuktian dari
suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dil akukan ol eh

hakim dengan arif I|agi bijaksana, setelah ia nengadakan

222F| ora Dianti, Op. CGt., hal. 59.
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peneri ksaan dengan penuh kecermatan dan keseksanmaan
berdasarkan hati nuraninya. Ketentuan ini rmencerm nkan
bahwa pada akhirnya senua persoalan diserahkan kepada
haki m Hal nana sama dengan maksud dari *“penganatan haki ni,
yang harus dil akukan selama sidang, dan apa yang dial am
atau di ketahui ol eh haki m sebel umya tidak dapat dijadi kan
sebagai dasar pembuktian.??® Jika denikian hal nya, apakah
ket erangan saksi sebagai novum dal am perm ntaan peninjauan
kenbal i yang sama sekali tidak pernah diperiksa ol eh hakim
agung dapat di pandang sebagai alat bukti petunjuk, karena
Pasal 188 ayat (2) nenentukan dengan tegas bahwa petunj uk
tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa.

Sering terjadi seorang saksi nmenberikan keterangan
yang berbeda antara di sidang pengadilan dengan di
peneri ksaan peneri ksaan pendahul uan. Hal ini harus nendapat
perhatian khusus, karena bisalah terjadi sumpah palsu, %%
m sal nya pada peneri ksaan pendahul uan yang tertuang dal am
berita acara penyidi kan atau pada peneri ksaan pendahul uan

dal am sidang perm ntaan peninjauan kenbali di pengadil an

223Andi Hanmzah, Op. Cit. hal. 272.

224 bid., hal. 2309.
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negeri saksi sebagai novum nenberat kan terpi dana, sedangkan
pada peneriksaan sidang perm ntaan peninjauan kenbali di
Mahkamah Agung berubah nmenjadi nmenguntungkan terpidana,
apabi | a haki m agung neneri ksa saksi sebagai novum tersebut.
Di sanping itu, penting pula haki m agung nmemnm nta tanggapan
terdakwa nengenai keterangan yang diberikan oleh saksi
sebagai  novum tersebut, begitu pula penuntut unum dan
penasi hat hukum berkesenpatan bertanya kepadanya nel al ui
ketua si dang, sebagai mana di maksud Pasal 164 KUHAP.

A eh karena dal am perkara pidana atas nama terpidana
t er pi dana POLLYCARPUS itu, Mahkamah Agung “tidak neneriksa”
saksi sebagai novum maka putusan peninjauan kenbali dal am
perkara inipun “tidak dapat di benarkan”, karena “penilai an”
atas penbuktian “petunjuk” yang bersunber dari alat bukti
ket er angan saksi sebagai novum tersebut “bukan” sebagai mana
di tentukan Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Hal ini berarti,
ket erangan saksi sebagai novum tersebut “tidak dapat
dinilai” sebagai alat bukti yang sah nenurut undang-undang.
Dengan dem ki an, mnaka keterangan saksi sebagai novum
tersebut juga “tidak” nmenpunyai nilai kekuatan penbukti an.

b. Saksi Yang Baru Tetapi Tidak Memiliki Nilai Kebaruan
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Pada perkara pidana atas nama terpi dana POLLYCARPUS
itu, nmeskipun saksi sebagai novum yang diajukan adal ah
“saksi yang baru nuncul kenudian”, karena belum pernah
di aj ukan pada peneriksaan sidang pengadilan sebel umya,
akan tetapi keterangan yang diberikan saksi sebagai novum
dal am sidang perm ntaan peninjauan kenbali itu “bukanl ah”
ket erangan yang baru. Keterangan saksi seperti itu tidak
mem | i ki nilai kebaruan, karena keterangan yang di berikan
saksi itu, nerupakan keterangan yang kurang |ebih sama
dengan keterangan yang telah diberikan saksi-saksi dalam
sidang pengadilan senula. Sedangkan, novum yang di naksud
oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP adalah apabila
keadaan baru (novum itu diketahui dan di maj ukan pada waktu
si dang pengadilan terdahulu nasih berlangsung nmaka di duga
kuat akan nenghasil kan putusan yang akan nenbebaskan atau
nel epaskan terpidana dari tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut unmum tidak dapat ditering, atau diterapkan
ketentuan pidana lain yang lebih ringan. Undang-undang
mensyar at kan bahwa suatu novum harus nmenpunyai nilai
kebaruan yang secara nyata dapat neninbul kan dugaan kuat
akan nenghasil kan putusan lain seandainya keadaan itu

di ket ahui sejak senul a. Yahya Harahap nengenukakan:
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Keadaan baru atau novum yang dapat dinilai sebagai
keadaan yang dapat nenpengaruhi putusan, harus berupa
dan bersifat keaadaan nyata yang benar-benar relevan
sebagai fakta baru yang nenpunyai daya dan nil ai
mel unpuhkan fakta |[ama yang di wuj udkan dal am putusan
yang di ni nt akan peni nj auan kenbal i . 2?°
Ket erangan saksi yang diajukan dan nerupakan alasan
yang nendasari pernohonan peninjauan kenbal i dal am perkara
itu, “tidak dapat” dipandang sebagai novum kar ena
ket erangan saksi yang seperti itu sudah diajukan pada
sidang pengadilan semul a. Menurut  Jan  Renmel i nk, 22°
ket erangan yang seperti itu tidak dapat diterim sebagai
novum Keterangan saksi tersebut “tidak nenpunyai nil ai
kebaruan” yang secara nyata dapat neni nbul kan dugaan kuat
akan nenghasi | kan putusan lain seandainya keadaan itu
di ketahui selama persidangan serula. Sehingga pernohonan
peni nj aun kenbali yang nendasarkan alasan kepada novum
yang merupakan “saksi baru” tetapi keterangannya “tidak
baru” tersebut, "tidak dapat di benar kan”

Ber dasar kan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, Mahkamnah

Agung seharusnya nenjatuhkan putusan yang 7’ nenol ak”

225Yahya Harahap, Loc. Cit., hal. 633.

2264 Cemar Seno Adji, Op. Gt., hal. 46.
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perm ntaan peninjauan kenbali itu. Al asan pernohonan
peni nj auan kenbali yang berupa keterangan saksi itu secara
factual ”"tidak dapat” dinilai sebagai keadaan baru atau

novum karena keadaan baru yang di kenmukakan ol eh saksi itu:

e "bukan” nerupakan keadaan baru yang secara nyata dapat
meni mbul kan dugaan kuat akan nenghasilkan putusan [lain

seandai nya keadaan itu di ketahui selama persi dangan;

e atau secara nyata "tidak nenpunyai nilai” sebagai
keadaan baru yang dapat nenpengar uhi putusan.

Artinya, keterangan saksi sebagai novum itu “tidak dapat
dinilai” sebagai alat bukti yang sah nenurut undang-undang,
dan juga “tidak nmenpunyai nilai” kekuatan penbukti an.
5. Putusan Yang Melanggar ‘“‘Asas’ Pidana Yang Dibolehkan

Asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang
nmenegaskan, bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan
peni nj auan kenbali “tidak bol eh nel ebi hi pidana yang tel ah
di j atuhkan dalam putusan senula”. Hukuman pidana yang
di kenakan ol eh hakim terhadap para pelaku tindak pidana
sesungguhnya nerupakan suatu pel anggaran terhadap hak asasi
(manusi a) pelaku tindak pidana itu sediri. Pidana penjara
adal ah satu bentuk pidana peranpasan kenerdekaan terhadap

tubuh atau badan seseorang, yang nerupakan pidana
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terpenting yang harus nendapat perhatian dari haki m pi dana.
Jan Remmel i nk nengenukakan bahwa dengan al asan apa pun juga
ti dak di perkenankan nenjatuhkan pidana penjara |ebih dari
apa yang ditetapkan undang- undang. 22’

Pada prinsipnya, Pasal 266 ayat (3) KUHAP “nel arang”
Mahkamah Agung untuk nmenjatuhkan “putusan yang nel ebihi”
put usan yang di m ntakan peni nj auan kenbali itu. Sebaliknya,
undang- undang “menper kenankan” Mahkamah Agung unt uk
nmenj at uhkan putusan dengan nenerapkan ketentuan pidana
“yang | ebi h ringan”, sebagai nana ditentukan dal am Pasal 266
ayat (2) huruf b angka (4) KUHAP. Asas yang dianut Pasal
266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung
dal am | enbaga upaya peninjauan kenbali, “yang bermksud
menbuka kesenpat an kepada ter pi dana unt uk menbel a
kepenti ngannya, agar terlepas dari ketidakbenaran penegakan
hukum Peluang dan sarana yang diberikan undang-undang
kepada terpidana untuk nmelunpuhkan putusan vyang telah
ber kekuat an hukum tetap itu, “tidak patut” jika berbalik

“menj adi bunerang” dan “nerugi kan” terpidana sendiri.

227Jan Renmel i nk, Komentar Atas Pasal -Pasal Terpenting Dari Kitab
Undang- Undang Hukum Pi dana Bel anda dan Padanannya Dal am Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana |ndonesia, (Jakarta: PT, Ganedia Pustaka Utana,
2003), hal. 465.
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A eh karena, pidana yang dijatuhkan dal am peni njauan
kenbal i itu nmenghukum terpidana POLLYCARPUS dengan pidana
penjara selama 20 (duapuluh) tahun, padahal pidana yang
di j at uhkan dal am putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat
yang kenudi an di kuat kan putusan pengadilan tinggi Jakarta
adal ah pidana penjara selama 14 (enpatbelas) tahun dan
dal am putusan kasasi Mahkamah Agung adal ah pi dana penjara
selama 2 (dua) tahun, nmaka putusan uutusan peninjauan
kenmbal i Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pi d/ 2007 itu “tidak dapat
di benarkan”, karena bertentangan dengan asas hukum acara

pi dana, dengan al asan:

e putusan vyang dijatuhkan oleh hakim agung peninjauan
kenbal i itu, “bukan” nmerupakan putusan yang telah
di t ent ukan dal am Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP

e dan pula, pidana yang dijatuhkan itu nerupakan pidana
yang “tidak” di perbol enhkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP

6. Putusan Peninjauan Kembali Nyata Mengandung Kekeliruan

Putusan pengadilan yang nengandung suatu kekhil afan
haki m atau kekeliruan yang nyata, tidak hanya terdapat di

put usan pengadi | an negeri, putusan pengadilan bandi ng, dan

putusan pengadilan kasasi, karena ternyata terdapat juga
dal am putusan pengadilan peninjauan kenbali. Perluasan
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eksi stensi Pasal 263 ayat (1) KUHAP ol eh Mahkamah Agung

adal ah suatu *“penyi npangan” terhadap undang-undang Yyang

“tidak dapat dibenarkan”. Ketentuan yang pada dasarnya
limtatif “hanya” menbol ehkan “terpidana atau ahl
wari snya” yang dapat nelakukan peninjauan kenbali, dan

“tidak” diperbol ehkan terhadap “putusan bebas” atau “Iepas
dari segala tuntutan hukuni, akan tetapi “diperluas” oleh
Mahkamah Agung dengan di kabul kannya pernmohonan “jaksa
penuntut urmuni dan pula terhadap “putusan bebas”. Lebih
| agi, hal seperti itu dianggap sebagai penemuan hukum dan
put usan Mahkamah Agung yang dem kian dijadi kan sebaga
yurisprudensi.??® Hal ini justru membuktikan bahwa Mahkanah
Agung telah nelakukan sesuatu yang bukan |agi sekedar
kekhil'afan, tetapi telah nelakukan kekeliruan yang sangat
nmendasar , karena Mahkamah Agung nengangkangi sendiri
undang- undang yang seharusnya di a tegakkan.

Ber dasar kan urai an pada sub bab pernohonan peninjauan
kenbal i “terhadap putusan bebas” yang diaj ukan “ol eh jaksa
penuntut umuni di  nuka, maka dapat disinpul kan bahwa

perm ntaan peninjauan kenbali terhadap putusan Mahkamah

228\mhkanmah Agung, Dalam Perkara Pidana Peninjauan Kenbali Atas
Nama Ter pi dana Pol | ycarpus Budi hari Priyanto, op.cit. hal. 17-19.
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Agung yang telah nmenperoleh kekuatan hukum tetap Nonor:
1185K/ Pi d/ 2006 atas nanma terpidana POLLYCARPUS itu, secara
formal “tidak dapat di benarkan”. Mahkamah Agung seharusnya

"tidak dapat” nenerima perm ntaan itu, dengan al asan:

e "penphon” peninjauan kenbali “bukan” terpidana atau ahli

war i snya, sebagai mana ditentukan Pasal 263 ayat (1);

e dan pula putusan yang di nohonkan peninjauan kenbali itu
“bukanl ah” suatu putusan yang nenyat akan suatu perbuat an
yang di dakwakan telah dinyatakan “terbukti akan tetapi
tidak diikuti oleh suatu pem danaan”, sebagai mana
di tent ukan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

Akan tetapi, terhadap perm ntaan peninjauan kenbali yang

di aj ukan “ol eh jaksa penuntut ununi terhadap putusan yang

merupakan suatu “putusan bebas” itu, Mhkamah Agung

ber pendapat lain, yakni “secara formal dapat diterim”, 2%

yang sel anjutnya di peri ksa. Dengan dem ki an, Mahkanmah Agung

telah keliru, karena “nmenbenarkan” alasan penohon dan

“menerima” pernohonan peninjauan kenbali yang seperti itu.

Hal itu berarti, Mahkamah Agung telah dengan jelas

menper | i hat kan suatu kekhil afan atau kekeliruan yang nyat a,

22| bid., hal. 26.
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yang justru dil akukan ol eh haki m Mahkamah Agung sendiri .
Pada dasarnya, Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP secara
limtatif telah nenetapkan putusan yang dapat dijatuhkan
ol eh Mahkamah Agung. Dalam hal Mahkamah Agung nenbenarkan
al asan penohon peninjauan kenbali, mka Mhkanmah Agung
menbat al kan put usan yang di mi ntakan peni njauan kenbali itu
dan nenj at uhkan putusan yang dapat ber upa:
a. Putusan bebas;
b. Putusan | epas dari segal a tuntutan hukum
c. Putusan tidak dapat nenerinma tuntutan penuntut unmum
d. Putusan berdasarkan ketentuan pidana yang | ebih ringan;
Apabi | a Mahkamah Agung nenbenarkan alasan penohon, naka
putusan terhadap peninjauan kenbali harus putusan yang
tel ah ditentukan dal am Pasal 266 ayat (2) huruf b tersebut,
yang nerupakan suatu putusan yang nenguntungkan ter pi dana.
Sel ain putusan peninjauan kenbali yang telah ditentukan
itu, apalagi putusan yang bersifat nerugi kan terpidana
“tidak dapat dibenarkan”, karena putusan seperti itu
“menyi npang” dari ketentuan. Hal itu dipertegas ol eh Pasa
266 ayat (3) yang nenyat akan bahwa “pi dana yang dij atuhkan
dal am putusan peninjauan kenbali tidak boleh nelebihi

pi dana yang tel ah dijatuhkan dal am putusan senul a”.
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Lagi -l agi Mahkamah Agung Dberpendapat lain, atas
per nohonan peni njauan kenbali itu, dijatuhkan putusan yang
pada pokoknya adal ah menghukum terpi dana POLLYCARPUS B.P

230 pj dana

dengan pi dana penjara selama: 20 (duapul uh) tahun.
yang dijatuhkan dalam putusan itupun, dengan jelas telah
menper | i hat kan suatu kekhil af an haki m atau kekeliruan yang
nyata. Dengan dem kian dapat disinmpul kan, bahwa dal am
put usan Mahkamah Agung perkara pidana peninjauan kenbali
itu, terdapat kekeliruan hakim agung yang sedem ki an rupa
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum d eh
kar ena, kekeliruan yang dem ki an tidak bisa di maafkan atau
bersifat tidak dapat ditolelir, maka untuk nenghil angkan
kekel i ruan yang seperti itu tiada jalan selain dengan jal an
menbat al kan putusan itu dan menbebaskan ter pi dana. 23!
7. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali
Seandai nya, terpidana atau ahli waris dalam perkara
i ni, nmendasar kan al asannya pada putusan yang nenperl i hat kan
suatu kekeliruan yang nyata itu, nengajukan perm ntaan

peni nj auan kenbali terhadap putusan peninjauan kenbali

Mahkamah Agung Nonmor 109 PK/ Pid/ 2007, maka permintaan itu

2% bid., hal. 47-48.

1M Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 634-635.
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seharusnya “dapat diterim”, dengan al asan:

e penohon peninjauan kenbali adalah penohon yang telah

di t ent ukan, sebagai mana maksud Pasal 263 (1) KUHAP

e alasan yang nendasari permntaan itu adal ah al asan yang
tel ah ditentukan ol eh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP
Sel anj ut nya, Mahkamah Agung “nenbenarkan” al asan penohon
“menbat al kan” putusan Mahkamah Agung yang di m nt akan
peni njauan kenbali itu dan nenjatuhkan “putusan bebas”.
Namun dem ki an, Pasal 268 ayat (3) KUHAP nenyat akan, bahwa
perm ntaan peninjauan kenbali atas suatu putusan *“hanya”
dapat dil akukan “satu kali” saja. Perm ntaan peninjauan
kenbali itu telah dimanfaatkan satu kali oleh Jaksa
penuntut unum Sehi ngga meni nbul kan per masal ahan yang | ebih
pel i k, upaya hukum apakah yang dapat nenbatal kan putusan
peni nj auan kenbal i Mahkamah Agung tersebut? Hal ini nenjadi
pel i k, 22 karena Mahkamah Agung tel ah “nenjungkir balikkan”

senua asas hukum pi dana yang seharusnya di pegang teguh”.

8. Rangkuman

232pdi Andoj o Soetjipto, Prospek Penyel esai an Kasus Munir Mel al ui
Peni nj auan Kenbali Putusan MA Dalam “Risalah Kasus Minir Kunpul an
Catatan dan Dokumen Hukuni, Cet. Pertama, (Jakarta: Komte Aksi
Solidaritas Untuk Munir, 2007), hal. 282.
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Rangkuman dalam hal ini adalah suatu bentuk uraian
singkat, yang nerupakan hasil penyinpulan dari seluruh
penbahasan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis
t erhadap Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/ Pid/ 2007 Dal am
Per kara Pernohonan Peni njauan Kenbali atas nama terpidana
Pol | ycarpus Budi hari Priyanto. Suatu putusan yang dalam
putusan itu suatu perbuatan yang di dakwakan tel ah
di nyat akan “terbukti” akan tetapi “tidak diikuti oleh suatu
pem danaan” sebagai mana maksud Pasal 263 ayat (3) KUHAP,
“bukan” untuk jaksa penuntut umum nel ai nkan hak terpidana
at au ahl i war i snya yang “hanya” di gunakan unt uk
merehabi |l i tasi nama terpidana. Apabila suatu perbuatan yang
di dakwakan itu sendiri sesungguhnya “tidak terbukti”, maka
per buat an yang di dakwakan tersebut nemang sudah seharusnya
“tidak diikuti oleh suatu pem danaan”. O eh karena itu,
apabila suatu putusan “tidak nenjatuhkan pidana” akan
tetapi putusan itu nenyatakan *“perbuatan yang di dakwakan
telah terbukti”, mnaka terpidana atau ahli waris dapat
mengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali terhadap putusan
tersebut. Hal rmana perm ntaan peninjauan kenbali tersebut

adal ah bertujuan “hanya” untuk “nenbatal kan” pernyataan
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“per buatan yang di dakwakan telah terbukti” yang ada dal am
put usan itu.

Upaya hukum Jluar biasa berupa peninjauan kenbal
adal ah hak terpidana atau ahli warisnya, sedangkan upaya
hukum luar biasa berupa peneriksaan tingkat kasasi dem
kepenti ngan hukum adalah hak Jaksa Agung yang dapat
di gunakan juga oleh jaksa penuntut unmum Apabila *“hak”
untuk nel akukan “upaya hukum luar biasa” terhadap suatu
putusan yang dalam putusan itu suatu perbuatan yang
di dakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak
diikuti oleh suatu pem danaan adal ah hak “jaksa penuntut
unmuni’, karena  hal Itu  nenyangkut kepentingan dan
kredibilitas jaksa penuntut umum itu sendiri, mneka upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut unmum
tersebut “bukan” peninjauan kenbali, nelainkan *“hanya”
kasasi dem kepentingan hukum

Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas nenyatakan,

bahwa terhadap putusan yang tel ah nenperol eh kekuatan hukum

tetap, “kecuali” putusan bebas atau Ilepas dari segala
tuntutan hukum “terpidana atau ahli warisnya” dapat
mengaj ukan perm ntaan peninjauan kenbali kepada Mahkamah

Agung. Sehubungan runusan ketentuan Pasal 263 ayat (1)
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tersebut “sudah jelas”, nmaka hakim tidak bol eh nenyi npang
dari kata-kata dal am ketentuan itu. Meskipun terpidana atau
ahli waris sebagai pemlik hak atas perm ntaan peninjauan
kenmbal i “tidak diperkenankan” untuk nengajukan peninjauan
kenbal i terhadap putusan pengadilan yang nerupakan suatu
“putusan bebas”, namun hal itu “tidak berarti” jaksa
penuntut unmum nenj adi di perkenankan, karena pada dasarnya
“siapapun tidak dibolehkan” undang-undang untuk nel akukan
peni nj auan kenbal i terhadap putusan yang seperti itu.
Pengadi | an negeri terikat pada runusan Pasal 265 ayat
(1) KUHAP yang telah “nenbatasi” ruang |ingkup peneriksaan
pada asas neneri ksa apakah perm ntaan peninjauan kenbal i
menenuhi al asan 'yang di maksud Pasal 263 ayat (2).
Pengadi |l an negeri hanya berwenang nenilai secara formnal
bel aka, yang dituangkan dalam “berita acara pendapat”.
Sedangkan penil aian terhadap alasan perm ntaan peninjauan
kenbal i dari segi materiil adalah wewenang Mahkanah Agung.
Sel anjutnya, salah satu sifat hukum acara pidana adal ah
haki m harus nendengar sendiri keterangan dari terdakwa,
ahli dan saksi, dan tidak cukup dengan adanya berkas
per kar a. Bagai manapun telitinya dalam nenbuat berkas

perkara, selalu masih |ebih terang |agi bagi *“haki magung”,
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apabila ia “nmendengar sendiri” keterangan yang diberikan
secara |angsung dari nereka. Terutama, apakah Kketerangan
yang di berikan saksi sebagai novum itu layak atau tidak
untuk dipercaya. Hal ini hanya dapat diketahui dengan
mel i hat caranya saksi itu nenyanpai kan keterangan, baik
ti ngkah polah mnaupun | agaknya selanma peneriksaan saksi
sebagai novum itu berl angsung. Dengan dem ki an, nmaka dal am
sidang perm ntaan peninjauan kenbali, disanping neneriksa
dokunmen atau berkas perkara, Mahkanah Agung juga wajib
meneri ksa terdakwa, ahli atau saksi sebagai novum

Ket ent uan Pasal 66 KUHAP secara tegas nenyatakan bahwa
"tersangka atau terdakwa tidak dibebani penbuktian’, dan
menurut Pasal 168 huruf ¢, orang-orang yang bersana-sam
sebagai terdakwa adalah nereka yang tidak dapat didengar
ket erangannya dan dapat nengundurkan diri sebagai saksi.
Dal am hukum acara pidana hal ini dikenal dengan asas right
of non selfincrimnation, artinya: tersangka atau terdakwa
ber hak untuk nenol ak nenberi kan keterangan atas apa yang
di sangkakan atau di dakwakan terhadap dirinya, at au
ket erangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan
untuk menghukum dirinya. Hal ini berarti, saksi sebagai

novum yang juga adalah terdakwa dalam perkara yang sanma
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tetapi dipisah oleh jaksa penunutut unmum yang nerupakan
saksi yang keterangannya akan mnenberatkan dirinya sendiri
sebagai terdakwa itu, sudah salah kaprah dan seharusnya
tidak bol eh di gunakan, karena nel anggar hak asasi nmanusi a.
Hal nmana, terdakwa tidak dapat nengunakan hak mungkir,
di sebabkan terkait dengan sunpahnya sendiri ketika nenjadi
saksi sebagai novum tersebut.

Menur ut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, bahwa penil ai an atas
kekuatan penbuktian dari suatu “petunjuk” dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif |agi
bi j aksana, setelah ia nengadakan peneri ksaan dengan penuh
kecermat an dan keseksamman berdasarkan hati nurani nya. Hal
mana Pasal 188 ayat (2) nenentukan dengan tegas bahwa
petunjuk tersebut “hanya dapat diperoleh” dari keterangan
saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Apabila haki m agung
“tidak nmenmeri ksa” saksi sebagai novum yang nerupakan al asan
suat u perm ntaan peni njauan kenbal i akan tetapi nenjatuhkan
suatu putusan terhadap perm ntaan itu, maka putusan
peni njauan kenbali itu “tidak dapat dibenarkan”, karena
“peni | ai an” atas penbuktian “petunjuk” yang bersunber dari
al at bukti keterangan saksi sebagai novum tersebut “bukan”

sebagai mana ditentukan Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Dem ki an
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juga, bagi keterangan saksi yang nerupakan alasan suatu
per nohonan peninjauan kenbali, “tidak dapat” dipandang
sebagai novum apabila isi keterangan saksi itu sudah
pernah di aj ukan pada sidang pengadilan senul a. Keterangan
saksi yang dem kian “tidak nenpunyai nilai kebaruan” yang
secara nyat a dapat meni nbul kan dugaan kuat akan
menghasi | kan putusan | ain seandai nya keadaan itu di ketahu

sel ama per si dangan senul a, sebagai mana ditentukan Pasal 263
ayat (2) huruf a KUHAP. Dengan deni ki an, keterangan saks

sebagai novum tersebut “tidak dapat” dinilai sebagai alat
bukti yang sah nmenurut undang-undang, dan juga “tidak”
menpunyai nilai kekuatan penbukti an.

Per buatan  Mahkamah  Agung yang telah nenperluas
eksi stensi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dengan di kabul kannya
per nohonan “jaksa penuntut ununi terhadap “putusan bebas”,
adal ah adal ah suatu bentuk “penyi npangan” yang tidak dapat
di benar kan. Apal agi , putusan yang dijatuhkan “bukan”
putusan yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2)
huruf b KUHAP, dan juga “bukan” pidana yang dibol ehkan
Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Putusan WMhkamah Agung yang
seperti itu, mengandung kekeliruan yang sedem ki an rupa dan

tidak dapat di pertanggungj awabkan secara hukum Ha
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dem ki an tidak bisa dimafkan atau bersifat tidak dapat
ditolelir, dan karenanya, untuk nenghilangkan kekeliruan
itu, tiada jalan selain dengan jalan nenbatal kan putusan
itu sendiri dan nenbebaskan terpidana. Nanun, hal ini jelas
tidak nmenmungki nkan lagi, karena perm ntaan peninjauan
kenbal i bagi terpidana itu telah tertutup, nmeski pun
sesungguhnya hal i1tu adal ah hak terpidana itu sendiri.

Pasal 268 ayat (3) KUHAP nenyat akan, bahwa pern ntaan
peni nj auan kenbal i atas suatu putusan “hanya” dapat
di | akukan “satu kali” saja. Hal ini berarti, hak dan
kesenpat an terpidana untuk nengajukan peninjauan kenbali
telah “diranpas” oleh jaksa penuntut unmum yang kenudi an
“di | egal kan” ol eh Mahkamah  Agung. Dengan  dem ki an,
terpidana tersebut telah nenanggung penderitaan hukuman
pi dana, yang “belum tentu” karena kesal ahannya, sekaligus
“menanggung” aki bat dari “kekeliruan” dan “penyi npangan”’
yang di | akukan ol eh haki m Mahkamah Agung sendiri. Terpi dana
tidak dapat lagi nenbela diri dari kesewenang-wenangan,
bahkan *“terpaksa” harus ia terim, karena undang-undang
tidak mengijinkan untuk nengajukan perm ntaan peninjauan
kenbal i terhadap putusan yang juga nerupakan suatu putusan

peni njauan kenbali itu. Kekeliruan semacam itu seharusnya
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tidak perlu dilakukan ol eh Mahkamah Agung yang nerupakan
pengadi |l an negara tertinggi. Sebaliknya, Mhkamah Agung
harus menjaga ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ada, dan nenegakkan hukum serta nenperbai ki putusan yang

kel iru atau nenbat al kan putusan yang ti dak manusi aw itu.

BAB V

PENUTUP

A_ Simpulan
Ber dasarkan seluruh uraian pada bab-bab terdahulu
dapat ditari k beberapa sinpul an berikut ini:

1. Keterangan saksi nerupakan salah satu alat bukti yang
nmenegang peranan paling penting dalam perkara pidana.
Hanpi r senua penbuktian perkara pidana selalu bersandar
kepada pemneri ksaan saksi , at au sekur ang- kur angnya
di sanpi ng penbukti an dengan al at bukti lain masih selalu
di perl ukan penbuktian dengan alat bukti ket er angan
saksi. Pada dasarnya Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah

menent ukan secara limtatif macam macam al at bukti yang

190

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



sah, vyakni: Kketerangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunj uk, dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti
yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP
t er sebut, ti dak di benar kan di per gunakan unt uk
menbukti kan kesal ahan terdakwa. O eh karena itu, suatu
keadaan baru (novum dapat nenjadi suatu alat bukti yang
sah ”hanya” jika berwujud sebagai alat bukti yang sah
seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP. Dengan dem ki an novum sebagai alat bukti yang sah
dapat berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan
ahli, atau surat. Jika ketentuan Pasal 184 ayat (1)
KUHAP itu dikaitkan dengan novum yang nerupakan suatu
keadaan baru, maka novum berupa keterangan saksi adal ah
suatu al at bukti berupa keterangan saksi nmengenai fakta-
fakta yang belum pernah didalilkan atau dimajukan
sebelumya di nuka sidang pengadilan perkara dimksud
atau keterangan saksi itu baru rmuncul kenudian. Saksi
sebagai novum nerupakan suatu alat Dbukti yang sah
menur ut undang-undang, dan nmem | i ki kedudukan yang cukup
kuat dal am upaya hukum peninjauan kenbali. Keterangan
saksi tersebut, dapat dipergunakan sebagai al asan untuk

mengaj ukan  peni njauan kenbal i, yang dapat berdiri
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sendiri tanpa nenerlukan alat bukti lain, sepanjang
ket erangan yang di beri kan ol eh saksi sebagai novum itu
menpunyai “"nilai kebaruan”, yang dapat dinilai sebagai
keadaan baru vyang dapat menpengar uhi dan sanggup
mel unpuhkan keadaan yang tertuang dal am putusan semnul a.

. Novum yang di maksud ol eh Pasal 263 ayat (2) huruf a
KUHAP adal ah apabila keadaan baru (novum tersebut
di ketahui dan di majukan pada waktu sidang pengadilan
terdahulu nmasih berlangsung naka diduga kuat akan
nenghasi | kan put usan yang akan menbebaskan at au
mel epaskan terpidana dari tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut unum tidak dapat diterinma, atau diterapkan
ket entuan pidana lain yang lebih ringan. Dem ki an juga
ket erangan saksi sebagai novum harus nenpunyai "nil ai
kebaruan”, yang dapat dinilai sebagai keadaan baru yang
dapat nenpengaruhi putusan semula. Keadaan baru (novum
tersebut harus berupa keterangan saksi yang di kemukakan
ol eh  penpbhon secara factual menpunyai ni | ai dan
rel evansi yang sanggup nel unpuhkan keadaan yang tertuang
dal am putusan semula. D sanping itu, Kketerangan yang
di beri kan ol eh saksi sebagai novum harus nerupakan suatu

hal yang ia dengar, ia lihat dan ia alam sendiri dengan

192

Pemeriksaan Saksi..., Manahan Panggabean, FH Ul, 2008



menberi kan al asan dari pengetahuannya itu, sebagai mana
maksud Pasal 1 butir 27 KUHAP. Apabila dikaitkan dengan
pasal 185 jo. penjelasan KUHAP, neka: keterangan di | uar
pendengar an, pengl i hat an, at au pengal aman sendiri

tentang suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadikan
dan dinilai sebagai alat bukti, dan tidak nenpunyai

kekuatan nilai penbuktian; keterangan yang di perol ehnya
bersunber dari atau hasil pendengaran dari orang lain
testi monium de auditu, tidak nenpunyai nilai sebaga

al at bukti, dan tidak mem |iki kekuatan penmbuktian untuk
menbukti kan kesal ahan yang didakwakan kepada terdakwa,
karena bertentangan dengan syarat yang diatur dalam
pasal 1 butir 27 KUHAP; Pasal 185 ayat (5) KUHAP

menent ukan, ”bai k pendapat maupun rekaan, yang diperol eh

dari hasil pem kiran saja, bukan nerupakan keterangan
saksi”. Berarti, keterangan saksi yang bersifat pendapat
atau hasil pemkiran saksi, harus dikesanpi ngkan dari

kesal ahan terdakwa, dan tidak dapat dinilai sebagai alat
bukti. Jika senmua syarat, baik syarat novum sebagai mana
di mmksud Pasal 263 ayat (2) huruf a, maupun syarat-
syarat sahnya keterangan saksi yang telah ditentukan

ol eh undang-undang itu terpenuhi, naka keterangan saks
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sebagai novum akan nem liki nilai sebagai alat bukti sah
dan dengan sendirinya nel ekat nilai kekuatan penbukti an.

. Pada sidang perm ntaan peninjauan kenbali perkara pidana
atas nama terpidana POLLYCARPUS itu, Mahkamah Agung
“tidak” nel akukan peneri ksaan terhadap saksi sebagai
novum Sebal i knya, para hakim agung “hanya” neneriksa
dokunmen perkara yang dikirinkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri, yang nerupakan pernintaan peninjauan kenbali
yang dilanpiri berkas perkara semula, berita acara
peneri ksaan dan berita acara pendapat haki m pengadil an
negeri sebagai mana ditentukan Pasal 264 ayat (5) jo.
Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Padahal , bagai manapun

telitinya dalam nenbuat berkas perkara, selalu nmasih

| ebih terang | agi bagi “hakim agung”, apabila 1ia
“mendengar sendiri” secara |angsung keterangan yang
di beri kan ol eh terdakwa, saksi , atau ahli yang

ber sangkut an.  Terutama haki m harus nenentukan, apakah
ket erangan yang di berikan saksi sebagai novum itu | ayak
atau tidak untuk dipercaya. Hal nmana, hanya dapat
di ket ahui dengan nelihat caranya saksi itu nenyanpai kan
ket erangannya, bai k tingkah polah saksi maupun | agaknya

selama  peneri ksaan  saksi sebagai novum tersebut
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berl angsung, karena sermua hal itu tidak selalu dinuat
dal am catatan peneriksaan yang nerupakan bagian dari

berkas perkara. Menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP

peni | ai an atas kekuatan penbuktian dari suatu petunjuk
dal am setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
dengan arif | agi bi j aksana, setelah ia nengadakan
peneri ksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
ber dasarkan hati nuraninya. Ketentuan ini nencerm nkan
bahwa pada akhirnya senua persoalan diserahkan kepada
hakim Jika dem kian halnya, apakah keterangan saksi

sebagai novum dal am perm ntaan peninjauan kenbali yang
sama sekali tidak pernah diperiksa ol eh haki m agung itu
dapat di pandang sebagai alat bukti petunjuk, karena
Pasal 188 ayat (2) nmenentukan dengan tegas bahwa
petunj uk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan
saksi, 'surat, dan Kketerangan terdakwa. Sering terjadi

seorang saksi nenberi kan keterangan yang berbeda antara
di sidang pengadilan dengan di peneriksaan peneriksaan
pendahul uan. Bi sal ah terjadi, pada peneri ksaan
pendahul uan yang tertuang dalam berita acara penyidi kan
at au pada peneri ksaan pendahul uan dalam sidang

perm ntaan peninjauan kenbali di pengadilan negeri saksi
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sebagai novum nenberatkan terpidana, sedangkan pada
peneri ksaan sidang perm ntaan peninjauan kenbali di

Mahkamah Agung berubah nenjadi nmenguntungkan terpidana

DI sanping itu, penting pula hakim agung nmemnta
tanggapan terdakwa nengenai keterangan vyang diberikan
ol eh saksi sebagai novum tersebut, begitu pula penuntut
umum  dan penasi hat hukum  ber kesenpat an bertanya
kepadanya nelalui ketua sidang, sebagainmna dimksud
Pasal 164 KUHAP. d eh karena Mhkamah Agung “tidak
nmeneri ksa” saksi sebagai novum dal am sidang perm ntaan
peni nj auan kenbali perkara terpidana POLLYCARPUS, neka
putusan peninjauan kenbali dalam perkara ini “tidak
dapat di benarkan”, karena “penilaian” atas penbuktian
“petunj uk” yang bersunber dari alat bukti keterangan
saksi sebagai novum tersebut “bukan” sebagai mana
di tentukan Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Hal ini berarti,
ket erangan saksi sebagai novum tersebut “tidak dapat
dinilai” sebagai alat bukti yang sah nenurut undang-
undang. Dengan dem ki an, maka dapat disinpul kan bahwa
ket erangan yang diberikan oleh saksi sebagai novum
t ersebut, baik yang tertuang dalam berita acara

peneri ksaan penyi di kan, maupun yang tertuang dal am
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berita acara peneriksaan sidang di pengadilan negeri,
“tidak” nmenpunyai nilai kekuatan penbukti an.

Saran

Perlu segera perubahan KUHAP yang nenuat ketentuan yang
mengatur secara | ebih rinci dan jelas nengenai tata cara
peneri ksaan perm ntaan peni njauan kenbal i. Ketentuan ini

juga perlu nenegaskan bahwa Mahkamah Agung harus
nmengadili sendiri perkara yang bersangkutan, hal nmana
Mahkamah Agung harus nemeri ksa secara |angsung, baik
t erhadap berkas perkara putusan senula maupun terhadap
terpi dana, saksi, ahli, dan/ atau jaksa penuntut unmum
yang terkait dengan perm ntaan peninjauan kenbali itu

Ket entuan ini juga diharapkan harus |ebih tegas dalam
perumusannya, dalam arti tidak nenuat suatu ketentuan
yang nengandung pengertian bias atau bercabang atau
dapat ditafsirkan lain, seperti ketentuan Pasal 263 ayat
(3) KUHAP yang seol ah-ol ah nenbol ehkan jaksa penuntut
umum unt uk nmengaj ukan peni nj auan kenbal i .

Sehubungan dengan adanya keiginan untuk nel akukan
peni nj auan kenbali oleh korban atau ahli warisnya yang
nmerasa putusan pengadilan terhadap terdakwa adal ah

kel iru, maka perlu juga dilakukan pengkajian yang
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mendal am nengenai upaya hukum Jluar biasa apa yang
“sesungguhnya” dapat dilakukan oleh korban atau ahl
wari snya tersebut, karena pada dasarnya perm ntaan
peni nj auan kenbali itu sendiri “hanya” dapat diajukan
ol eh terpidana atau ahli warisnya.

. Mahkamah =~ Agung senantiasa harus nmengacu dan tidak
menyi npang dari runusan ketentuan yang sudah jelas,
tidak el akukan penafsiran yang berlebi han terhadap
undang- undang, dan harus nenghindari penafsiran dapat
yang menj ungkir balikkan asas-asas hukum yang seharusnya
di tegakkan, baik yang disebabkan oleh tekanan publik
maupun aki bat tekanan politik dari pihak penguasa atau
pi hak | ai nnya, karena hal itu dapat neninbul kan keti dak
pastian hukum dan dapat nengurangi kemerdekaan hakim
agung dal am Mahkamah Agung itu sendiri.

. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut
umum seharusnya di bekali dengan pengetahuan yang cukup

agar persidangan tidak hanya bergantung pada keterangan

saksi semata, tetapi mereka dapat nenggali, nencari dan
menenukan alat bukti perkara pidana |ainnya, yang
di perl ukan untuk rnenghi ndari penggunaan saksi  yang

sekal i gus juga sebagai terdakwa, sehingga bagi terdakwa,
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tidak ada |agi penmaksaan untuk nenberikan Kketerangan
sebagai saksi yang dapat nenberatkannya sendiri. Hal
dem ki an, juga diperlukan untuk dapat nmenyel esai kan
per kar a- perkara yang ada secara tuntas dan tepat, atau
pal ing tidak nengurangi kekhilafan atau kekeliruan yang
nyata dalam nenmutuskan suatu perkara, yang bertujuan

unt uk adanya suatu kepasti an hukum
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